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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillahilladzi  bi  nimatihi  tatimmush
sholihat, Segala Puji bagi Allah Ta'ala Rabb Semesta
Alam. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan
kepada Pemimpin para Nabi dan Rasul, Nabi kita

Muhamad Shallallahu ‘alaihi wasallam.

Amma badu.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2025 merupakan satu dari

komitmen konkret kami dalam menjalankan amanah

pertanggungjawaban sebagai pelayan masyarakat
perihal capain kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
dalam lingkup satu tahun. Sebagaimana arah kebijakan dan sasaran strategis yang tertuang
dalam dokumen perencanaan kinerja, perlu memastikan perencanaan yang searah dengan
pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data
yang lebih lengkap, kami dapat merancang Pembangunan tepat sasaran sesuai kebutuhan
daerah Masyarakat kami.

“..perlu memastikan perencanaan yang searah
dengan pelaksanaan, pelaksanaan sesuai target, dan
hasilnya terukur secara akuntabel. Dengan data yang
lebih lengkap, kami dapat| merancang Pembangunan
tepat sasaran sesuai kebutuhan daerah Masyarakat

kami.”

Dengan mengharapkan pertolongan Allah Ta’ala pula, Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan upaya terbaik agar laporan ini
selesai tepat waktu dan dapat menyajikan informasi yang memadai atas capaian kinerja dan
realisasi anggaran pada program kerja/kegiatan pada Tahun 2025. Meskipun demikian, kami

menyadari bahwa Laporan Kinerja ini memerlukan sejumlah sentuhan perbaikan di masa yang

Halamani|
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akan datang. Betapa besar harapan kami, Laporan Kinerja ini menjadi informasi yang
berimbang dan objektif terhadap capaian pembangunan yang dilakukan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan untuk meningkatkan kinerja di
masa mendatang serta memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean

governance.

Akhir Kata, kami sampaikan apresiasi kepada semua jajaran di Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, khususnya Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyusunan laporan ini.

Praya, Februari 2026

Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si
NIP. 196712311992031117
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025 menunjukkan
bahwa seluruh sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan Perjanjian
Kinerja telah tercapai dengan kategori sangat efektif dan efisien. Capaian ini ditunjukkan oleh
realisasi indikator sasaran yang seluruhnya berada di atas target, dengan tingkat serapan
anggaran yang tinggi dan rasio efisiensi positif.

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah, indikator
sasaran yang digunakan adalah Indeks Infrastruktur Wilayah. Realisasi indeks mencapai
101,98% dari target tahunan, dengan serapan anggaran sebesar 97,53%, menghasilkan
tingkat efisiensi 104,56%. Artinya, output kinerja yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan
proporsi anggaran yang digunakan. Indeks ini dibentuk oleh lima komponen utama, yaitu
kemantapan jalan, indeks kinerja sistem irigasi, cakupan layanan air minum, persentase
sanitasi layak, serta penurunan luas kawasan kumuh. Intervensi teknis pada rehabilitasi jalan
prioritas, normalisasi jaringan irigasi, pengembangan SPAM, peningkatan sistem sanitasi, serta
penataan kawasan permukiman kumuh secara agregat mendorong peningkatan kualitas

infrastruktur wilayah secara terukur.

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah, indikator sasaran
yang digunakan adalah Indeks Konektivitas Antar Wilayah. Indeks ini mengukur
keterhubungan jaringan jalan antar pusat kegiatan, aksesibilitas antar kecamatan, serta
keterpaduan jaringan transportasi wilayah. Realisasi Indeks Konektivitas menunjukkan capaian
di atas target tahunan (=100%), yang ditopang oleh peningkatan kemantapan ruas strategis
kabupaten, pengurangan bottleneck akses antar wilayah, serta optimalisasi fungsi jembatan
dan jalan penghubung kawasan produksi dengan pusat distribusi. Peningkatan konektivitas ini
berdampak langsung pada penurunan hambatan mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat

integrasi ekonomi antar wilayah.

Pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang,
indikator utama yang digunakan adalah Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan
realisasi sebesar 109,30% dan serapan anggaran 99,88%, menghasilkan efisiensi sebesar
109,43%. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan
ruang berjalan efektif serta menghasilkan output yang melampaui target.

Sebagai penguatan indikator tata ruang, digunakan pula Persentase Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang terhadap RTR. Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian antara
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pemanfaatan ruang aktual dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Persentase
kesesuaian berada pada kategori sangat tinggi (=100% dari target), yang dicapai melalui
penerapan prinsip kehati-hatian dalam penerbitan KKPR, verifikasi lapangan sebelum
rekomendasi teknis, serta pengawasan pemanfaatan ruang berbasis regulasi. Seluruh
dokumen KKPR yang diterbitkan pada tahun berjalan telah sesuai dengan RTR dan melalui

proses evaluasi teknis sesuai SOP pelayanan.

Secara agregat, kinerja Tahun 2025 memiliki karakteristik sebagai berikut: seluruh indikator
sasaran berada di atas 100%, tingkat serapan anggaran pada rentang 97-99%, serta rasio
efisiensi di atas 100%. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur perencanaan, penganggaran,
dan pelaksanaan telah berjalan selaras dan terkendali. Tidak terdapat deviasi signifikan baik

pada dimensi fisik maupun keuangan.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya
meningkatkan kualitas layanan dasar (jalan, irigasi, air minum, sanitasi), tetapi juga
memperkuat konektivitas wilayah dan menjamin tertib pemanfaatan ruang secara regulatif.
Sinergi antara pembangunan fisik dan pengendalian tata ruang menjadi faktor utama dalam
menjaga konsistensi arah pembangunan daerah.

Meskipun capaian berada pada kategori sangat efektif, penguatan sistem informasi kinerja
berbasis digital dan integrasi data antarbidang tetap diperlukan untuk menjaga sustainabilitas
capaian, mengantisipasi dinamika fiskal, serta meningkatkan presisi pengambilan keputusan
pada tahun perencanaan berikutnya.

Secara keseluruhan, berdasarkan capaian Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks
Konektivitas Antar Wilayah, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, dan Persentase
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang, kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun
Anggaran 2025 berada dalam kategori sangat efektif dan efisien, serta memberikan
kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan konektivitas, dan

kepastian tata ruang secara terukur dan akuntabel.
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Analisis Performa Infrastruktur Wilayah 2025

Capaian Indeks Infrastruktur 2025

Kemantapan Jalan
Indeks Infrastruktur Mencapai @ Meningkat

Sanitasi Layak 0 ) 76,88%
Mencapai ]%0% 72 , 46 /o Berkat rehabilitasi ruas prioritas

Sektor sanitasi berhasil

mempertahankan standar pelayanan

dasar penuh di seluruh wilayah. Angka ini melampaui target tahunan dengan
tingkat capaian sebesar 101,98 persen.

Kinerja Irigasi Meningkat

77,11%

Berkat rehabilitasi ruas prioritas

ma (2024 vs 2025)

Layanan Air Minum

2024:78,18%
: 2025: 76,30% % E

Kemantapan Jalan

2025: 76,88%

2024:70,38%

Perencanaan Teknis
Tepat Sasaran

Penyusunan DED pada 40
daerah irigasi memastikan
intervensi fisik yang akurat.

Penguatan
Konektivitas Wilayah

Rehabilitasi jalan pada titik
hambatan berhasii meningkatkan
mobilitas antar pusat layanan.

Modernisasi Irigasi
Berbasis ePAKSI
Penggunaan aplikasi Android untuk

manajemen aset meningkatkan
efisiensi distribusi air.
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Laporan Kinerja Penataan Ruang 2025:
Menuju Penataan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan

Lonjakan performa penataan ruang tahun 2025 mencapai

. : > : . ~—= EFEKTIVITAS PEMANFAATAN
indeks 88,536, didorong oleh integrasi data spasial yang
akurat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta 8 8 J 5 3 6 & PENGENDALIAN
penegakan hukum yang tegas.

100% vevoan 1
CAPAIAN INDEKS& =~ o RENCANA TATA RUANG
PERENCANAAN MAKRO

PROGRES RTRW
MELONJAK

Surat Forum Pembongkaran
Peringatan Koordinasi Bangunan Melanggar

PENEGAKAN HUKUM BERJENJANG MELALUI
FORUM PENATAAN RUANG (FPR)

Pengendalian melibatkan surat peringatan hingga
pembongkaran bengunan yang melanggar aturan.

RINCIAN SKOR INDIKATOR UTAMA 2025

INDIKATOR PENILAIAN \ CAPAIAN 2025 67 5
% Persentase Penerbitan KKPR
@,

: 100.00%

sesuai RTR PERMOHONAN INFOR
SINKRONISASI PETA DENGAN BIG 2 KKPg D(I)PROSES SRNAS!

< st Persentase Pengaduan

Penggunaan data spasial akurat meminimalkan ane Dtanaatl 100.00% Tingai Ktivitas i i diimb
kesalahan evaluasi dan mempercepat proses yang g dlngglnya? Ivitas investasi diimbang
legalisasi. Progres Penyusunan = o e =l T S

Materi Teknis RTR 55.00% berbasis risiko (CSS).

o J
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Laporan Capaian Indeks Konektivitas Wilayah 2025

Indeks Konektivitas
Mencapai 88,44

100%

Pusat Kegiatan
Terkoneksi

Seluruh 4 pusat kegiatan
utama (PKW, PKL, PPK, PPL)
tetap terhubung optimal.

Melampaui target
tohunan dengan

tingkat capaian
101,55 persen.

76,88%

Persentase Jalan Mantap
- 75,18%

Kualitas jalan melampaui target berkat
rehabilitasi ruas jalan prioritas.

88,44 =%

Capaian 2025

Intervensi Teknis & Faktor Pendukung

= . Rekonstruksi Jalan Penanganan ¢ Pemeliharaan Rutin
m 23,56 KM 1 4 Unit Jembatan (=)§ 13 Ruas

— Menghilangkan hambatan struktural Menjaga stabilitas jaringan dan mencegah
guna menjamin kontinuitas jaringan degradasi kualitas jalan secara signifikan.
antar wilayah kabupaten.

Mengubah jalan tidak mantap menjadi mantap
untuk kelancaran logistik wilayah.

Laporan ini merangkum keberhasilan Indeks Konektivitas tahun 2025
yang melampaui target sebesar 88,44. Pencapaian ini didorong oleh
peningkatan kemantapan jalan dan pemeliharaan jaringan
infrastruktur yang strategis di seluruh wilayah.

Halaman xv



Laporan Kinerja Penataan Ruang 2025:
Mewujudkan Tertib Tata Ruang 100%

5{/ 3
>

00%

' Mekanisme KEPASTIAN
Kesesuaian Verifikasi HUKUM & TERTIB
Dua Taha TATA RUANG
Pemanfaatan e e
Satiap izin wajib Tidak ditemukan satupun
Rua ng melewati verifikasi penyimpangan perizinan
Seluruh 5 KKPR yang diterbitkan peruntulgm ruang dansreepnacnajg'a‘ gtat:‘a:1 Lt:\ang
tahun 2025 sepenuhnya selaras survei kondisi lapangan berjalan.
dengan Rencana Tata sebelum diterbitkan.

Ruang (RTR).

Target 2025 | Realisasi 2025
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Indeks Performa Wilayah
& Faktor Pendorong

. Penguatan
- Penegakan Hukum

| Tindakan berbasis
rekomendasi Forum

Efektivitas Penataan Ruang (FPR)
menjamin keputusan

Pengendalian Ruang akuntabei dan minim

88,53 e

Capaian indeks melampaui target
berkat penerapan KKPR yang
konsisten dan asistensi intensif
pusat.

Peningkatan
Konektivitas Wilayah

88,44

Fokus pada perbaikan jalan strategis
penghubung pusat ekonomi untuk
mengurangi hambatan transportasi.

Target 2025 | Realisasi 2025
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BAB 1

PENDAHULUAN

I1 TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH
I.1.1 Dasar Hukum

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 75 tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, dan Peraturan
Bupati Lombok Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah.

I.1.2 Kedudukan dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan
pemerintahan Bidang Pertanahan. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

I.1.3 Susunan Organisasi
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
a. Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:
1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
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3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

5. Unit Pelaksana Teknis.

I.1.4 Tugas dan Fungsi
I.1.4.1 Kepala Dinas
A. Tugas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan

kegiatan Dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dibidang Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang.

B. Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi:

a.

e |

Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
penetapan kinerja Dinas;

Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;
Pengkoordinasian  perumusan, perencanaan kebijakan teknis
pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian
bimbingan serta rekomendasi perijinan;

Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;

Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai

dengan bidang tugasnya.

I.1.4.2 Sekretariat
A. Tugas

Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan

mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam penyusunan program dan

pelaksanaan kegiatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan,

umum dan kepegawaian.
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B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada

Sekretaris mempunyai fungsi:

a.

Pengkoordinasian penyusunan rencana kerja tahunan dan penetapan
kinerja lingkup Dinas;

Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja Dinas;
Pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepada seluruh unit kerja
lingkup Dinas;

Pengkoordinasian penyusunan Standar Pelayanan Minimal dan
Standar Prosedur Tetap Pelaksanaan kegiatan lingkup Dinas;
Perumusan dan penjabaran kebijakan teknis penyelenggaraan
administrasi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan
perlengkapan;

Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas;
Pengkoordinasian Kepala Bidang, Kepala sub Bagian, Kepala Seksi
dalam melaksanakan tugas;

Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi penyelenggaraan
tugas kesekretariatan dengan perangkat daerah dan/ atau Instansi
terkait ;

Pelaksanaan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan administrasi
umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan;
Pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan tugas kesekretariatan;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.3 Sub Bagian Umum dan Kepagawaian

A. Tugas

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian,

yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur,

mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan dalam
penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan administrasi
kepegawaian, rumah tangga, protokol dan perlengkapan.
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B. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

a.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Sub
Bagian;

Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan
administrasi  kepegawaian, rumah tangga, protokol, hubungan
masyrakat dan perlengkapan;

Pengumpulan, pengolahan dan analisis data kepegawaian dan
kebutuhan perlengkapan;

Pelaksanaan  pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan dan
pendistribusian perlengkapan inventaris kantor sesuai peraturan
perundang-undangan;

Penyiapan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksana
pelaksanaan tugas Dinas;

Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian
lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;

Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan PNS
lingkup Dinas;

Pelaksanaan tata kelola kearsipan lingkup dinas;

Pengkoordinasian penatausahaan Barang Milik Daerah lingkup dinas;
Pengkoordinasian pelaksanaan tugas pengurus dan atau penyimpan
barang;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung

sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.4 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

A. Tugas

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub

Bagian, yang mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan,

mengatur mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan bawahan

melaksanakan urusan perencanaan, pendataan, pemantauan, evaluasi,

pelaporan serta pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan

Lingkup Dinas.
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B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) dan Program Kerja lingkup Dinas;

b. Penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan
dan pelaporan;

c. Penyiapan bahan penyusunan rencana Strategis (renstra) dan
Rencana Kerja Tahunan (RKT) serta Penetapan Kinerja lingkup Dinas;

d. Pelaksanaan koordinasi peyusunan rencana dan program kerja dengan
sub unit kerja lain lingkup dinas;

e. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data dalam rangka
penyusunan LKj-IP Dinas;

f. Pelaksanaan penyusunan rencana peraturan Perundang-undangan
petunjuk pelaksanaan tugas Dinas;

g. Penyiapan bahan Koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) dan Standar Oprasional Prosedur (SOP) Dinas sesuai peraturan
perundang-undangan;

h. Penyiapan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis
dibidang penyusunan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan dan
pertanggungjawaban keuangan lingkup Dinas;

i. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka analisis pelaksanaan
anggaran, perbendaharaan, pembukuan dan verifikasi;

j.  Pelaksanaan penyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji
serta tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN);

k. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Pemegang Kas (PPK,
PPTK);

I.  Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi keuangan
lingkup Dinas sesuai peraturan perundang-undang;

m. Pengkoordinasi penyusunan laporan keuangan dan pelaksanaan
kegiatan lingkup Dinas;

n. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi pengelolaan keuangan
lingkup Dinas;

0. Penyiapan bahan koordinasi dan konsultasi bidang perencanaan
lingkup Dinas;
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p. Pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan administrasi perencanaan
lingkup Dinas sesuai ketentuan yang berlaku ;

g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
Sub Bagian;

r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh atasan langsung
sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.5 Bidang Sumber Daya Air

A. Tugas
Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di Bidang Sumber Daya Air.

B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana (1), Kepala Bidang
Sumber Daya Air mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) serta Program Kerja dan Kegiatan
Bidang;

b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sumber daya air;

c. Pengkoordinasian Pembinaan/penyuluhan dan bimbingan teknis dalam
pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan
pemanfaatan sumber daya air;

d. Pengkoordinasian pembangunan dan peningkatan sarana dan
prasarana sumber daya air;

e. Pengaturan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan dan
pemanfaatan sarana dan prasarana sumber daya air;

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil
pembangunan, peningkatan, pengembangan, operasional dan
pemeliharaan serta pengamanan jaringan pengairan;

Penanggulangan tanggap darurat akibat bencana alam;

h. Pengelolaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan air dan sumber
daya air;

i. Pelaksanaan pengembangan, pengelolaan rawa dan pantai;

j. Pengaturan, pengembangan dan pengelolaan air baku;
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k. Pendataan aset di Bidang Sumber Daya Air;
|.  Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan Bidang
Sumber Daya Air;
m. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan Bidang
Sumber Daya Air;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;
0. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugasnya;
p. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan Standar pelayanan Minimal (SPM) lingkup bidang;
g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;
r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
I1.1.4.6 Bidang Bina Marga
A. Tugas
Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan
mengkoordinasikan kegiatan bidang dalam rangka penyelenggaraan
sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Bidang
Bina Marga.
B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Bina Marga
mempunyai fungsi:
a. Perumusan dan penetapan program kerja dan kegiatan bidang;
b. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
c. Pembinaan dan bimbingan teknis, pengendalian dan rekomendasi
serta perencanaan teknis pembangunan bidang kebinamargaan;
d. Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis bidang kebinamargaan;
e. Penyelenggaraan pengawasan sarana dan prasarana jalan dan
jembatan serta pengembangannya;
f.  Penyiapan rumusan penetapan status jalan dan jembatan kabupaten
dan desa;
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Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan
dan jembatan kabupaten dan desa;

Fasilitasi pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan Provinsi
dan Nasional;

Pengkoordinasian pendataan dan penginventarisir aset-aset jalan dan
jembatan kabupaten dan desa;

Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan SOP dan SPM lingkup
bidang;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas

sesuai dengan bidang tugasnya.

I1.1.4.7 Bidang Cipta Karya

A.

e

Tugas
Bidang Cipta Karya dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas
pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di Bidang Cipta Karyalingkup Bidang Cipta Karya.
Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Cipta Karya
mempunyai fungsi:
Pengkoordinasian perumusan dan penetapan program kerja dan
kegiatan bidang;
Pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
Pengkoordinasian penyelenggaraan pembinaan /bantuan teknis,
pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan
keciptakaryaan;
penyusunan bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten;
Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan gedung Negara;
Pengkoordinasian penyusunan petunjuk teknis lingkup bidang
keciptakaryaan;
Pengkoordinasian penyusunan rencana pembinaan bangunan gedung

pemerintah;
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h. Pengkoordinasian penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan;
i.  Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang Cipta
Karya;
j.  Pelaksanaan penyusunan Rencana pengelolaan pengembangan
Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
k. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Penyehatan
Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
. Pembinaan, pemberdayaan, dan pengendalian pembangunan sistem
pengelolaan Penyehatan Lingkungan (Air Bersih dan Sanitasi);
m. Pengkoordinasian penyiapan bahan penyusunan Standar Operasional
Prosedur dan Standar Pelayanan Minimal lingkup bidang;
n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas
bidang;
0. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas
sesuai dengan bidang tugasnya.
1.1.4.8 Bidang Penataan Ruang
A. Fungsi
Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai
tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan dalam
melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang di bidang penataan ruang.
B. Fungsi
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala
Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
a. Pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan serta Rencana
Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) bidang;
b. Pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
dibidang penataan ruang meliputi perencanaan, pemanfaatan dan
pengendalian ruang;
c. Pelaksanaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan
Rencana Detail Tata Ruang (RDTR);
d. Pelaksanaan penyusunan program dan pemanfaatan ruang;

e. Pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang;
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Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan lingkup Bidang
Penataan Ruang dan Pertanahan;
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

bidang tugasnya.

I.1.4.9 Unit Pelaksana Teknis
A. Tugas

Unit Pelaksana Teknis melaksanakan sebagian tugas Dinas yang
berkaitan dengan kegiatan teknis operasional tertentu dan / atau

kegiatan penunjang tertentu.

Fungsi

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan

Bupati tersendiri.

1.1.4.10 Kelompok Jabatan Fungsional

Pada lingkup Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan

yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

a.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai
dengan bidang keahliannya;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan
pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan
Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
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I.2 DATA KEPEGAWAIAN
Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kabupaten Lombok Tengah sampai dengan akhir Agustus 2025
sebanyak 185 orang dengan beberapa hal yang harus disesuaikan. Secara rinci
data PNS di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.1 Register Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
2 3 4 5 6 7 8

Ir. LALU RAHADIAN, M.Si v/ 01-10-  Kepala Dinas 06-09- S2 IImu Pengelolaan SDA &

L3 2017 Pekerjaan Umum 2021 Lingkungan
dan Penataan
Ruang

MUHAMMAD SARJAN, ST.MT. v/ 01-10-  Sekretaris Dinas 12-05- S2 Mag. Perenc. Kota &
b 2023 2023 Daerah

JALALUDIN, S.T., MT v/ 01-04-  Penata Ruang Ahli 31-12- S2 Magister Teknik Sipil
a 2022 Muda 2021

ZULKIPLI, ST. MT. v/ 01-04-  Teknik Pengairan 31-12- S.2 Teknik Pengairan
a 2023 Ahli Muda 2021

MUNAWARDI, ST.MT v/ 01-04- Kabid Sumber Daya 07-01- S2 Teknik Sipil
a 2024 Air 2020

AMIR HAMZAH, S.T. III/  01-10-  Penata Ruang Ahli 31-12- S1 Teknik Mesin
d 2011 Muda 2021

NURUL CHAERANI, S.T. 111/ 01-04-  Teknik Pengairan 31-12- S1 Teknik Pengairan
d 2012 Ahli Muda 2021

SURAJE, ST. I/  01-10-  Teknik Pengairan 31-12- S1 Tehnik Sipil
d 2016 Ahli Muda 2021

LALU AHADI, S.Sos. 111/ 01-04-  Pengelola S1 IImu Adm. Negara

d 2017 Pembangunan dan
Peningkatan Jalan

MUHAMAD NASRI, ST. III/  01-04-  Teknik Tata 31-12- S1 Teknik Arsitek
d 2019 Bangunan Ahli 2021
Muda
LALU MIRZA AMRULLOH, ST. 11/  01-04-  Penguii 01-02- S1 Teknik Sipil
d 2020 Laboratorium 2024
Tanah Aspal dan
Beton
LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, III/  01-04-  Kepala UPT. Air 03-05- S1 Teknik Sipil
ST d 2021 Limbah Domestik 2024
EKANITA SOVIANTI, ST.M.Eng 111/ 01-04-  Teknik Jalan dan 31-12- S.2 Perencanaan Kota dan
d 2021 Jembatan Ahli 2021 Daerah
Muda
AHMAD HALIFI, SE. 11/  01-04- Kasubbag. TU. UPT. 20-03- S1 Ekonomi Pembangunan
d 2021 Air Limbah 2024
Domestik
ARIFUDIN NUR, ST. MSc 111/ 01-04-  Teknik Jalan dan 31-12- S2 Magister Sistem & Teknik
d 2022 Jembatan Ahli 2021 Transportasi
Muda
MASSADRI ZULKARNAIN, ST. MT 111/ 01-04- Kabid Bina Marga 07-01- S2 Teknik Sipil
d 2022 2020
IQBAL PRAYADI SAPUTRA, ST. MT 111/ 01-04-  Kepala Bidang Cipta 03-05- S2 Pembangunan Wilayah dan
d 2022 Karya 2024 Kota
EKO HANDI HANDOYO, S.T. 111/ 01-04- Kepala UPT. 07-01- S1 Teknik Mesin
d 2022 Peralatan dan 2020
Pengujian
LALU RUDY HERMAWAN, S.T. III/  01-04- Kepala Bidang 03-05- S2 Teknik Pemb. Wil & Kota
M.P.W.K d 2022 Penataan Ruang 2024
ZULKARNAIN HAKIM, SE, M.Ak 111/ 01-04-  Kasubag 03-05- S2 Akuntansi Pemerintahan
d 2022 Perencanaan dan 2024
Keuangan
TODY AULIYA, S.T. 111/ 01-04- Perencana Ahli 01-02- S1 Teknik Perenc. Wil & Kota
d 2022 Pertama 2024
R. DWIONO EKO PRASETYO, ST. 111/ 01-04-  Analis Sumber Daya 07-01- S1 Teknik Sipil
d 2023 Air 2020
BAIQ ERNAWATI, SE. I/ 01-10-  Kasubag TU UPT. 03-05- S1 Ekonomi Pembangunan
C 2021 Jasa Konstruksi 2024
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

a9

50

51

52

53

BUYUNG SASAKA ARPAN, ST.

PAIMAN, S.Adm

BUDIMAN, ST

MUSTIAJI

BAIQ FITRIAH

LALU AZIS FARHAN

LALU ANDI AHMAD SUPRIADI

KASPUL HADI, S. Adm.

SRI SURIANTINI, ST.

LALU RAHMAN

HENDRAWAN SOEKRATES

BAIQ RINA RAHMAWATI, SE
ZIBAN BAKHTIAR, A.Md.
LALU ARYA SUGITA, ST

SATRIAWANGSA , S.AP

KAMIL, SH

BAIQ ERNAWATI, S.Sos
MAHENDRA SUGANDHI, ST
MAYA GITA PERTIWI, ST

MUHAMAD REDWAN, S.Adm

FATIMATUZZAHRAH, SE

BAIQ RUKYATILWATI, SE
BURHAN, S.Adm

JAPARUDIN

ALDHI TRY SUWANTO, S.P.W.K

ARIEF MUNANDAR, ST

CAHYU RIESTYA VINANDA,

S.P.W.K

LALU MOCHAMAD HARISTA
WIBAWA, ST

LALU NATA TRESNA HADI, ST

NASRUL HASBY, ST

1/

111/

1y

111/

111/

1y

111/

111/

1/

111/

1/

1/
111/
1/

111/

1y

1/

111/

1/

111/

111/

11/
111/

1/

111/

1/

111/

1/

111/

11/

01-10-
2021
01-04-
2022

01-04-
2024
01-04-
2012

01-04-
2015

01-04-
2018

01-04-
2018

01-10-
2020
01-10-
2020

01-04-
2022
01-04-
2022

01-04-
2022
01-04-
2021
01-04-
2021
01-04-
2021

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023
01-04-
2023
01-10-
2023

01-04-
2024

01-04-
2021
01-04-
2021
01-04-
2021

01-03-
2022

01-03-
2022

01-03-
2022

01-03-
2022

01-03-
2022

01-03-
2022

Pengawas Jalan
dan Jembatan
Pengolah Sarana
dan Prasrana
Pengairan Jonggat)
Pengawas Jalan
dan Jembatan
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Pemelihara Jalan

Kepala Sub Bagian
Umum dan
Kepegawaian
Pengelola
Pemeliharaan Jalan
Penyusun Program
Anggaran &
Pelaporan
Pengadministrasi
Umum

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Bendahara/Bendah
ara Pengeluaran
Pengelola DAta

Pengawas Jalan
dan Jembatan
Sub. Bagian TU
UPT Peralatan &
Pengujian
Pengolah Sarana
dan Prasarana
Pengairan (Wil.
Janapria)
Pengadministrasi
Umum
Pengawas
Jaringaan Utilitas
Analis Tata Ruang

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Pengelola
Administrasi
Keuangan
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Umum

Pengelola
Pemanfaatan
Barang Milik Daerah
Penyusun Rencana
Tata Ruang

Penyusun Rencana
Tata Ruang

Analis Tata Ruang

Analis Bangunan
Gedung dan
Permukiman

Analis Bangunan
Gedung dan
Permukiman

Analis Sumber Daya
Air

30-12-
2021

01-01-
2024

01-03-
2002

01-03-
2002

01-03-
2002

01-03-
2002

01-03-
2002

01-03-
2002

Halaman I-12 | 24

S1

S1

S1

STM

SMA

STM

SMA

Sit

S1

SMA

STM

S1

D. III

Sil

S1

S1

S1

S1

S1

S1

SMK

SMA

Spp

SMU

Sil

Sil

S1

S1

S1

S1
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Teknik Sipil

IImu Adm. Negara

Teknik Sipil

Otomotif

IImu-ilmu Fisik

Bangunan

IImu-Ilmu Sosial

IImu Adm. Negara

Teknik Mesin

IImu-Ilmu Sosial

Bangunan

Ekonomi Pembangunan
Teknik Mesin
Teknik Sipil

IImu Adm. Negara

IImu-IImu Sosial

IPS
Teknik Sipil
Teknik Sipil

Bahasa

Akuntansi

IImu-ilmu Biologi
Pertanian & Pemb.

IPS

Perencana Wilayah dan
Kota

Teknik Perencanaan
Wilayah dan Kota

Perencana Wilayah dan
Kota
Teknik Sipil

Arsitektur

Teknik Sipil



54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

NURMAN EKA PRANATA, ST

VIVIN NOVITA NINGSIH, ST

LALU ARIF SUSBANDI, S.Adm

BAHARUDIN

SUKAMTO

AWALUDDIN
MANSYUR, S.Adm
SAHNAN

LALU MUHAMAD ALI

NASIP

KISWARA

LALU RAIS ASHARI

SAPRUN

LALU SYAMSUL ANWAR

HIRMAYADI
AMRILLAH, ST

SARII

LALU HIRJAN, ST

MUHAMAD MULIAMIN

ARJAWI

SRI HARTINI

SRI ARTATI

M. HUSNI AMRI

EVI FEBRIANTY

LALU AGUS PUTRA

JASWADI

111/
111/

111/
111/

111/

111/
111/
111/
111/

111/
111/

111/
111/
111/

111/
a
111/

111/

111/

a
111/

111/
111/
111/

111/

111/

111/

111/

01-03-
2022

01-03-
2022

01-04-
2022

01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023
01-04-
2023
01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023

Analis Sumber Daya  01-03-
Air 2002
Pengawas Jalan 01-03-
dan Jembatan 2002

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Jurang Sate Hulu)
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Jurang Sate Hulu)
Pengolah Sarana
dan Prasarana
Pengairan
(Batukliang &
Batukliang Utara)
Pemelihara
Peralatan
sekertaris/Ajudan

Pengelola Data
Pemelihara Jalan

Petuga Operasi dan
Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Jonggat)

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Jonggat)
Pengadministrasi
Umum

Pengolah Sarana
dan Prasarana
Pengairan (Praya &
Jonggat)

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Pengadministrasi
Kepegawaian
Pemelihara Jalan

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Ai(DI
Jonggat)
Pengadministrasi
umum

Pengamat Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Wilayah Praya
Tengah)

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(DI Mujur II)
Pengadministrasi
Umum

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Penjaga Pintu Air

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
Pengadministrasi
Kepegawaian
Pengolah Sarana
dan Prasarana
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S1

S1

S1

SMA

SMEA

SMA

S1

STM

STM

STM

STM

SMA

STM

SMAA.3

SMA

S1

SMA

STM

SMEA

SMA

SMA

SMA A3

SMA

SMA

SMU

SMA
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Teknik Sipil

Teknik Sipil

Akuntansi

IImu-IImu Sosial

Perdagangan

IPS

IImu Adm. Negara
Bangunan
Bangunan

Bangunan

Bangunan

IPS

Bangunan

IPS

IImu-IImu Sosial
Teknik Sipil

IImu-IImu Sosial

Bangunan

Perkantoran

IImu-IImu Sosial

IImu-IImu Sosial

IPS

IImu-Ilmu Sosial

IImu-ilmu Biologi

IPS

IPS



80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

920

91

92

93

94

95

96

97

98

99

SUARMAN

EROWAN

JASMUNI

SYAHRUDDIN

ALI SADIKIN

RAHMAT

LALU RIZAL AHMADI

SUHERMAN

SUPARDI

SLAMET SUPARDI

SUJATMI

LALU SAIFUL BAHRI

MANGKU BUANA SARDI, S.Adm
BADARUDIN, ST

DITYA EDWIN EKAYANA, S.Sos
SABRI

MAAD ADNAN

MUHAMAD JABIR
RAHMAN ABDANI
MOHAMAD ERWAN
AWALUDIN
SAMSURIYANI

LALU PITRAJAYA

LALU ASMAYADI

LALU MISBAN

111/

111/

111/

111/

111/

111/

1y

1/

111/

111/

1/
111/
1/
a
111/
11/
111/

1/

111/
Iy
111/
11/
Iy

a
11/
1y

111/

01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023

01-04-
2023

01-04-
2023
01-04-
2023
01-04-
2023
01-10-
2023
01-10-
2023
01-10-
2023
01-04-
2024

01-04-
2024
01-04-
2024
01-04-
2024
01-04-
2024
01-04-
2024
01-04-
2024

01-04-
2024

01-04-
2024
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Pengairan (Wilayah
Praya Timur)
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Embung I, DI
Janapria)
Pengolah Sarana
dan Prasarana
Pengairan
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Embung I, DI
Janapria)
Pengamat Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Wilayah Praya
Barat Daya)
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Embung I, DI
Janapria)
Pengelola Sampel
pengujian
Pengadministrasi
Umum (UPT. Jasa
Konstruksi)
Pengemudi

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Embung I, DI
Janapria)
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
(Embung I, DI
Janapria)
Pengadministrasi
Keuangan
Pengadministrasi
Umum

Penjaga Pintu Air
(BPY 2 Bunkate)
Pengelola Data

Pemelihara Jalan

Pengadministrasi
Keuangan
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Renggung Hulu
pengadministraasi
umum

Pengelola Sampel
Pengujian
Penjaga Pintu Air

Pengelola Data

Pengadministrasi
Umum

Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air
Petugas Operasi
dan Pemeliharaan
Sumber Daya Air

SMA

SMA

SMA

SMA

STM

SMA

SMA

SMA

SMA

SMA A3

SMA A.2

SMA

S1

S1

S1

SMA

MA

SMA A.4

STM

SMA A3

STM

SMU

SMA A.4

SMA A3

MA
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IPA

IPA

IPA

IPS

Bangunan

IImu-IImu Sosial

TImu-ilmu Fisik

IImu-IImu Sosial

IImu-IImu Sosial

IPS

Biologi

IImu-Ilmu Sosial
IImu Adm. Negara
Teknik Sipil

IImu Ilmu Sosial
Paket C

IImu-IImu Agama

Bahasa
Bangunan
IPS
Bangunan
IPS

Bahasa

IPS

IPS



LALU RONI SATRIA

JAZARI AHMAD
DWI ARIYANTI IWANA
LINDA SARI

LALU JAYA USMAN SAMSURIJAL

LALU MUIJMAN

LALU AGUS ADNAN

LALU ISHAK

MUHAMAD ANDRIAN
MUHAMAD NASIR
MUNADI

SYAMSURRIJAL

DEDY ZULKARNAIN

LALU TANAURAN

RUSDI

BAIQ NUR ASIAH

LALU FATHUL HIDAYAT
LALU SUYATNO

MASKAM

RUPLAN

SYAFI'I

MUHAMAD MANAN

FATHUR

ABDUL HAPIZ

UYUL MARTA DITIA ATMAJA
M. NUR HIDAYAT

INDRA EKAYANTI

KURNIATI

ROSMAYATI
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Tabel 1.2 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Berdasarkan jenis/kualifikasi jabatan
(Keadaan Per Desember 2023)

NO JENIS/KUALIFIKASI JUMLAH

1. | ESELON :
a. ILa 1
b. Ill.a 1
c. IlL.b 4
d. IV.a 2
e. IV.b 2

2. | JABATAN FUNGSIONAL :
a. Perencana Ahli Pertama 1
b. Teknik Tata Bangunan Ahli Muda 2
c. Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda 1
d. Teknik Pengairan Ahli Muda 3
e. Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda 2
f. Penata Ruang Ahli Muda 2

3. | PANGKAT/GOLONGAN
a. Pembina (Golongan 1V) 5
b. Penata (Golongan III) 105
c. Pengatur (Golongan II) 88
d. Juru (Golongan I) 6

4. | JENJANG PENDIDIKAN
a. S3 0
b. S2 12
c. S1/D.IV 48
d. Sarjana Muda/D.I/D.II/D.II 2
e. SMA sederajat 117
f. SLTP Sederajat 14
g. SD Sederajat 11

I.3 STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG
Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri
dari:

Kepala Dinas.
b. Sekretariat, terdiri dari:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
¢. Unsur Pelaksana adalah Bidang, terdiri dari:

1. Bidang Sumber Daya Air membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Bidang Bina Marga membawahi kelompok Jabatan Fungsional;
3. Bidang Cipta Karya membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;

4. Bidang Penataan Ruang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Unit Pelaksana Teknis.

-18 | 24



FLOMBOK 11

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS

KEPALA DINAS PERERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. LALLY RAHADIAM, M.5i

NP 106712311902031117
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NOGAH

SEKRETARIS

MIP. 157612312001121009

MUHAMAD SARJAN, 5T, MT

SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

NIP. 137712101 998031005

LALU ANDI AHMAD SUPRIADI

SUBBAG PERENCANAAN &
KEUANGAN

JF. PEREMCANA AHLI MUDA

ZULKARMAIN HAKIM, 5E., M. Ak
MIP. 197901312010011015

KEPALA BIDANG SUMBER
DAYA AIR

KEPALA BIDANG BINA MARGA

MIUNAWARDI, ST, MT
NIP. 197612 222000031002

—

JF. TEENIK PENGAIRAN AHLI
MuDa

JF. TEKMIK JALAN DAN JEMBATAN
AHLI MUDA

1. NURUL CHAERANI, 5T
MIP. 187610022000032003

1. EKANTA SOVIANTI, 5T, M.Eng
NIP. 107910142009012003

2. SURAIJE ST
NIP. 187112311593031047

2. ARIFUDIM MUR, 5T., M Sc
NIP. 187112311893031047

3. ZULKIPLL, 5T, MT
MIP. 157012012007011027

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA

KELOMPOK JABATAN
PELASKSANA

JF. PERENCANA AHLI PERTAMA

L ]
MIP. 158406092010011015

KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

KEPALA BIDANG PENATAAN
RUANG

I0BAL FLAYADI SAPUTRA, ST.MT NP
1SEOIII00011004

19850404 2010011049

LALU RUDY HERMAWAN, ST., MPWK NIF.

—

——

JF. TEKNIK TATA BANGUNAN
AN PERUMAHAN AHLI MUDA

JF. PENATA RUANG AHLI MUDA

1. MUHAMAD NASRI, ST
NIP. 197112312007011157

1. AMIR HAMZAH, 5T
NIP. 197104252000031003

2. I08AL PRAYADI SAPUTRA, ST.MT
NIP. 198602122003011004

2. JALALUDIN, 5T
NIP. 187212312006041045

JF. TEENIK PENYEHATAN
LINGKUNGAN AHLI MUDA

—| KELOMPOK JABATAN PELASKANA

KELOMPOK JABATAN
PELAKSANA

LALU ZUL EKASAPTA RAK PUTRA, 5T
NIP. 167307142009011009

DOMESTIK
BAHMAD HALIFI, 5E
NIP. 1579102 72009011006

_mllJﬂl'm'l'[lm_

EKO HANDI HANDOYD, 5T
MIP. 187705312010011009

KEPALA UPT JASA KONSTRUKSI

KASSUBAG TU. UPT. PERALATAN DAN PENGUIIAN

SATRIAWANGSA, 5.AP
MIP. 158404152006041008

KELOMPOK JABATAN PELASKANA I |

BAIO ERNAWATI, 5E
NIP. 197712032007012011

KELOMPOK JABATAN PELAKSAMA

KELOMPOK JABATAN PELAKSAMNA

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

1.4

ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU UTAMA DINAS

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

1.4.1

1.4.1.1 Visi

Aspek Strategis

Berdasarkan Renstra DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021 -

2026, Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah

terhadap Visi dan Misi Bupati, melalui Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air,

Bidang Cipta Karya dan Bidang Penataan Ruang yang diharapkan mampu menjadi

motor penggerak dalam mewujudkan pencapaian kondisi “Beriman, Sejahtera,

Bermutu, maju dan Berbudaya” melalui kegiatan yang dapat membangkitkan minat
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serta kondisi infrastruktur yang bermutu, sehingga masyarakatnya akan beriman
sejahtera, maju dan berbudaya.
1.4.1.2 Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha
mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses
pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah akan ditempuh melalui misi
ke — 3 (tiga) dan misi Ke- 4 (empat) pembangunan daerah yakni sebagai berikut:

1. Misi ke 3 (tiga) “Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, cepat dan Bersih.”
2. Misi ke-4 (empat) “Pembangunan Ekonomi yang Berkesinambungan dan
Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas”

Misi ke-3 (tiga) menekankan untuk meningkatkan kulitas pelayanan public
yang akan diwujudkan dengan pengembangan mall pelayanan public sedangkan
untuk misi ke-4 (empat) lebih menekankan kepada meningkatanya dukungan
infrastruktur yang merata dan berkelanjutan yang akan diwujudkan dengan
meningkatkan konektivitas antar wilayah, meningkatkan cakupan layanan irigasi
kabupaten dan meningkatkan akses air minum aman bagi masyarakat.

Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas
pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, dan penataan ruang agar
infrastruktur di Kabupaten Lombok Tengah dilaksanakan dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap
melalui: perwujudan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum yang mendukung
pariwisata, distribusi lalu-lintas barang dan manusia, ketahanan pangan, serta
berperan dalam menyediakan pelayanan air minum Serta pengendalian dan
pemanfaatan ruang kawasan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7. tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Tengah.
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KABUPATEN LOMBOK TENGAH

MEWUJUDKAN MASYARAKAT LOMBOK
g TENGAH YANG BERIMAN, SEJAHTERA,
BERMUTU, MAJU DAN BERBUDAYA (BERSATU JAYA)

) 4
—— CELEEID

PELAYANAN UMUM ]

PEMERINTAHAN YANG

© Meningkatnya kualitas
pelayanan publik

MUDAH, CEPAT DAN
BERSIH

4@ SASARAN:

@ Meningkatnya konektivitas
antar wilayah

©® Meningkatnya cakupan
layanan sistem irigasi

Meningkatnya kualitas Kabupaten

pelayanan publik ©® Meningkatnya akses

air minum aman

Terwujudnya tata kelola
pemerintahan yang baik

‘TUUAN:
@ Terwujudnya tata kelola @ Meningkatnya kualitas
pemerintahan yang baik pelayanan sistem irigasi

Gambar 1.2 Visi dan Misi Kabupaten Lombok Tengah yang Diintervensi oleh DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-2026

I.4.1.3 Program Pembangunan
Sebagai upaya mewujudkan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2021-2026, maka program-program yang menjadi prioritas unggulan
terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kabupaten Lombok Tengah
berdasarkan Visi, Misi Bupati terpilih dan RPJIMD Kabupaten Lombok Tengah adalah
sebagai berikut :
A. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Jalan

2. Program Penataan Jalan Desa

3. Program Pengelolaan SDA

4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air

minum

5. Program Penataan Bangunan Gedung
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6. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

7. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

B. Urusan Pekerjaan Umum

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Isu Strategis Utama

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini yang dicantumkan di
Renja DPUPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3 Data Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Rendahnya cakupan dan
kualitas pelayanan irigasi

- Sebagian besar ruas jalan
kabupaten dalam kondisi tidak
layak dan kritis (belum
mantap)

- Kurangnya ketersediaan
perlengkapan jalan dan
fasilitas lalu lintas seperti
rambu, marka, pengaman
jalan, dan terminal

- Rendahnya cakupan
pelayanan air minum

- Kesadaran masyarakat untuk
berperilaku hidup bersih dan
sehat masih relatif rendah

- Masih terdapat rumah dan
bangunan gedung yang tidak
memenuhi persyaratan
standar kesehatan dan teknis
bangunan

- Rendahnya kualitas dan
kuantitas infrastruktur
pedesaan

- Fungsi pengendalian dan
penataan ruang yang belum
konsisten

- Rendahnya partisipasi
masyarakat dalam
perencanaan dan pengelolaan
penataan ruang

- Belum optimalnya
pemanfaatan surat Izin
Mendirikan Bangunan (IMB)
dalam mengendalikan fungsi
tata ruang

- Belum optimalnya
pemanfaatan lahan, terutama
pada lahan kritis

- Perubahan regulasi terkait pengelolaan sumber
daya air dapat mempengaruhi prioritas dan alokasi
anggaran untuk proyek irigasi. Misalnya,
penyesuaian kebijakan nasional tentang
pengelolaan sumber daya air dapat berdampak
pada program irigasi di tingkat daerah.

- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11
Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dapat
mempengaruhi perencanaan dan pengelolaan
infrastruktur jalan. Misalnya, perubahan dalam
persyaratan izin dan persetujuan kegiatan
penataan ruang dapat mempengaruhi proses
perencanaan dan pembangunan jalan.

- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11
Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dapat
mempengaruhi standar teknis dan persyaratan
kesehatan untuk bangunan gedung. Misalnya,
perubahan dalam persyaratan izin dan persetujuan
kegiatan penataan ruang dapat mempengaruhi
standar teknis dan persyaratan kesehatan untuk
bangunan gedung.

- Perubahan regulasi dalam UU Cipta Kerja No. 11
Tahun 2020 yang mengubah UU No. 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang dapat
mempengaruhi mekanisme perizinan dan
pengendalian tata ruang. Misalnya, perubahan
dalam persyaratan izin dan persetujuan kegiatan
penataan ruang dapat mempengaruhi mekanisme
perizinan dan pengendalian tata ruang.
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Sekretariat - Masih terdapat kesenjangan

dan Umum gender dalam hal akses,
manfaat, dan partisipasi dalam
pembangunan serta
penguasaan terhadap sumber
daya yang belum optimal

Sumber: Renja DPUPR Tahun 2024, dan data olahan
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- Perubahan regulasi yang berkaitan dengan
kesetaraan gender dan inklusi sosial dapat
mempengaruhi kebijakan internal dan program
DPUPR. Misalnya, penyesuaian kebijakan nasional
tentang kesetaraan gender dapat berdampak pada
program dan kebijakan internal DPUPR untuk
meningkatkan partisipasi perempuan dalam
pembangunan infrastruktur.
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TAHUN 2025

4 MANDALIKA

Arita Lombok
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BAB II

PERENCANAAN DAN
PERJANJIAN KINERJA
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II.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5

(lima) tahun!. Rencana Strategis (Renstra) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

dalam jangka menengah (5 tahunan) yang di dalamnya memuat Visi dan Misi Jangka

Menengah, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran Mutu Tahunan selama 5 tahun.

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Organisasi

Perangkat Daerah (OPD), karena dengan adanya Rencana Strategis (Renstra) akan

membantu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menentukan arah dan tujuan

yang ingin dicapai, sehingga dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap

berbagai tuntutan. Disamping itu Rencana Strategis (Renstra) akan memperjelas

konsep Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melakukan aktifitas agar tujuan

dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi

dan kemampuan yang ada secara menyeluruh. Di dalam Rencana Strategis (Renstra)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021-

2026 mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, program dan

kegiatan.

II.1.1 Visi?

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Lombok Tengah Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi dan misi Pembangunan

1 Permendagri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024
2 Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026
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Daerah yang selaras dengan visi dan misi Pembangunan Nasional. Visi Kabupaten
Lombok Tengah :

“Terwujudnya sarana dan prasarana yang berwawasan lingkungan

dan mampu melayani kebutuhan masyarakat™

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah dalam
mendukung visi tersebut perlu disiapkan dukungan yang memadai guna menampung
seluruh aktivitas yang berkembang dalam rangka mewujudkan visi tersebut. Dukungan
yang dimaksud disini adalah sarana dan prasarana yang memadai yang mampu
menampung seluruh aktivitas individu ataupun aktivitas kelompok dalam rangka
menuju tercapainya visi Kabupaten Lombok Tengah. Di mana visi tersebut di jabarkan
kedalam 2 (dua) misi yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target
pencapaian.

II.1.2 Misi3

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut dan memberikan arah dan tujuan
yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan
maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi adalah
sebagai berikut:

Misi Pertama : Merawat Akhlaqul Karimah dalam Kehidupan

Bermasyarakat

Misi pertama ini mempunyai tujuan terwujudnya nilai-nilai luhur mental dan

spiritual dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat diwujudkan dengan

pencapaian sasaran (1) Meningkatnya stabilitas sosial masyarakat dan (2)

Meningkatnya moderasi beragama.

Misi Kedua : Mencapai Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Mandiri

dan Unggul

Misi kedua ini mempunyai tujuan meningkatnya kualitas SDM, yang dapat

diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

(1) Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat;

(2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Misi Ketiga : Pelayanan Umum Pemerintahan yang Mudah, Cepat dan

Bersih

Misi ketiga ini mempunyai tujuan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang

baik, yang dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:

3 Renstra DPUPR Tahun 2021 - 2026
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(1) Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; dan
(2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
Misi Keempat : Pembangunan Ekonomi yang Berkeseimbangan dan
Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas
Misi keempat ini mempunyai tujuan:
a. Meningkatnya kualitas pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah, yang
dapat dicapai dengan pencapaian sasaran:
(1) Meningkatnya kesempatan kerja, lapangan usaha dan perlindungan
sosial; dan
(2) Meningkatnya nilai tambah produk unggulan dan ekonomi kreatif.
b. Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, yang
dapat diwujudkan dengan pencapaian sasaran:
(1) Meningkatnya konektivitas antar wilayah;
(2) Meningkatnya cakupan layanan sistem irigasi kabupaten;
(3) Meningkatnya akses air minum aman;
(4) Meningkatnya kualitas kawasan perumahan dan permukimam;
(5) Meningkatnya kualitas daya dukung dan daya tampung LH; dan
(6) Meningkatnya ketahanan bencana.
Misi Kelima : Melestarikan dan Mengembangkan Nilai-nilai Budaya
Luhur
Misi kelima ini mempunyai tujuan meningkatnya perwujudan nilai-nilai budaya
luhur dalam kehidupan bermasyarakat, yang dapat dicapai dengan
mewujudkan sasaran (1) Meningkatnya penanaman nilai budaya dan efektifitas
lembaga budaya.
Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Lombok Tengah, Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah
mengacu pada Misi 4 Tujuan 2 (dua) yaitu Pembangunan Ekonomi yang
Berkeseimbangan dan Berkelanjutan didukung Infrastruktur Berkualitas dengan
Tujuan 2 vyaitu Meningkatnya dukungan infrastruktur yang merata dan

berkelanjutan.

I1.1.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
I1.1.3.1Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran dari faktor-faktor penentu keberhasilan yang

akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung
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nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang
lebih baik. Disini mengandung arti bahwa tercapainya faktor penentu keberhasilan
sangat tergantung dari pencapaian tujuan tersebut.

Tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah untuk merealisasikan
pelaksanaan misi Kabupaten Lombok Tengah yang akan dicapai dalam kurun waktu
lima tahun ke depan. Tujuan pembangunan ini ditetapkan untuk memberikan arah
terhadap program Dinas Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah secara umum dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki.

Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah untuk

tahun 2025 menetapkan 1 Tujuan dengan 2 Sasaran, yakni:

Tabel 2.1 Tujuan Jangka Menengah Tahun 2021 - 2026
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 3 4 6 7 8
Meningkatnya Kualitas IT.1 Indeks Laporan Kinerja Kepala Dinas 71.05
Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Infrastruktur
penyelenggaraan penataan Wilayah
ruang I.T.2 Indeks 81
Pelaksanaan

Penataan Ruang

I1.1.3.2Sasaran

1
S1

S2

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu yang ingin dicapai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan dan
bulanan sasaran ini akan diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam kegiatan-
kegiatan. Proses pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan
implementasi program/kegiatan.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2 3 4 5 6 7
Meningkatnya I.S.1 Indeks Laporan Kepala Dinas 69.55
Konektivitas Konektivitas Kinerja
Antar Wilayah Infrastruktur

Terwujudnya I1.S.2 Persentase Laporan Kepala Dinas 93.25
Kesesuaian Kesesuaian Kinerja
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Pemanfaatan Pemanfaatan Penataan
Ruang Ruang Ruang

II.2 RENCANA KERJA/KINERJA TAHUNAN

Rencana Kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan
organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. Adapun Rencana Kerja Tahunan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok tengah Tahun 2025,

adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Rencana Kerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

1 2 3 4 6 7 8
T1 Meningkatnya Kualitas I.T.1 Indeks Laporan Kinerja Kepala Dinas 71.05
Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Infrastruktur
penyelenggaraan penataan Wilayah
ruang I.T.2 Indeks 81

Pelaksanaan
Penataan Ruang

S1 Meningkatnya Konektivitas I.S.1 Indeks Laporan Kinerja Kepala Dinas 69.55
Antar Wilayah Konektivitas Infrastruktur
S2 1.S.2 Persentase Laporan Kinerja Kepala Dinas 100
Terwujudnya Kesesuaian Kesesuaian Penataan
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang
Ruang

Sumber: Rencana Kerja Tahunan 2025 yang telah diunggah di aplikasi e-sakip

I1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA
Indikator Kinerja Utama (IKU), atau Key Performance Indicator (KPI)

merupakan indikator atau ukuran yang digunakan untuk mengendalikan kinerja suatu
organisasi, unit kerja, atau individu, dalam mencapai tujuan strategis yang telah
ditetapkan®.

Tujuan utama dari IKU adalah:

1. Mengoptimalkan kegiatan perbaikan (/improvement activities);

2. Meminimalisir kegiatan rutin; dan

3. Meminimalisir kegiatan tambahan yang tidak diperlukan.

4 Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Negara, Tahun 2022
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Berdasarkan Evaluasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 Nomor 700/ 33 / INSP /
2023 /RHS / Eva Tanggal 13 Juli 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, pada poin Perencanaan dalam hal Penerapan

Manajemen Kinerja, perlu dilakukan penyesuaian terkait Indikator Kinerja Utama (IKU)
DPUPR Kabupaten Lombok Tengah. Karenanya, telah dilakukan Adapun IKU DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disajikan dalam Lampiran.

I1.3.1 Indikator Kinerja Tujuan

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Instansi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerinntahan yang
menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Fungsi a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
penetapan kinerja Dinas;

b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;

c. Pengkoordinasian  perumusan, perencanaan kebijakan  teknis
pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian
bimbingan serta rekomendasi perijinan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;

g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Tujuan Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan
penataan ruang

Indikator . Indeks Infrastruktur Wilayah

Tujuan 2. Indeks Penataan Ruang
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Tujuan: Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Wilayah dan
Penyelenggaraan Penataan Ruang

Indeks Infrastruktur Wilayah

Indeks Komposit Infrastruktur Jalan, Irigasi,
Air Minum, Sanitasi & Pencurunan Kumuh

Indeks dihitung sebagai indeks komg t da
beberapa indikator

Persentase Jalan Mantap
Persentase Jaringan Irigasi Berfungsi
Persentase Akses Air Minum Layak

Persentase Akses Sanitasi Layak & Vs
Penurunan Kawasan Kumuh

.~ :
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\= g
= Tujuan
Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Wilayah

dan Penataan Ruang
Indeks Komposit Perencanaan Indeks Komposit PerencanaanRua
Ruang, Pemanfatan Ruang Pemanfatan Ruang &
& Pengendalian Penanfataan Ruang Pengendalian Pemanfatan Ruang
T
= &
y | o
é ) i
Persentase Persentase Persentase Perencanan Pemanfatan Pengendalian
Jalan Jaringan  Akses Ruang Ruang Ruang
Mantap Irigasi  Air Minum

Gambar 2.1 Indikator Tujuan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5 Rincian Indikator Kinerja Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

INDIKATOR
TUJUAN KINERJA RUMUS/FORMULA SUMBER DATA
TUJUAN
1 2 3 4
Meningkatnya Indeks Indeks komposit antara infrastruktur jalan, irigasi, Laporan Kinerja
Kualitas Infrastruktur air minum, sanitasi dan penurunan kumuh Infrastruktur
Infrastruktur Wilayah®
Wilayah dan Penjelasan: Indeks Infrastruktur Wilayah
penyelenggaraan diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu

penataan ruang

persentase jalan mantap yang mencerminkan
tingkat kemantapan jalan, persentase
jaringan irigasi yang berfungsi sebagai gambaran
efektivitas sistem pengairan, persentase akses
air minum layak sebagai indikator pemenuhan
kebutuhan dasar masyarakat, serta persentase
akses sanitasi layak yang menunjukkan kualitas
kesehatan lingkungan. Seluruh indikator tersebut
dipadukan dengan persentase penurunan luas
kawasan kumuh sebagai indikator hasil, yang
mencerminkan keberhasilan keterpaduan
pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan
kualitas permukiman dan lingkungan hidup

5 Indikator dalam RPIMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026
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INDIKATOR
KINERJA RUMUS/FORMULA SUMBER DATA
TUJUAN
Indeks Indeks Komposit Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Laporan Kinerja
Pelaksanaan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Penataan Ruang
Penataan Ruang
Penjelasan:

Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang
merupakan indeks komposit yang menggambarkan
tingkat efektivitas penyelenggaraan penataan ruang
melalui keterpaduan aspek perencanaan ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang. Indeks ini disusun untuk
menilai sejauh mana rencana tata ruang telah
disusun secara lengkap, dimanfaatkan secara
konsisten, serta dikendalikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek perencanaan ruang mencerminkan tingkat
kelengkapan materi teknis rencana tata ruang dan
dukungan regulasi penetapan RTR, sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
Aspek pemanfaatan ruang diukur melalui tingkat
kesesuaian penerbitan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (KKPR) terhadap rencana
tata ruang, sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 dan
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun
2021.

Sementara itu, aspek pengendalian
pemanfaatan ruang mencerminkan efektivitas
pengawasan,  penilaian, serta  penanganan
pelanggaran pemanfaatan ruang melalui penilaian
lokasi KKPR dan penanganan pengaduan
masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan peraturan
pelaksanaannya. Dengan  demikian,  Indeks
Pelaksanaan  Penataan Ruang  memberikan
gambaran komprehensif mengenai konsistensi
antara rencana tata ruang dan pelaksanaan
pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan
tertib tata ruang dan pembangunan wilayah yang
berkelanjutan.

I1.3.2 Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 2.6 Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Instansi DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN

LOMBOK TENGAH

Tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerinntahan yang
menjadi Kewenangan Daerah di Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Fungsi a. Perumusan dan penetapan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan
penetapan kinerja Dinas;

b. Pengkoordinasian Penyusunan Rencana kegiatan dan program dinas;

c. Pengkoordinasian  perumusan, perencanaan  kebijakan  teknis
pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian
bimbingan serta rekomendasi perijinan;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan dinas;

e. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang pekerjaan umum dan
penataan ruang;

f. Pengkoordinasian pembangunan gedung Negara;
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g. Pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait;

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas;

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai
dengan bidang tugasnya.

Tujuan : | Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah dan penyelenggaraan
penataan ruang

Indikator 1. Indeks Infrastruktur Wilayah
Tujuan 2. Indeks Penataan Ruang
Sasaran 1. Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah
2. Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Indikator 1. Indeks Konektivitas
Sasaran 2. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
Sasaran:
Sasaran: Meningkatnya Sasaran: Terwujudnya Kesesuaian
Konektivitas Antar Wilayah Pemanfaatan Ruang
Rumus: (0.5 X Kemantapan Jalan /100) + (0.5 x Tingkat Rumus: (Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan
Konektivitas / 4 Simpul) Seiwin RTR/Jumuh Total Pemanfzaatan Ruang KKPR) x 100%

Jumlah Pemanfzatan Rt
Sensin RTR / Jurr
S an Kurmsan dan

) KKPR yang Diterbitkan

manfzatan Ruang

KPR.Thatah Katz

neiuiazan Ruang

Reseauaian Ruang dalan Kasernan Ruang KKaR
e
- 'ﬂ"‘ —
v »
NW
e |55 -«‘ Ei
5'01— (e ey g
A ¥ e S
3 v ¥
VA — N il
B R

(0.5 x Kemantapan Jalan /100) + (0.5 x

(Jumlah Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Seiwai
Tingkat Konektivitas / 4 Simpul) RTR/Jumiuh Total Pemanfaatan Ruang KKPR) x 100%

Gambar 2.2 Indikator Sasaran DPUPR kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7 Rincian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

INDIKATOR
SASARAN KINERJA RUMUS/FORMULA Sl;IAII.?:R
TUJUAN
1 2 3 4
Meningkatnya Indeks (0.5*Kemantapan Jalan/100)+(0.5*Tingkat Konektivitas/4 Simpul) Laporan
Konektivitas Konektivitas® Kinerja
Antar Wilayah Penjelasan: Infrastruktur

Indikator kinerja konektivitas jaringan jalan dihitung dengan formula
(0,5 x persentase kemantapan jalan/100) + (0,5 x tingkat konektivitas
terhadap 4 simpul). Pendekatan ini mengintegrasikan aspek Tingkat
kemantapan jalan dan fungsi konektivitas wilayah sebagai satu
kesatuan penilaian kinerja infrastruktur jalan.

Persentase kemantapan jalan mencerminkan tingkat kelayakan dan
kualitas pelayanan jaringan jalan dalam mendukung mobilitas orang
dan barang, sebagaimana sejalan dengan prinsip penyelenggaraan
jalan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

6 Indikator dalam RPIMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026
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INDIKATOR
SASARAN KINERJA RUMUS/FORMULA
TUJUAN

SUMBER
DATA

Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang
Jalan, yang menekankan pemenuhan standar teknis dan tingkat
pelayanan jalan.

Sementara itu, tingkat konektivitas diukur berdasarkan keterhubungan
jaringan jalan terhadap sistem pusat kegiatan, yaitu Pusat Kegiatan
Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan
Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL),
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang serta Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang
menegaskan pentingnya keterpaduan jaringan prasarana transportasi
dengan struktur ruang wilayah.

Pembobotan yang seimbang antara kemantapan jalan dan konektivitas
menunjukkan bahwa kinerja jaringan jalan tidak hanya dinilai dari
kondisi fisiknya, tetapi juga dari perannya dalam menghubungkan
pusat-pusat kegiatan secara efektif dan berkelanjutan. Dengan
demikian, indikator ini mencerminkan dukungan jaringan jalan terhadap
keterpaduan wilayah, pelayanan pusat kegiatan, dan pengembangan
wilayah sesuai rencana tata ruang.

Terwujudnya Persentase (Jumlah Pemanfaatan Ruang Laporan
Kesesuaian Kesesuaian KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR/Jumlah Total Pemanfaatan Ruang Kinerja
Pemanfaatan Pemanfaatan =~ KKPR Yang Diterbitkan)x100% Penataan
Ruang Ruang Ruang

Penjelasan:

Indikator tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang diukur melalui

perbandingan antara jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan

Ruang (KKPR) yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang

dengan jumlah total KKPR yang diterbitkan, kemudian dikalikan 100

persen. Indikator ini menggambarkan tingkat kepatuhan pemanfaatan

ruang terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) merupakan

persetujuan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan

rencana tata ruang yang diberikan kepada pelaku usaha maupun

nonusaha sebagai dasar perizinan berusaha atau perizinan

nonberusaha. KKPR ditetapkan melalui sistem perizinan berusaha

terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, serta

diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun

2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan

Menteri ATR/BPN Nomor 13 Tahun 2021.

Tingginya persentase KKPR yang diterbitkan sesuai RTR menunjukkan

konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang,

sekaligus mencerminkan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang

dalam mendukung pembangunan wilayah yang tertib, berkelanjutan,

dan sesuai dengan peruntukannya.

I1.4 PERJANJIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PEKERJAAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2025

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari
pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara
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penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi

dan wewenang serta sumber daya yang tersedia’.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan
akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi,
menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja tahun 2025 merupakan tahun ketiga Renstra 2021-2026
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah, sehingga
Capaian kinerja tahun 2025 mencerminkan capaian Renstra 2021-2026. Adapun
Perjanjian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 disajikan dalam

Lampiran.

Tabel 2.8 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

1 2 3 4

1 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Indeks Infrastruktur Wilayah 71.05
Wilayah dan penyelenggaraan Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang 81
penataan ruang

1.1  Meningkatnya Konektivitas Antar Indeks Konektivitas 69.55
Wilayah

1.1  Terwujudnya Kesesuaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 100
Pemanfaatan Ruang

No Sasaran Program Indikator Kinerja Target

1.  Meningkatnya pelayanan penunjang Nilai SAKIP OPD B
urusan pemerintahan daerah Predikat

2.  Meningkatnya aksesibilitas Presentase jalan mantap 93.29%
masyarakat yang nyaman dan aman

3.  Meningkatnya akses masyarakat Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan 86.95%
terhadap irigasi Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi

4.  Meningkatnya kualitas Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran 100%
penyelenggaraan penataan ruang Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota

5.  Meningkatnya kualitas bangunan Gedung Pemerintah Terbangun 3 Unit
gedung

6.  Meningkatnya Bangunan dan Luasan Bangunan dan Lingkungan yang Tertata 0 m2
Lingkungan yang Tertata

7. Meningkatnya akses masyarakat Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air 85.01%
terhadap Sistem Penyediaan Air Minum Aman
Minum

7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerjadan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Meningkatnya kompetensi tenaga
konstruksi
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Persentase Akses Sanitasi Layak Dan Aman

Persentase Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi

Terlatih Dan Bersertifikat.

I1.4.1 Perjanjian Kinerja Sekretariat

JIP DPUPR
K TENGALL

100%

0.35%

Tabel 2.9 Perjanjian Kinerja Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2
Meningkatnya pelayanan penunjang
urusan pemerintahan daerah
Tersusunnya dokumen Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja

3
Nilai SAKIP OPD

Persentase kesesuaian dokumen
perencanaan, penganggaran dan evaluasi

Perangkat Daerah tepat waktu dan sesuai  kinerja perangkat daerah dengan ketentuan

ketentuan

Terlaksananya manajemen administrasi
keuangan

Terlaksananya manajemen administrasi
barang milik daerah

Terlaksananya manajemen administrasi
kepegawaian

Terlaksananya manajemen administrasi
umum

Terlaksananya pengadaan barang milik
daerah

Terlaksananya penyediaan jasa
penunjang

Terlaksananya pemeliharaan BMD

yang berlaku

Persentase penyerapan anggaran perangkat
daerah

Persentase validasi data aset Perangkat
Daerah

Persentase layanan administrasi kepegawaian
yang diselesaikan

Persentase penyelesaian pekerjaan sesuai
SOP

Persentase peningkatan BMD kondisi baik

Persentase pelaksanaan kegiatan perangkat
daerah yang didukung oleh jasa penunjang
Persentase BMD kondisi baik

I1.4.2 Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga

1

1

Tabel 2.10 Perjanjian Kinerja Bidang Bina Marga
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2
Meningkatnya aksesibilitas
masyarakat yang nyaman dan aman

Tersusunnya Rencana,
Kebijakan, Strategi dan Teknis
Pengembangan Jaringan Jalan
serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan

Jalan/Jembatan yang
mendapatkan Survey Kondisi
Terlaksananya Rekonstruksi Jalan
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala
Jalan

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin
Jalan

Terlaksananya Penggantian
Jembatan

3
Presentase jalan mantap

Panjang jalan mantap Kabupaten

Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis dan
Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan
Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan dan
Pengendalian

Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya
Terkait Kondisi Jalan/Jembatan

Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan
Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
Secara Berkala

Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan
Secara Rutin

Jumlah Jembatan yang diganti
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I1.4.3 Perjanjian Kinerja Bidang Sumber Daya Air

1
1.

2.

Tabel 2.11 Perjanjian Kinerja Bidang SDA
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap irigasi
Bertambahnya Prasarana Irigasi
Permukaan yang Berfungsi Baik
Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
Tersusunnya Dukungan Dokumen
Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi
Bendungan, Danau dan Bangunan
Penampung Air Lainnya
Terfasilitasinya operasional kegiatan
Pengelola Irigasi

Terehabilitasinya Jaringan Irigasi
Permukaan

Beroperasi dan Terpeliharanya
Jaringan Irigasi Permukaan

3
Persentase Luas Daerah Irigasi Kewenangan
Kabupaten Yang Dilayani Jaringan Irigasi
Persentase Prasarana Irigasi Permukaan yang
Berfungsi Baik

Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen
Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan,
Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya
yang Disusun

Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan
Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya
melalui Koordinasi dan Sinkronisasi

Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang
Direhabilitasi

Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang
Dioperasikan dan Dipelihara

I1.4.4 Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya

1
1.

3.

10.

Tabel 2.12 Perjanjian Kinerja Bidang Cipta Karya
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2
Meningkatnya kualitas bangunan
gedung
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap Sistem Penyediaan Air
Minum
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap Sistem Pengelolaan Air
Limbah
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota yang mendapatkan
Pemeliharaan, Perawatan, dan
Pemeriksanaan Berkala
Tersedianya Unit SPAM yang
Beroperasi sesuai standar teknis
Bertambahnya Sambungan Rumah
yang terlayani oleh Sistem
Pengelolaan Air LImbah Domestik
(SPALD) Terpusat
Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang
mendapatkan Perluasan
Terbangunnya Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan
Perpipaan
Pembangunan Sistem Pengelolaan
Air Limbah Terpusat Skala
Pemukiman

3
Gedung Pemerintah Terbangun

Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air
Minum Aman

Persentase Akses Sanitasi Layak Dan Aman

Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara,
Dirawat, dan Diperiksa Berkala

Persentase Unit SPAM Non Perpipaan yang
Beroperasi sesuai standar teknis

Sambungan Rumah yang terlayani oleh Sistem
Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD)
Terpusat

Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh
perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan

Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun

Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas
buang air besar individual dengan kloset leher
angsa dan unit pengolahan setempat anaerob
(yang dapat berupa tangki septik dengan
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Tersedianya Sarana Pengangkutan
Lumpur Tinja
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pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit
pengolahan setempat aerob.

Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)
yang dioptimalisasi

I1.4.5 Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang

1
1.

2.

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja Bidang Penataan Ruang
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2
Meningkatnya kualitas bangunan
gedung
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap Sistem Penyediaan Air
Minum
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap Sistem Pengelolaan Air
Limbah
Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota yang mendapatkan
Pemeliharaan, Perawatan, dan
Pemeriksanaan Berkala
Tersedianya Unit SPAM yang
Beroperasi sesuai standar teknis

Bertambahnya Sambungan Rumah
yang terlayani oleh Sistem
Pengelolaan Air LImbah Domestik
(SPALD) Terpusat

Sistem Penyediaan Air Minum
(SPAM) Jaringan Perpipaan yang
mendapatkan Perluasan

3
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Temuan Kasus Indikasi Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang

Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana Tata
Ruang

Persentase Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
yang Disahkan

Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang
Penataan Ruang

Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan
Pembangunan Daerah

Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi,
Evaluasi, konsultasi Evaluasi dan Penetapan
RTRW

I1.4.6 Perjanjian Kinerja Unit Jasa Konstruksi

1

15

II.5 KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN KINERJA

Tabel 2.14 Perjanjian Kinerja UPT Jasa Konstruksi
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

2
Meningkatnya kompetensi
tenaga konstruksi
Tersedianya peserta yang lulus
sertifikasi kompetensi

Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga

Kerja Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator dan Teknisi
atau Analis

3
Persentase Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Terlatih Dan Bersertifikat.
Persentase peserta yang lulus
sertifikasi kompetensi
Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi
Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang
Dilatih

LKJIP DPUPR
K TENGATLH

1 Unit

4
100%

2 Kasus

100%

50%

5
Dokumen

1 Sistem
Informasi

1
Dokumen

4
0.35%

0.35%

40 orang

Dalam konteks perencanaan dan pengelolaan kinerja suatu organisasi,

terdapat keterkaitan antara dokumen perencanaan Renstra (Rencana Strategis), RKT
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(Rencana Kerja Tahunan), dan Perjanjian Kinerja. Berikut adalah hubungan dan

keterkaitan antara ketiga dokumen tersebut.

1. Rencana Strategis (Renstra)

a. Renstra adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang merinci visi, misi,
tujuan, strategi, dan kebijakan organisasi untuk beberapa tahun ke depan
(biasanya dalam rentang 3-5 tahun).

b. Renstra memberikan arah strategis bagi organisasi dan menentukan fokus utama
yang harus dicapai dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)

a. RKT merupakan dokumen perencanaan operasional yang dihasilkan berdasarkan
Renstra. RKT merinci kegiatan-kegiatan spesifik, target, dan alokasi sumber daya
untuk satu tahun tertentu.

b. RKT harus selaras dengan tujuan dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra,
sehingga pelaksanaan kegiatan tahunan dapat mendukung pencapaian tujuan
jangka panjang.

3. Perjanjian Kinerja

a. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang mengikat antara pimpinan unit kerja atau
individu dengan atasan atau pihak yang memberikan tanggung jawab. Dokumen
ini berisi target kinerja yang harus dicapai dalam periode waktu tertentu.

b. Perjanjian Kinerja sebaiknya mencerminkan prioritas dan tujuan organisasi yang
tercantum dalam Renstra dan RKT. Oleh karena itu, perjanjian kinerja seharusnya
memperkuat pelaksanaan RKT dan, secara lebih luas, mencapai tujuan jangka
panjang yang terdapat dalam Renstra.

Keterkaitannya ketiga dokumen perencanaan kinerja itu terhubungkan oleh

pola sebagai berikut.

a. Renstra memberikan landasan strategis untuk RKT dan perjanjian kinerja. RKT
dikembangkan berdasarkan Renstra, dan perjanjian kinerja seharusnya
mencerminkan target dan prioritas yang ditetapkan dalam RKT.

b. RKT dan perjanjian kinerja bersifat lebih operasional dan spesifik dibandingkan
Renstra, tetapi konsistensi antara ketiganya harus dijaga untuk memastikan
pencapaian tujuan secara efektif.

Dengan menjaga keterkaitan yang baik antara Renstra, RKT, dan perjanjian

kinerja, organisasi dapat memastikan bahwa setiap tingkat perencanaan mendukung
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pencapaian tujuan jangka panjang, sekaligus memastikan bahwa sumber daya dan
usaha fokus pada hal-hal yang benar-benar strategis dan relevan.
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan

misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Untuk

setiap kinerja Sasaran, dilakukan analisis capaian kinerja dengan cara memasukkan kriteria pada

Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

a.
b.

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir;

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternative solusi yang telah dilakukan;

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja).

III.1 CAPAIAN KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pengukuran Evaluasi kinerja yang dilakukan oleh DPUR Kabupaten Lombok

Tengah adalah suatu pendekatan sistematis yang digunakan untuk menilai sejauh mana

DPUR sebagai suatu organisasi yang diwujudkan dalam sejumlah program, berhasil

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan pengukuran kinerja

memiliki peran sentral dalam manajemen, memberikan landasan objektif untuk

mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan dampak dari berbagai aktivitas.
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Beberapa informasi yang dapat disampaikan terkait pengukuran kinerja DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informasi Pengukuran Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
Yang Telah Dilakukan

Uraian/Kebutuhan Pelaksana Output
Penyusunan Pedoman Teknis Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan SOP Pengumpulan Data
pengukuran Kinerja dan dan Pengukuran Kinerja
Pengumpulan Data Kinerja
Penyusunan Pedoman Teknis Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Pengolahan Data dan Informasi
Penyusunan Definisi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
Operasional atas kinerja
Penyusunan mekanisme yang Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

jelas terhadap pengumpulan
data kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Laporan
secara berkala Triwulan/Semester
Pengumpulan Data Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan e-sakip
menggunakan Teknologi google drive (internal)

Informasi (Aplikasi)
Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023 — 2025

A. Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja SKPD Tahun 2025

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan. Pengukuran yang
dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan
pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan
dampak. Pedoman yang digunakan dalam Pengukuran Kinerja menggunakan Perbup No
84 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat
Daerah.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja dihitung

menggunakan sebagai berikuit :

A. Kaidah Skala Pengukuran Evaluasi Kinerja

Semakin tinggi realisasi menunjukan
pencapaian kinerja yang semakin baik

Rendah . Sedang (== Tinggi @9

Halaman -2 |52



LKJIP DPUPR
LOMBOK TENGALH

B. Rumus

©

Realisasi Target Kinerja Persentase (%)
Hasil Aktual Target yang Ditetapkan Hasil Akhir

Gambar 3.1 Persentase Pencapaian Kinerja

C. Skala Pengukuran Ordinal

Tabel 3.2 Tabel Skala Pengukuran Ordinal

Nilai > 100 Baik Sekali e

Nilai 86 s.d 100 Baik

Nilai 71s.d < 85 Sedang °§°

Nilai 56 s.d < 70 Kurang @ E ﬁ

Nilai <55 Sangat Kurang ‘

0000

B. Indikator Kinerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melaksanakan penilaian kinerja

dengan mengacu pada Perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur keberhasilan dan

kegagalan dalam pencapaian sasaran Organisasi Perangkat Daerah(OPD). Tolak ukur

keberhasilan dari sasaran adalah dengan indikator kinerja sebagaimana tertuang pada

perjanjian kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025. Adapun Indikator

Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah terkait sasaran tahun 2025 adalah

sebagai berikut :
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Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

1 2 3 4 6 7 8
T1 Meningkatnya Kualitas I.T.1 Indeks Laporan Kinerja Kepala Dinas 71.05
Infrastruktur Wilayah dan Infrastruktur Infrastruktur
penyelenggaraan penataan Wilayah
ruang I.T.2 Indeks 81

Pelaksanaan
Penataan Ruang

S1 Meningkatnya Konektivitas I.S.1 Indeks Laporan Kinerja Kepala Dinas 87
Antar Wilayah Konektivitas Infrastruktur
S2 I.S.2 Persentase Laporan Kinerja Kepala Dinas 100
Terwujudnya Kesesuaian Kesesuaian Penataan
Pemanfaatan Ruang Pemanfaatan Ruang
Ruang

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, Rencana Kerja Tahun
DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

III.1.1 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
Pada tahun 2025, pelaksanaan program pembangunan infrastruktur dan penataan
ruang menunjukkan hasil yang positif. Upaya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah,
penguatan konektivitas antarwilayah, serta pengendalian pemanfaatan ruang secara
keseluruhan berjalan sesuai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Setiap indikator kinerja

mengalami peningkatan yang mencerminkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan

Indeks Infrastruktur Wilayah Pengawasan yang
dilakukan sepanjang
) ; tahun berjalan.

Target: 71,05 Realisasi: 72,46

Capaian: 101,98%

Melampaui Target

Peningkatan nilai
pada berbagai indeks,
seperti Indeks
Infrastruktur Wilayah,

Indeks Pelaksanaan
Target: 87 Realisasi: 88,44 Target: 100 Realisasi: 100
capaian:101,65% capaian:100% Penataan Ruang, dan
Melampaui Target Target Tercapai A
Indeks Konektivitas,

menjadi bukti bahwa koordinasi, implementasi program, serta kualitas layanan yang
diberikan terus berkembang. Selain itu, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang yang
mencapai target menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang telah
terlaksana secara optimal dan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Adapun perincian capaian kinerjanya ditunjukkan pada Tabel berikut.
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Tabel 3.4 Capaian Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

TUJUAN

1
Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur
Wilayah dan
penyelenggaraan
penataan ruang

Meningkatnya
Konektivitas
Antar Wilayah

Terwujudnya
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang

Perinciannya perhitungannya adalah sebagai berikut:

INDIKATOR . . Capaian
KINERJA RUMUS/FORMULA Target Realisasi i oHa  Keterangan
TUJUAN 2025 2025 2025

2 3 4 5 6 7

Indeks Indeks komposit antara infrastruktur 71.05 72.46 101.98

Infrastruktur  Jalan, irigasi, air minum, sanitasi dan

Wilayah! penurunan kumuh

Indeks Indeks Komposit Perencanaan Ruang, 81 88.53 109.30

Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian

Penataan Pemanfaatan Ruang

Ruang

Indeks (0.5*Kemantapan 872 88.44 101.65

Konektivitas Jalan/100)+(0.5*Tingkat ~ Konektivitas/4

Simpul)

Persentase (Jumlah Pemanfaatan Ruang 100 100 100

Kesesuaian KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR/Jumlah

Pemanfaatan  Total Pemanfaatan Ruang KKPR Yang

Ruang Diterbitkan)x100%

A. Indikator Tujuan 1: Indeks infrastruktur Wilayah

INFRASTRUKTUR WILAYAH

INFRASTRUKTUR
JALAN MANTAP

-12,46 %

11« 76 .30
(11 % {0,0U%

CAKUPAN
LAYANAN
AIR MINUM

SANITASI
LAYAK

INDEKS KINERJA
SISTEM IRIGASI

|
|=22|

<

~Jilia _—¥i®

295,

Pada Tahun 2025, Indeks Infrastruktur
Wilayah mencapai yang

kinerja

72,46 persen,

merupakan hasil agregasi dari
infrastruktur jalan, sistem irigasi, layanan air
minum, sanitasi, dan penanganan kawasan
kumuh. Capaian ini terutama didorong oleh
meningkatnya kemantapan jalan menjadi 76,88
persen serta membaiknya kinerja sistem irigasi
sebesar 77,11 persen sebagai hasil dari
rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur pada
ruas dan jaringan prioritas. Layanan sanitasi
layak telah mencapai 100 persen, menunjukkan
keberlanjutan

pemenuhan layanan dasar,

sementara cakupan layanan air minum sebesar

76,30 persen dan penurunan kawasan kumuh sebesar 32 persen masih memerlukan

penguatan. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa pembangunan

infrastruktur dasar memberikan dampak nyata terhadap kualitas wilayah, namun

peningkatan pada sektor air minum dan penanganan kawasan kumuh tetap menjadi

! Indikator dalam RPIMD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2021 - 2026
2 Penyesuaian dengan amanat LHP AMJ Tahun 2025 untuk menyesuaikan target dengan capaian tahun sebelumnya
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Kode

™ O o T 9

perhatian untuk mendorong peningkatan indeks secara lebih merata. Adapun

perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5 Perhitungan Capaian Indeks Infrastruktur Wilayah Tahun 2025
Infrastruktur Wilayah Satuan 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Infratruktur Jalan mantap Persen NA 66.47 64.07 7238 70.36 76.88
Indeks Kinerja Sistem Irigasi Persen NA 58.60 60.78 6392 70.58 77.11
Cakupan Layanan Air Minum Persen NA 78.97 80.77 83.67 78.18 76.30
Sanitasi Layak Persen NA 97.09 100.00 100.00 100.00 100.00
Penurunan Kawasan kumuh Persen NA 30 30 40 40 32
Indeks Infrastruktur Wilayah  Persen NA 66.23 67.12 7199 71.82 72.46
(a+b+c+d+e/5)

B. Indikator Tujuan 2: Indeks Penataan Ruang

No.

e I
9 o

=1 a. Prosentase Penyusunan Materi Teknis RTR 55,00% Indeks Penataan Rua ng

o) b.Persentase Perda dan Perkada yang Ditetapkan 50,00% 2025 2025

mencapai 88,536, yang

(©) Meningkatnya Pemanfaatan Ruang 'K@al 100,00% menunjukkan peningkatan

c. Persentase Penerbitan KKPR Sesuai Rencana Tata Ruang e

kinerja penataan ruang

Target: 100,00% 2025 2025
@ Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang ’0‘ a1 ,34% Secalg SIQnIﬁ kan. Ca 22 QR
d. Persentase KKPR yang Dinilai 41,34% AE 7 2025 ini terutama didorong oleh

e. Persentase Pengaduan yang Ditangani “100,00% 2025 2025

S indeks enataanRuang

terjaganya pemanfaatan

(40%x(a+b/2)+ (ZO%XS:ZE‘%::Z;’ +;7/2‘))) 7l

ruang yang sepenuhnya

* Indeks PenataanRuang. 4 sesuai dengan Rencana

Tata Ruang, ditunjukkan
dengan 100 persen penerbitan KKPR sesuai RTR, serta efektivitas pengendalian melalui
penanganan seluruh pengaduan pemanfaatan ruang. Pada aspek perencanaan,
penyusunan materi teknis RTR telah mencapai 55 persen dan penetapan Perda dan
Perkada tata ruang sebesar 50 persen, yang menunjukkan adanya kemajuan proses
regulasi meskipun belum sepenuhnya tuntas. Sementara itu, cakupan penilaian KKPR
masih terbatas pada 41,34 persen permohonan, sehingga menjadi area yang perlu
diperkuat. Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 mencerminkan efektivitas
pengendalian pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap RTR, dengan kebutuhan
penguatan lanjutan pada aspek perencanaan dan evaluasi perizinan untuk menjaga

keberlanjutan penataan ruang. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Indeks Penataan Ruang Tahun 2025
Sasaran Indikator Kode 2022 2023 2025
Prosentase penyusunan materi teknis RTR a 33.00 55.00 55.00
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No. Sasaran Indikator Kode 2022 2023 2025

Meningkatnya Persentase Perda dan Perkada yang b 22.00 22.00 50.00
Perencanaan Tata ditetapkan
Ruang

2  Meningkatnya Persentase Penerbitan KKPR sesuai Rencana C 100.00 100.00 100.00
Pemanfaatan Ruang Tata Ruang

3  Meningkatnya Persentase KKPR yang dinilai d 4134 4134 4134
Pengendalian Persentase Pengaduan yang ditangani e 100.00 100.00 100.00
Pemanfaatan Ruang
Indeks Penataan (40%*(a+b/2)+(20%*c)+(40%*(d+e/2))) 59.268 63.668 88.536
Ruang

C. Indikator Sasaran 1: Indeks Konektivitas
Pada Tahun 2025,

Cs/ ) Indeks Konektivitas
Persentase Jalan Mantap w Pusat Kegiatan Terkoneks( TARGET | mencapai 88 44
- r iy

melampaui target yang
(¢}

Target: 75,18 % Realisasi: 76,88%

ditetapkan sebesar 87,00.
Capaian ini terutama
---- didorong oleh

meningkatnya persentase

jalan mantap yang

i (w1xPersentase Jalan Mantap/100) +(w1xJumh/PK Terkoneksi/4)

mencapai 76,88 persen,
melampaui target 75,18 persen, sebagai hasil dari kegiatan rehabilitasi dan peningkatan
kualitas ruas jalan prioritas yang menghubungkan antar pusat pelayanan wilayah. Selain
itu, keterhubungan antar Pusat Kegiatan Wilayah dan Lokal (PKW, PKL, PPK, dan PPL)
tetap terjaga dengan seluruh 4 pusat kegiatan utama dalam kondisi terkoneksi, sehingga
memastikan kontinuitas jaringan pelayanan dan pergerakan orang serta barang. Secara
keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur
jalan dan terjaganya konektivitas antar pusat kegiatan memberikan kontribusi langsung
terhadap keandalan sistem transportasi wilayah dan capaian Indeks Konektivitas yang

melampaui target. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7 Perhitungan Capaian Indeks Konektivitas Tahun 2025

. 2021 2022 2023 2024 2025

Kode  Indikator 5. 5et cCapaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
a Persentase 66.47 65.42 73.17 64.07 79.88 72.38 86.58 70.36 75.18 76.88

Jalan Mantap
b  Pusat 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Kegiatan yang

terkoneksi

(PKW, PKL,

PPK, PPL)
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2021 2022 2023 2024 2025
Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian Target Capaian
Indeks Konektivitas 66.28 82.71 73.02 82.03 79.76 86.19 86.51 85.18 87 88.44

(wilxa/100+wi1x
b/4)

Kode Indikator

D. Indikator Sasaran 2: Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Pada Tahun 2025, Persentase

Kesesuaian Pemanfaatan Ruang tercapai

Jumlah KKPR yang Diterbitkan

Jumlah keseluruhan :
KKPR yang Diterbitkan sebesar 100 persen, yang menunjukkan

Jumlah KKPR sesuai RTR bahwa seluruh KKPR yang diterbitkan telah
sepenuhnya sesuai dengan Rencana Tata
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Ruang (RTR). Dari 5 KKPR yang diterbitkan

a 100% 2025 selama tahun berjalan, seluruhnya telah

2025 melalui tahapan verifikasi kesesuaian
peruntukan ruang dan pengecekan kondisi

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang [y[e]e[A eksisting sebelum rekomendasi teknis

(Jumlah KKPR sesuai RTR / Jumlah KKPR yang Diterbitkan) x 100% 2025

diberikan. Capaian ini mencerminkan
konsistensi penerapan pengendalian pemanfaatan ruang dalam proses perizinan,
sehingga tidak terdapat penerbitan KKPR yang menyimpang dari RTR pada Tahun 2025,
serta memperkuat kepastian hukum dan tertib tata ruang di wilayah daerah. Adapun

perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8 Perhitungan Capaian Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Tahun 2025
Perhitungan

Sasaran Kode
2021 2022 2023 2024 2025
Jumlah keseluruhan KKPR yang diterbitkan a Sistem 0SS B 14 6 5
Jumlah KKPR yang diterbitkan sesuai RTR b masih dalam 3 14 6 5
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang tahap 100 100 100 100
(b/a * 100%) penyempurnaan

II1.1.2 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Lombok Tengah Tahun 2025 dan Beberapa Tahun Terakhir

Selama periode 2021-2025, kinerja pembangunan infrastruktur dan penataan

ruang menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan terukur. Indeks Infrastruktur

Wilayah meningkat dari 66,23 pada 2021 menjadi 72,46 pada 2025, dengan capaian

kinerja setiap tahun berada di atas target, mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada

kualitas jalan, irigasi, serta layanan dasar permukiman. Indeks Pelaksanaan Penataan

Ruang mengalami peningkatan signifikan dari 57 pada 2021 menjadi 88,53 pada 2025,
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T1

S1

66,55

68,05 69,55
6505 66,55 6805 69,55 69,55
6623 6712 71,99 | 7199 | 7,82
101,81% 100,86% 105,79% 103,27% 101,98%

69,55

Capaian Kinerja

Target 13 58 59,26 63,66 88,53
59,26 63,66 63,66 88,53

"438,46% 207,14% 141,10% 102,68% 109,30%

Capaian Kinerja

66,28 73,02
66,28 | 82,71
82,71 82,03
124,82

79,76 86,51 93,25
82,03 86,19 8518
86,19 8518 85,18
112,35% 108,06% 98,46% 94,86%

Capaian Kinerja

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

2021 2022 2023 2024 | 2025 _2072_5
Target 100 100 100 100 100 100

| : \
i i |

100% 100%  100% 100%‘ 100% | 100%

Target Realisasi

‘Capaian Kinerja
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dengan capaian kinerja yang
secara bertahap mendekati

dan melampaui target,
menunjukkan semakin
efektifnya sistem
perencanaan, pemanfaatan,

dan pengendalian tata ruang
KKPR.

Pada tingkat sasaran, Indeks

melalui  mekanisme
Konektivitas meningkat dari
82,71 pada 2021 menjadi
88,44 pada 2025, meskipun
akhir
sepenuhnya mencapai target
RPIMD,

menunjukkan

pada tahun belum

namun tetap
penguatan
keterhubungan antar pusat
kegiatan wilayah. Sementara
itu, Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang secara
konsisten terjaga pada 100
persen sepanjang periode

2021-2025, menegaskan

komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap

RTR. Secara keseluruhan,

capaian periode 2021-2025 menunjukkan Kkinerja

pembangunan yang progresif, berkelanjutan, dan terkendali, dengan fokus lanjutan

diperlukan pada optimalisasi konektivitas wilayah untuk mendukung pertumbuhan

ekonomi dan pemerataan pembangunan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 3.9 Perhitungan Capaian Kinerja Tahun 2021 - 2025

Indeks
Infrastruktur
Wilayah
Indeks 13 28 42 62 81 57 58
Pelaksanaan

Penataan

Ruang

65.05 66.55 68.05 69.55 71.05 66.23 67.12 7199 71.82

59.26 = 63.66

Indeks
Konektivitas

66.28 73.02 79.76 8651 93.25 8271 8203 86.19 85.18
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S2 Persentase 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang

Sumber: Indikator Kinerja Utama (IKU) DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, Capaian Realisasi Program
dan Kegiatan Tahun 2023 - 2025

II1.1.3 Capaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025 terhadap Standar Nasional
Indikator tujuan dan sasaran yang digunakan dalam dokumen ini disusun dengan
mempertimbangkan karakteristik kewenangan, kebutuhan, serta kapasitas pengelolaan
pembangunan di tingkat daerah. Oleh karena itu, indikator Indeks Infrastruktur Wilayah,
Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang, Indeks Konektivitas, dan Persentase Kesesuaian

Pemanfaatan Ruang disusun berbeda dengan indikator standar nasional.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh indikator nasional yang pada umumnya
menggunakan pendekatan makro, bersifat agregatif lintas wilayah, serta dirancang untuk
mengukur capaian pembangunan secara nasional. Indikator nasional tersebut kurang
mampu menangkap secara rinci variasi kondisi, permasalahan, dan kinerja pembangunan

infrastruktur serta penataan ruang di tingkat daerah.

Sebaliknya, indikator yang digunakan pada tujuan Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Wilayah dan Penyelenggaraan Penataan Ruang (T1) dan sasaran
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah (S1) serta Terwujudnya Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang (S2) dirancang dengan pendekatan yang lebih operasional, terukur,
dan kontekstual terhadap kondisi daerah. Indikator-indikator tersebut memungkinkan
pengukuran kinerja yang lebih spesifik terhadap hasil intervensi program dan kegiatan
pemerintah daerah, khususnya dalam aspek kualitas infrastruktur, keterpaduan jaringan

wilayah, serta tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang.

Dengan demikian, penggunaan indikator daerah ini tetap selaras dengan arah
kebijakan nasional, namun lebih efektif dalam mendukung akuntabilitas kinerja,

pengambilan keputusan, dan evaluasi pembangunan daerah secara tepat sasaran.

Tabel 3.10 Perbandingan Indikator Kinerja Utama DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
dengan Indikator Nasional

Pendekatan Makro dan agregatif lintas wilayah Operasional dan kontekstual daerah
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Contoh Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PU Indeks Infrastruktur Wilayah; Indeks Konektivitas;

Indikator (75,94); Waktu Tempuh Lintas Utama Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang; Persentase
Jalan Nasional (1,90) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

Kewenangan Didominasi kewenangan pemerintah Dalam kendali dan intervensi langsung pemerintah
pusat daerah

Fungsi Evaluasi kinerja pembangunan nasional  Akuntabilitas dan evaluasi kinerja pembangunan

Pengukuran daerah

II1.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau
Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah
Dilakukan

Berdasarkan capaian indikator kinerja utama pada periode 2021-2025, terlihat
bahwa kinerja perangkat daerah menunjukkan dinamika yang cukup beragam di empat
indikator utama: Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang,
Indeks Konektivitas, serta Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang.

Secara umum, sebagian besar indikator memperlihatkan capaian di atas target,
terutama pada indikator-indikator yang bersifat kuantitatif operasional. Indeks
Infrastruktur Wilayah menunjukkan kecenderungan peningkatan yang stabil dengan
capaian kinerja yang relatif konsisten di atas 100%. Sementara itu, Indeks Pelaksanaan
Penataan Ruang bahkan memperlihatkan lonjakan capaian yang sangat tinggi pada
beberapa tahun awal, meskipun kemudian cenderung lebih moderat pada tahun-tahun
berikutnya.

Pada Indeks Konektivitas, capaian kinerja juga berada pada kategori sangat baik
di sebagian besar tahun, meskipun terdapat tanda perlambatan pada akhir periode.
Sedangkan Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang menunjukkan kinerja yang
sepenuhnya mencapai target 100% setiap tahun, menandakan keberhasilan dalam

pengendalian pemanfaatan ruang.
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ndeks InfrastrUktur Wilayah e

71,05

Q
o—
P
6505 66,55 68,05 6955 6955 71,05
65,05 66,55 68,05 69,55 69,55 71,05
66,23 67,12 71,99 71,99 71,82 72,46

59,26 63,66 8853
59,26 63,66 63,66 88,53
"238,46% 207,14% 141,10% 102,68% 109,30%

Realisasi

Capaian Kinerja

66,28 73,02

2 Target - 66,28 | 82,71
R i | 82,71 | 82,03
Capaian Kinerja 124,82%

79,76 86,51
82,03 86,19
86,19 85,18
112,35% 108,06% 98,46% 94,86%

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

2021 2022 | 2023 2024 2025 2025
Target 1QO 100 100 100 100 100

i i | |

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Target Realisasi

Capaian Kinerja
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Meskipun demikian, pola

pencapaian antar-indikator

memperlihatkan adanya perbedaan

karakter keberhasilan, baik dari sisi tren
pertumbuhan, stabilitas capaian,
akhir

periode. Hal ini menunjukkan bahwa

maupun perubahan capaian
keberhasilan kinerja tidak terjadi secara
seragam, melainkan dipengaruhi oleh

faktor-faktor spesifik di masing-masing

bidang.

Dengan memahami pola
pencapaian pada setiap indikator—
termasuk tren kenaikan, stagnasi,

maupun penurunan di tahun-tahun
kita dapat
faktor-faktor yang

terhadap keberhasilan

tertentu—maka
mengidentifikasi
berkontribusi
serta hambatan yang mempengaruhi

capaian kinerja. Analisis ini penting

untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja pada periode perencanaan berikutnya,

baik melalui penguatan program, peningkatan kualitas layanan, maupun penyempurnaan

mekanisme pengendalian dan koordinasi lintas sektor.

II1.1.4.1 Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Peningkatan/Penurunan

Kinerja
A. Indeks Infrastruktur Wilayah

Pada Tahun 2025, Indeks Infrastruktur Wilayah mencapai 72,46, melampaui target

71,05, dengan tingkat capaian 101,98 persen. Kenaikan indeks ini menunjukkan

adanya perbaikan nyata pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar,

khususnya pada komponen jalan dan layanan permukiman.

Peningkatan kinerja terutama didorong oleh selesainya pekerjaan fisik pada ruas-

ruas jalan prioritas yang berfungsi sebagai penghubung antar pusat pelayanan

wilayah. Ruas-ruas tersebut sebelumnya berada pada kondisi tidak mantap dan
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=

= l

menjadi titik hambatan konektivitas. Melalui kegiatan rehabilitasi dan peningkatan
struktur perkerasan jalan, kondisi fungsional ruas mengalami perbaikan, sehingga

meningkatkan proporsi panjang jalan mantap yang menjadi salah satu penentu nilai
indeks.

Selain sektor jalan, kontribusi terhadap kenaikan
indeks juga berasal dari penyediaan layanan air
minum dan sanitasi pada kawasan permukiman
prioritas. Penyelesaian jaringan perpipaan dan sarana
sanitasi lingkungan meningkatkan cakupan layanan
dasar masyarakat. Kombinasi peningkatan pada lebih
dari satu komponen penyusun indeks menyebabkan
1359;202’5”‘21‘31 nilai Indeks Infrastruktur Wilayah mengalami

8,5488S 116,3250E
=wd  kenaikan secara agregat, bukan bergantung pada

Kecamatan Batukliang-Utara

satu sektor saja.

Indeks Kinerja Sistem Irigasi
merupakan salah satu variabel
pembentuk Indeks Infrastruktur
Wilayah yang dihitung secara
komposit bersama  komponen
infrastruktur lainnya. Oleh karena
itu, setiap peningkatan nilai Indeks
Kinerja Sistem Irigasi akibat

rehabilitasi jaringan, penguatan

memberikan kontribusi terhadap kenaikan Indeks Infrastruktur Wilayah. Factor-
faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja pada Indeks Kinerja Sistem Irigasi

antara lain:

1. Faktor pertama adalah tersusunnya perencanaan teknis dalam bentuk DED pada
sekitar 40 Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten. Ketersediaan dokumen
teknis yang berbasis survei, pemetaan, dan inventarisasi aset memungkinkan
intervensi fisik dilakukan secara lebih tepat sasaran. Hal ini meningkatkan kualitas
pelaksanaan rehabilitasi serta mengurangi risiko ketidaktepatan penanganan

jaringan.
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2. Faktor kedua adalah penerapan modernisasi irigasi melalui percepatan
pelaksanaan ePAKSI berbasis aplikasi Android. Melalui tahapan Pengelolaan Aset
Irigasi (PAI) dan penilaian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI), diperoleh baseline
kondisi aset dan ukuran kinerja sistem yang lebih terukur. Pendekatan ini
memperkuat manajemen berbasis data dan meningkatkan efisiensi distribusi air

secara bertahap.
i: 2 «l

3. Faktor ketiga adalah

pelaksanaan rehabilitasi jaringan

ok irigasi permukaan pada 12 DI

\;_}"a,{rir’isa‘aA?"B”kaq kewenangan kabupaten.
gt Intervensi ini  mengembalikan
fungsi jaringan yang mengalami
penurunan akibat keterbatasan

operasi dan pemeliharaan (OP), sehingga memperbaiki kapasitas layanan irigasi
dan mendukung produktivitas lahan pertanian.

4. Faktor keempat adalah tetap terlaksananya kegiatan OP pada 13 DI kewenangan
kabupaten, yang berperan menjaga keberlanjutan fungsi jaringan meskipun
masih menghadapi keterbatasan anggaran dan SDM. Pelaksanaan OP ini
mencegah kerusakan yang lebih luas dan menjaga stabilitas distribusi air.
Dengan demikian, peningkatan kinerja SDA Tahun 2025 terutama didorong oleh
kombinasi antara penguatan perencanaan teknis, rehabilitasi fisik jaringan, serta
penerapan sistem evaluasi kinerja irigasi berbasis ePAKSI. Mengingat Indeks
Kinerja Sistem Irigasi merupakan salah satu komponen pembentuk Indeks
Infrastruktur Wilayah, maka peningkatan fungsi jaringan dan perbaikan kinerja
sistem irigasi turut berkontribusi terhadap kenaikan nilai Indeks Infrastruktur

Wilayah secara komposit.

B. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang
Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang pada Tahun 2025 mencapai 88,53 dari target
81, atau 109,30 persen. Capaian ini mencerminkan efektivitas pengendalian
pemanfaatan ruang, khususnya dalam proses penerbitan persetujuan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

1. Perencanaan Tata Ruang
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Peningkatan kinerja Perencanaan Tata Ruang pada
tahun 2025 dipengaruhi oleh kematangan tahapan
penyusunan RTRW dan RDTR yang telah memasuki
fase substansi dan legalisasi. Progres penyusunan
RTRW meningkat signifikan dari 30% pada tahun 2024
menjadi 80% pada tahun 2025 karena seluruh
prasyarat administratif dan teknis telah dipenuhi secara
sistematis, mulai dari penerbitan SK Peninjauan
Kembali, pembentukan Tim Peninjauan Kembali,
pelaksanaan KP-1 sampai KP-3, hingga tersusunnya

naskah akademik, fakta dan analisis, serta materi

Faktor pentlng yang mendorong percepatan ini adalah terselenggaranya proses
asistensi dan sinkronisasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pusat.
Tiga kali asistensi dengan Dinas PUPR Provinsi NTB dan dua kali asistensi dengan
Kementerian ATR/BPN memastikan bahwa substansi RTRW Kabupaten Lombok
Tengah konsisten dengan Perda RTRW Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 dan
kebijakan penataan ruang nasional. Selain itu, sinkronisasi peta dasar dengan
Badan Informasi Geospasial (BIG) meningkatkan akurasi dan kesesuaian data
spasial yang digunakan, sehingga mengurangi potensi koreksi ulang pada tahap

evaluasi.

Kinerja perencanaan juga didukung oleh kesiapan prasyarat lingkungan hidup
melalui penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang
dilaksanakan lebih awal dan berbasis substansi terbaru. Pelaksanaan konsultasi
publik dan pembahasan KLHS yang dilakukan jauh sebelum tahap finalisasi
Ranperda RTRW memastikan bahwa aspek keberlanjutan, daya dukung dan daya
tampung lingkungan telah terintegrasi dalam dokumen RTRW, sehingga proses

penetapan RTR menjadi lebih lancar dan minim hambatan regulatif.

Selain faktor sistem dan regulasi, peningkatan kinerja Perencanaan Tata Ruang
juga dipengaruhi oleh kompetensi personalia yang semakin baik, khususnya dalam
penguasaan substansi penataan ruang, analisis spasial, serta kemampuan
koordinasi lintas instansi. Pengalaman teknis tim dalam mengelola data,

menyiapkan dokumen perencanaan, dan memfasilitasi asistensi dengan provinsi
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dan kementerian berkontribusi langsung pada kualitas dokumen dan kecepatan

penyelesaian tahapan perencanaan.

Dengan kombinasi kesiapan regulasi, dukungan data spasial yang akurat, integrasi
KLHS sejak awal, serta kompetensi SDM yang memadai, Perencanaan Tata Ruang
mampu mendorong peningkatan progres RTRW dan RDTR secara signifikan pada
tahun 2025 dan menyediakan dasar yang kuat bagi penetapan rencana tata ruang
pada tahap selanjutnya.

. Pengendalian Pemanfaatan Ruang
= . ¥ %

.. Peningkatan kinerja
Pengendalian Pemanfaatan
= Ruang pada tahun 2025
dipengaruhi oleh penguatan
= istem pengawasan dan
penegakan hukum tata ruang
yang dilaksanakan secara lebih
terstruktur, konsisten, dan berbasis rekomendasi teknis. Peningkatan jumlah surat
himbauan, surat peringatan (SP) bertahap hingga tahap III, serta tindakan
pembongkaran bangunan yang melanggar rencana tata ruang menunjukkan
bahwa fungsi pengendalian tidak lagi bersifat administratif semata, tetapi telah

bergerak ke arah penegakan kepatuhan secara nyata di lapangan.

Faktor penting yang mendukung peningkatan kinerja ini adalah optimalisasi peran
Forum Penataan Ruang (FPR) sebagai wadah koordinasi dan pemberi
pertimbangan teknis lintas sektor. Seluruh tahapan pengendalian, mulai dari
penerbitan surat himbauan, penetapan SP, hingga rekomendasi pembongkaran,
dilakukan berdasarkan pembahasan FPR. Mekanisme ini meningkatkan
akuntabilitas keputusan, memperkuat dasar hukum tindakan pengendalian, serta
meminimalkan potensi konflik dan keberatan dari pelaku usaha maupun

masyarakat.

Selain itu, meningkatnya ketersediaan data dan kejelasan substansi RTRW yang
sedang difinalisasi juga berkontribusi terhadap efektivitas pengendalian. Dengan
semakin lengkapnya dokumen perencanaan dan peta tata ruang, aparat
pengendalian memiliki rujukan yang lebih jelas dalam menilai kesesuaian
pemanfaatan ruang, sehingga proses pengawasan dan penindakan dapat

dilakukan secara lebih objektif dan terukur.

Halaman IlI-16 | 52



LKJIIP DPUPR
LOMBOK TENGALH

-

Dari sisi kelembagaan, kompetensi dan pengalaman personalia dalam memahami
ketentuan tata ruang, prosedur penertiban, serta kemampuan koordinasi lintas
perangkat daerah turut memperkuat pelaksanaan fungsi pengendalian. Hal ini
memungkinkan pemerintah daerah tidak hanya memberikan peringatan
administratif, tetapi juga berani mengambil tindakan tegas berupa pembongkaran
bangunan yang melanggar, sebagai upaya menciptakan efek jera dan

meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap rencana tata ruang.

Dengan kombinasi penguatan regulasi, dukungan kelembagaan melalui FPR,
kejelasan data tata ruang, serta kapasitas SDM yang memadai, Pengendalian
Pemanfaatan Ruang mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan
penegakan aturan pada tahun 2025, sehingga mendukung terwujudnya
pemanfaatan ruang yang tertib, legal, dan berkelanjutan di Kabupaten Lombok
Tengah.

Pemanfaatan Ruang

Kinerja Pemanfaatan Ruang pada
tahun 2025 dipengaruhi oleh

meningkatnya permintaan

O . B

¥ pelayanan kesesuaian kegiatan
; \}!" ' : pemanfaatan ruang (KKPR) dan
v ey { !
k- 7 Vi 1
b 7 nd\ A ()

informasi tata ruang, seiring

e Y it 13 dengan tingginya aktivitas
Insert: Audiensi dengan Investor dalam-rangka transparansi
SOP pelayanan Informasi Ruang

perizinan usaha di Kabupaten Lombok Tengah. Tercatat sebanyak 675

investasi, pembangunan, dan

permohonan informasi ruang dan KKPR yang diproses sepanjang tahun,
mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat, pelaku usaha, dan UMKM

terhadap kepastian lokasi dan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Implementasi sistem OSS berbasis risiko dan keterkaitan langsung KKPR dengan
proses perizinan berusaha mendorong peningkatan intensitas koordinasi antar
perangkat daerah. Setiap permohonan KKPR diproses melalui verifikasi teknis,
sinkronisasi peta dan data spasial, serta pembahasan bersama Forum Penataan
Ruang (FPR), sehingga keputusan yang diterbitkan memiliki dasar yang kuat dan

sejalan dengan RTRW maupun dokumen perencanaan lainnya.

Selain itu, layanan informasi ruang yang terintegrasi dengan proses KKPR

meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mempercepat pengambilan
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keputusan investasi. Meskipun masih terdapat tantangan terkait mekanisme LSD,
KP2B, dan LP2B, penguatan koordinasi dan sinkronisasi data membuat
Pemanfaatan Ruang mampu menjaga akurasi, transparansi, dan akuntabilitas

dalam pelayanan pemanfaatan ruang.

C. Indeks Konektivitas
Indeks Konektivitas pada Tahun 2025 mencapai 88,44, melampaui target 87, dengan
capaian 101,65 persen. Peningkatan ini berkaitan langsung dengan membaiknya

keterhubungan antar simpul pelayanan wilayah.

Peningkatan kinerja Indeks Konektivitas pada Tahun 2025 tidak terlepas dari
kontribusi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang, khususnya Bidang Bina Marga, yang secara langsung menangani
jaringan jalan kabupaten sebagai tulang punggung konektivitas wilayah. Faktor-

faktor tersebut antara lain:

1. Pada Tahun 2025, telah dilaksanakan rekonstruksi jalan sepanjang 23,56 km
pada beberapa ruas jalan kabupaten prioritas. Intervensi ini mengubah kondisi
ruas yang sebelumnya tidak mantap menjadi mantap, sehingga meningkatkan
persentase kemantapan jalan sebesar 2,91 persen dan mencapai 76,87 persen.
Peningkatan kemantapan tersebut berpengaruh langsung terhadap nilai Indeks
Konektivitas, mengingat kualitas perkerasan jalan merupakan salah satu faktor
utama dalam mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang antar simpul
pelayanan wilayah.

2. Selain peningkatan kualitas perkerasan, Pemerintah Daerah melalui DPUPR juga
melaksanakan pekerjaan pada 4 unit jembatan di ruas jalan kabupaten dan
desa. Penanganan jembatan ini memperbaiki kontinuitas jaringan serta
menghilangkan hambatan struktural yang sebelumnya membatasi akses antar
wilayah. Dengan terjaminnya kesinambungan jaringan, fungsi konektivitas antar
segmen jalan dapat berjalan secara optimal.

3. Upaya peningkatan kinerja juga didukung oleh pelaksanaan pemeliharaan rutin
pada 13 ruas jalan kabupaten. Kegiatan ini berfungsi menjaga kondisi ruas
mantap agar tidak mengalami degradasi signifikan yang dapat menurunkan nilai
kemantapan. Selain itu, tersedianya anggaran penanganan darurat pada sub
kegiatan pemeliharaan rutin memungkinkan respons cepat terhadap kerusakan
akibat bencana maupun laporan masyarakat melalui SPAN Lapor. Mekanisme ini

berperan dalam menjaga stabilitas jaringan dan mencegah gangguan
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konektivitas yang lebih luas. Berdasarkan capaian tersebut, Indeks Konektivitas
Tahun 2025 terealisasi sebesar 88,44 dari target 87, dengan tingkat capaian
101,65 persen. Pencapaian ini mencerminkan bahwa intervensi teknis yang
dilakukan telah meningkatkan kualitas, kontinuitas, dan stabilitas jaringan jalan
kabupaten secara nyata.

Dengan demikian, peningkatan nilai Indeks Konektivitas pada Tahun 2025
merupakan hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan peningkatan, rehabilitasi,
pemeliharaan, dan penanganan darurat jaringan jalan yang dilaksanakan secara
terencana dan terukur oleh Bidang Bina Marga.

Disamping itu, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, masih terdapat
tantangan berupa belum optimalnya partisipasi dan dukungan sebagian
masyarakat terhadap proses pekerjaan konstruksi. Kondisi ini berdampak pada
keterbatasan pengawasan sosial terhadap aktivitas pelaksanaan pekerjaan,
sehingga pengendalian mutu dan ketertiban lapangan sepenuhnya bertumpu

pada sistem pengawasan teknis internal.

Ruas Kadek - Ketangan Ruas Kadek - Ketangan (1)

D

Rus Pi;ang - Bunmas
Gambar 3.1 Ruas Jalan Intervensi DPUPR Tahun 2025 melalui Bidang Bina

| .k \

Ruas Kateng-Jangkih

Marga Pendukung Capaian Indeks Konektivitas
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D. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

e PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
u DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Radien Puguh Puyung-Praya Komplek Pemertahan Gedung A Lantai 4

Luas Tanah Yang Telah Dimanfaatkan Sesuai Peruntukkannya Di atas

ian Kegiatan

Ruang Yang Diterbi

No. Nama Pemohon No. Persetujuan

Luas tanah yang

Luas tanah yang disetujui (m2) dan
telah dimanfaatkan sesuai

I K
penanaman modal (m2)

1. |Matanari Nuansa Alam

2. |Lantis Beach Ciuo

o

[Bumi Mas indonesia

s464)

3981

305}

LAN, M.Si
1231199203117

Persentase  Kesesuaian = Pemanfaatan
Ruang pada Tahun 2025 tercapai sebesar
100 persen, sesuai dengan target yang
ditetapkan. Capaian ini menunjukkan
bahwa seluruh persetujuan pemanfaatan
ruang yang diterbitkan telah sesuai dengan

rencana tata ruang.

Kinerja tersebut terjaga karena setiap
pengajuan KKPR diwajibkan melalui
tahapan verifikasi kesesuaian RTR dan

survei lapangan sebelum rekomendasi

teknis diterbitkan. Dengan mekanisme ini, izin hanya diberikan pada lokasi dan zona

yang sesuai dengan peruntukan ruang. Tidak terdapat penerbitan KKPR yang

menyimpang dari

RTR selama tahun berjalan, sehingga tingkat kesesuaian

pemanfaatan ruang dapat dipertahankan secara penuh.

Tabel 3.11 Analisis Faktor Utama Penyebab Keberhasilan Kinerja Tahun 2025

Indeks Infrastruktur
Wilayah

Indeks Pelaksanaan
Penataan Ruang

A. Perencanaan Tata
Ruang

B. Pengendalian
Pemanfaatan
Ruang

C. Pemanfaatan
Ruang (KKPR &
Informasi Ruang)

71,05

81,00

72,46

88,53

101,98

109,30

Penyelesaian rehabilitasi dan peningkatan
perkerasan jalan pada ruas prioritas
penghubung pusat pelayanan wilayah;
peningkatan cakupan layanan air minum dan
sanitasi di kawasan permukiman prioritas,
sehingga kenaikan indeks bersifat agregatif
lintas sektor.

Efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang
melalui penerapan KKPR yang konsisten dengan
RTR; kemajuan signifikan perencanaan RTRW
dan RDTR yang telah memasuki tahap substansi
dan legalisasi serta diperkuat asistensi provinsi
dan pusat.

Terpenuhinya seluruh tahapan teknis dan
administratif RTRW (SK PK, KP-1 s.d. KP-3,
naskah akademik, materi teknis); asistensi
intensif dengan Provinsi NTB dan Kementerian
ATR/BPN; integrasi KLHS sejak awal dan
sinkronisasi peta BIG.

Penguatan penegakan hukum tata ruang
melalui surat himbauan, SP bertahap hingga
pembongkaran bangunan; seluruh tindakan
berbasis rekomendasi Forum Penataan Ruang
(FPR) sehingga keputusan lebih akuntabel dan
minim sengketa.

Tingginya permohonan KKPR dan informasi
ruang seiring aktivitas investasi; seluruh
permohonan melalui verifikasi teknis,
sinkronisasi data spasial, dan pembahasan FPR
sehingga keputusan konsisten dengan RTR.
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Meningkatnya kemantapan jalan pada ruas
strategis penghubung antar kecamatan dan
pusat aktivitas ekonomi, yang mengurangi
hambatan jaringan transportasi dan
meningkatkan keterhubungan wilayah.

Seluruh KKPR diterbitkan melalui verifikasi RTR
dan survei lapangan; tidak terdapat izin yang
menyimpang dari peruntukan ruang selama
tahun berjalan.

II1.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

PENTINGNYA TINGKAT
EFISIENSI KINERJA

‘A

RISIKO TANPA
EFISIENSI
"’9‘ Pencapiaan Target Target Tidak Tercapai dg
S¢g  Lebin Cepat A )
% Hemat Biaya & —r Pemborosan Anggaran U?\
gw Sumber Daya
ST Peningkatan Kualitas Kualitas Menurun
Q& Layanan & Kecewa ‘5}

Mendorong Pembangunan Infrastruktur yang Akuntabel & Berkelanjutan

Efisiensi sumber daya merupakan
indikator strategis kinerja PUPR dalam
mendukung visi-misi daerah. Seluruh
program dirancang untuk
memaksimalkan pemanfaatan anggaran,
tenaga kerja, waktu, dan peralatan. Pada
pembangunan dan pemeliharaan jalan,
prioritas diberikan pada ruas strategis
dengan metode konstruksi yang hemat
biaya dan tahan lama. Sistem irigasi
dikelola melalui perencanaan jaringan

yang optimal dan pemeliharaan berbasis

prioritas, sehingga kehilangan air minimal dan cakupan layanan meningkat. Di sektor air

minum, distribusi air dioptimalkan dan jaringan pipa dirawat rutin, menghasilkan layanan

lebih luas tanpa menambah beban anggaran. Sanitasi layak diperluas melalui

pengelolaan limbah yang efisien dan penggunaan teknologi hemat sumber daya. Program

penurunan kawasan kumuh dilaksanakan secara bertahap, memanfaatkan anggaran

dan tenaga kerja secara optimal untuk dampak sosial nyata. Setiap program diukur

berdasarkan pencapaian target operasional, kualitas hasil, dan ketepatan waktu. Efisiensi

sumber daya memastikan akuntabilitas publik dan penggunaan anggaran secara

bertanggung jawab. Dengan pendekatan ini, PUPR mampu menghasilkan infrastruktur

berkualitas, layanan publik lebih luas, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Adapun rumus untuk menghitung efisiensi adalah sebagai berikut.
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Tabel 3.12 Tingkat Efisiensi Sumber Daya terhadap Kinerja Tahun 2025

Meningkatnya Kualitas
Infrastruktur Wilayah dan
Penataan Ruang

Meningkatnya
Konektivitas Antar
Wilayah

Terwujudnya Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang

Indeks Infrastruktur
Wilayah

Indeks Pelaksanaan
Penataan Ruang
Indeks Konektivitas

Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang
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Pada Tahun 2025,

Capaian Kinerja & Efisiensi PUPR  (Uiauiaaiad tuan
pembangunan bidang

— Tingkat Pencapaian Kinerja dan Efisiensi Program PUPR —

infrastruktur dan penataan
ruang menunjukkan kinerja
yang efektif dan efisien,

Indikator Kinerja Capaian Penyerapan Tingkat tercermln da I‘I SE|UrUh |nd|kat0r
Kinerja (%) | Anggaran(%) | Efisiensi(%)

yang mencapai tingkat efisiensi
Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

s 101,98 97,53 104,56 di atas 100 persen. Tujuan
. IndeksI?frrarsrtrukturWHayaltl 7 : 101,98 ‘ 97,53 ! 104,56 ; k I
 Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang 109'30 99,88 109,43 Menlng atnya Kua Itas

,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Infrastruktur  Wilayah  dan

Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah
o Indeks Konektivitas 101'65 96,50 105[34 Penataan Ruang

memperlihatkan efisiensi yang

Terwujudnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

e Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 100,00 99,51 100,49 Sangat baik, dengan Indeks

BE- Infrastruktur Wilayah
sl —L1117

i .. A AB P mencapai  efisiensi 104,56

. persen, yang menandakan

’ e § %
!!!‘I EQ @w peningkatan kualitas
infrastruitur  dasar  dapat

Di Atas 100% 97%-99% Terserap Di Atas 100% i : 4
A direalisasikan dengan

penyerapan anggaran yang
lebih rendah dari proporsi
capaian kinerja. Sementara itu, Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang mencatat efisiensi
tertinggi sebesar 109,43 persen, mencerminkan optimalisasi anggaran yang sangat kuat
melalui percepatan perencanaan, pengendalian pemanfaatan ruang, serta konsistensi

penerbitan KKPR sesuai rencana tata ruang.

Pada tujuan Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah, Indeks Konektivitas
mencapai efisiensi 105,34 persen, menunjukkan bahwa peningkatan keterhubungan antar
pusat kegiatan wilayah berhasil dicapai melalui pelaksanaan kegiatan jalan strategis yang
tepat sasaran dan berorientasi pada fungsi jaringan. Selanjutnya, tujuan Terwujudnya
Kesesuaian Pemanfaatan Ruang mempertahankan efisiensi 100,49 persen, yang
mengindikasikan bahwa pengendalian pemanfaatan ruang berjalan optimal dan selaras
dengan dukungan anggaran yang hampir sepenuhnya terserap. Secara keseluruhan,

capaian ini menegaskan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 tidak
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hanya berhasil memenuhi target kinerja, tetapi juga mampu mengelola anggaran secara

efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan daerah.

II1.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau

Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
II1.1.6.1 Program Penunjang Keberhasilan Kinerja DPUPR Tahun 2025

Seluruh program PUPR 2025 secara konsisten menunjang pencapaian sasaran

strategis, baik pada kualitas infrastruktur, konektivitas, maupun penataan ruang. Program

pengelolaan sumber daya air dan irigasi melampaui target, menunjukkan efektivitas

pemeliharaan jaringan dan perluasan pelayanan. Program penyediaan air minum

CAPAIAN KINERJA & REKOMENDASI
PROGRAM PUPR 2025

Program

A Infrastruktur’
& Wilayah

@ Penataan Ruang

‘7 Konektivitas
ﬂ Jalan
@ Akses Irigasi
@ Bangunan Gedung
g Air Minum Aman
@ Air Limbah

wn h

-u
‘:‘@ Air Minum Aman
6 Air Limbah

‘—E‘ Jasa Konstruksi

& MENuNANG

Target vs

Capaian
ALl Optimalkan pemeliharaan

; “101.9
71.05 vs & perencanaan.

SOP.
o—
- Perbaiki jalan kritis
69.55 "m & ruas strategis.
o——
86.95% vs LN P73 Perluas jaringan irigasi.
oEEms———— @
bangunan.
o @
85.01% vs WL {1}A Pendataan & Review
—— RISPAM.

100% vs W (0] 274 Penyusunan RISPAL.
o @
0.35% vs JUELT2A Tingkatkan Pelatihan.

Status Rekomendasi

6]

85.01% vs WL {74 Pendataan & Review RISPAM.
oEE——— @

100% vs Jule[e}73 Penyusunan RISPAL.
0.35% vs YA Tingkatkan Pelatihan.

@ TIDAK MENUNJANG

PERCEPAT PENINGKATAN INFRASTRUKTUR YANG EFEKTIF & BERKELANJUTAN!

mencapai 76,3% dari target

85,01%, namun langkah
pendataan rumah tangga
sesuai Permen PUPR

13/2023 dan review RISPAM
dipastikan meningkatkan
distribusi dan kualitas layanan.
Sistem pengelolaan air limbah
100%
pendataan

RISPAL

mencapai cakupan,

didukung dan
penyusunan untuk
keberlanjutan layanan.

Penataan bangunan dan ruang

serta pembangunan jalan
menunjukkan efisiensi dan
kualitas di atas target,

memperkuat konektivitas dan

yang
Program penunjang urusan

lingkungan tertata.

pemerintahan daerah (SAKIP
OPD) meningkat ke predikat

BB, menegaskan integrasi antarprogram dan monitoring berbasis data. Pengembangan

jasa konstruksi meskipun SDM terlatih masih terbatas, tetap menunjang kualitas proyek

dengan pelatihan bersertifikasi yang sedang berlangsung. Secara keseluruhan, seluruh

program PUPR berperan strategis dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan
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publik, dan pengelolaan sumber daya, dengan rekomendasi berfokus pada pemeliharaan,

penguatan kapasitas SDM, dan integrasi data untuk kinerja berkelanjutan.

Tabel 3.13 Analisa Program Penunjang Keberhasilan Capaian Kinerja DPUPR Tahun 2025

1 Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur
Wilayah dan
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

2 Meningkatnya
Kualitas
Infrastruktur
Wilayah dan
Penyelenggaraan
Penataan Ruang

3 Meningkatnya
Konektivitas
Antar Wilayah

4 Terwujudnya
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang

5 Meningkatnya
Pelayanan
Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah

6 Meningkatnya
Aksesibilitas
Masyarakat yang
Nyaman dan
Aman

7 Meningkatnya
Akses Masyarakat
terhadap Irigasi

PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR / PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN / PROGRAM
PENATAAN BANGUNAN
DAN LINGKUNGAN /
PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN
AIR MINUM / PROGRAM
PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN
SISTEM AIR LIMBAH /
PROGRAM
PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI
PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
PENATAAN RUANG

PROGRAM PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

PROGRAM
PENYELENGGARAAN
JALAN

PROGRAM
PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR

Indeks
Infrastruktur
Wilayah

Indeks
Pelaksanaan
Penataan
Ruang

Indeks
Konektivitas

Persentase
Kesesuaian
Pemanfaatan
Ruang

Nilai SAKIP
OPD

Persentase
Jalan Mantap

Persentase
Luas Daerah
Irigasi yang
Dilayani
Jaringan
Irigasi

71,05

81

69,55

100

B
Predikat

75%

86,95%
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101,98

109,30

101,65

100

BB

76,88%

95,12%

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Menunjang

Pertahankan
pemeliharaan,
perencanaan
infrastruktur
optimal dan
efisien.

Pengawasan dan
implementasi
tata ruang
melebihi target;
pertahankan SOP
dan monitoring.
Fokus
pemeliharaan
jalan kritis,
perbaikan
kualitas, dan
percepatan
pembangunan
ruas strategis.
Pertahankan
kesesuaian
ruang;
integrasikan
dengan
perencanaan
RPIMD dan
sosialisasi ke
masyarakat.
Terus optimalkan
integrasi antar
program,
monitoring
berbasis data,
pertahankan
predikat BB.
Prioritaskan ruas
kritis;
pemeliharaan
rutin dan
monitoring
kualitas jalan.
Lanjutkan
pemeliharaan
jaringan; perluas
ke daerah
underserved;
integrasikan
dengan
perencanaan
pertanian.
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8 Meningkatnya PROGRAM Persentase 100% 100% Menunjang Pertahankan,
Kualitas PENYELENGGARAAN Penyelesaian lakukan review
Penyelenggaraan =~ PENATAAN RUANG Kasus dan penegakan
Penataan Ruang Pelanggaran hukum rutin agar

Pemanfaatan kesesuaian ruang
Ruang tetap optimal.

9 Meningkatnya PROGRAM PENATAAN Gedung 3 Unit 5 Unit Menunjang Rehab berat
Kualitas BANGUNAN GEDUNG Pemerintah dimasukkan
Bangunan Terbangun dalam
Gedung perhitungan;

pertahankan
kualitas
konstruksi dan
sertifikasi
bangunan.

10 Meningkatnya PROGRAM PENATAAN Luasan 0 m2 2.250 Menunjang Susun roadmap
Bangunan dan BANGUNAN DAN Bangunan m2 per kecamatan;
Lingkungan yang LINGKUNGANNYA dan prioritaskan
Tertata Lingkungan kawasan kumuh

yang Tertata dan publik;
libatkan
partisipasi
masyarakat.

11  Meningkatnya PROGRAM Persentase 85,01% 76,30% Menunjang Lakukan
Akses Masyarakat PENGELOLAAN DAN Rumah pendataan
terhadap Sistem PENGEMBANGAN Tangga yang rumah tangga
Penyediaan Air SISTEM PENYEDIAAN Terlayani Air sesuai
Minum AIR MINUM Minum Aman PermenPUPR

13/2023,
review RISPAM,
perluas jaringan
distribusi,
rehabilitasi
sistem lama,
monitoring
kualitas air.

12 Meningkatnya PROGRAM Persentase 100% 100% Menunjang Lakukan
Akses Masyarakat PENGELOLAAN DAN Akses pendataan sesuai
terhadap Sistem PENGEMBANGAN Sanitasi PermenPUPR
Pengelolaan Air SISTEM AIR LIMBAH Layak dan 13/2023, susun
Limbah Aman RISPAL,

integrasikan
dengan
pengembangan
kawasan baru,
edukasi
masyarakat agar
sistem
berkelanjutan.

13 Meningkatnya PROGRAM Persentase 0,35% 0,35% Menunjang Tingkatkan
Kompetensi PENGEMBANGAN JASA Tenaga Kerja pelatihan
Tenaga KONSTRUKSI Konstruksi bersertifikasi,
Konstruksi Terlatih dan buat insentif bagi

Bersertifikat tenaga
konstruksi
terlatih,
integrasikan
dengan proyek
pembangunan.

II1.1.6.2 Analisa Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja
Utama
Evaluasi kegiatan PUPR menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada sub kegiatan

“Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai”,
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karena aktivitasnya lebih relevan dengan Irigasi Air Permukaan. Penyesuaian
difokuskan pada Irigasi Air Permukaan sesuai karakteristik wilayah dan prioritas
pembangunan, sehingga program lebih strategis dan efisien. Pendekatan ini memastikan
penggunaan anggaran tepat sasaran, mendukung pencapaian indikator kinerja, dan

memperkuat relevansi setiap sub kegiatan dengan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 3.14 Evaluasi Kesesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan PUPR

Pengelolaan SDA dan Tidak Tepat Aktivitas di dalamnya Kegiatan difokuskan pada
Bangunan Pengaman Pantai tidak relevan dengan sub  Irigasi Air Permukaan
pada Wilayah Sungai (WS) kegiatan; fokus aktivitas  sesuai karakteristik wilayah
dalam 1 (Satu) Daerah lebih terkait Irigasi Air dan kebutuhan prioritas
Kabupaten/Kota Permukaan pembangunan PUPR

II1.1.6.3 Analisa Kesesuaian Penetapan Target Indikator Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan Penunjang Capaian Indikator Kinerja Utama

A. LHP AM] Tahun 2025
Berdasarkan LHP AMJ] Tahun 2025, evaluasi untuk

DPUPR terkait penetapan Sub Kegiatan dan penetapan target

tahunan antara lain:

1. Penetapan target indikator belum sepenuhnya berbasis

capaian tahun sebelumnya

2. Target indikator pada RKA belum sepenuhnya berbasis

LAPORAN HASIL PI‘.MERIAAN KHUSUS BERAKHIRNYA MAS,

JABATAN KEPALA DAERAH (BUPATI LOMBOK TENG,
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
AHUN 202§

data historis kinerja
3. Proses input dan pemilihan Program, Kegiatan dan Sub

NOMOR SO0 LI NS P 2025 ;
FANGEAL © 24 bebwwan 225

Kegiatan yang dapat mendukung tercapaianya target
pada indikator yang telah ditetapkan

4. Evaluasi kinerja belum dilakukan secara terstruktur dan

NSRRI SRR

periodik
B. Reviu Renstra DPUPR
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..............uum ‘ Berdasarkan Hasil Reviu Renstra, evaluasi untuk DPUPR

o o  terkait penetapan Sub Kegiatan dan penetapan target tahunan

. i+ - - antaralain:

1. Belum menyajikan data target TA 2025 untuk indikator

program, kegiatan dan sub kegiatan pada tabel Rencana
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.
2. Penentuan target indikator belum dapat diyakini karena

belum didukung baseline data dan capaian tahun sebelumnya

(data statistik maupun data sektoral).

3. Masih ditemukan indikator yang bersifat output, belum menggambarkan outcome
kinerja.

4. Masih terdapat catatan dalam sistematika penyusunan dokumen Ranbir Renstra
yang belum sepenuhnya mengacu pada Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 dan
peraturan terkait lainnya (rincian pada Kertas Kerja Reviu).Evaluasi kinerja belum

dilakukan secara terstruktur dan periodik

III.2 REALISASI ANGGARAN

Secara keseluruhan, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2025 berada
pada kondisi kinerja yang sangat sehat, dengan kemampuan eksekusi fisik yang

melampaui rata-rata penyerapan anggaran.

Kinerja Hebat: Realisasi Anggaran & E ‘
' Pembangunan DPUPR Lombok Tengah 2025
Realisasi Keuangan Capaian Fisik
9711% | Bmang Plna(aan Reuggg‘mm:atak realisasi tertinggi s 98 49%
' | Rp198,2 Millar dana tersarap efoktf CORA1 DUBRI W Caln RS H e Targot pambangunan fisik tercapai '

dari total pagu Rp 201,8 Millsr. lebih linggi dibsndingkan persentase
penyerapan anggaran.

[
Cipta Karya
RPS7IM o7 il l badh Rp77,7 M
untuk Bina Marga > 2 \ . { [ e untuk Cipta Karya
Sektor terbesar yang fokus. 4 H . 4 Arggaran besar dialokasiken
paca rekonstrksi ﬂmdﬂ 4 2 3 3 Z untuk sistem air minum dan
pemelharaan [ambatan. - g f .‘ e Z¥,  ponataan gacing.
@ realisss Fisik 97,83% % . 8 ) @ reatisasi Fisik: 99,55%
C | >
Sumber Daya Air
Perbandingan Alokasi & Capaian Bidang Utama
99,55%
lisasi Fisil

Kinerja Sumber
Daya Air

Bdang SDA manunjukkan
Kanslstarst tinggl datam
pengalolasn irigasl den alr,

Anggsran

Bina Marga Rp 87.116. 559 208
/ [EPY U Rp 77.748.517.950 99,55%
2 Realisas: Fisik
Sekretariat EEEERTEITEEN 96,24%
Realisas: Fisik

—_—

A. Peringkat Efisiensi Sektoral (Berdasarkan Selisih Positif Fisik-Keuangan)
1. Bidang Bina Marga: Unit paling efisien dengan deviasi positif terbesar pada
rekonstruksi jalan (Fisik 99,97% vs Keuangan 96,34%).
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Bidang Cipta Karya: Menunjukkan efisiensi substansial pada penataan gedung
dan optimalisasi infrastruktur limbah (IPLT).
Bidang Sumber Daya Air: Menunjukkan konsistensi efisiensi pada rehabilitasi

jaringan irigasi primer dan sekunder.

B. Ringkasan Celah Anggaran (Under-Absorption Areas):

1. Penyediaan Jasa Penunjang (Sekretariat): Menjadi titik lemah penyerapan

dengan angka 74,97%.

menunjukkan perlunya peninjauan kembali atas metodologi proyeksi kebutuhan

Rendahnya realisasi utilitas (listrik/air/komunikasi)

operasional untuk tahun anggaran mendatang agar tidak terjadi pembekuan dana
yang tidak produktif.

Pemeliharaan Alat Besar: Realisasi keuangan hanya mencapai 80,95%,
mengindikasikan adanya sisa pagu yang cukup besar pada biaya operasional
pemeliharaan yang tidak termanfaatkan secara maksimal.

Pernyataan Akhir: Rendahnya penyerapan pada sektor jasa penunjang dan
pemeliharaan alat inilah yang menjadi alasan utama mengapa DPUPR tidak
mencapai 100% realisasi keuangan secara total, meskipun target fisik hampir
tuntas sepenuhnya (98,49%). Secara objektif, DPUPR telah menunjukkan
akuntabilitas yang tinggi dengan mengedepankan efisiensi biaya pelaksanaan di

seluruh bidang teknis utama.

Adapun perincian Realisasi Anggaran DPUPR Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.15 Evaluasi Kesesuaian Kegiatan/Sub Kegiatan PUPR

Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan KendaraanD inas Operasional
atau Lapangan
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JUMLAH ANGGARAN REALISASI
URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Keuangan Fisik
(Rp) (Rp) (o/o) (0/0)
(2) (3) (4) (5) (6)
SEKRETARIAT 22,396,398,691.98 21,553,757,011.00 96.24 96.24
PROGRAM PENUNJANG URUSAN 19,340,306,386.98 18,512,904,035.00 95.03 95.03
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 54,956,790.00 52,083,000.00 94.77 94.77
Kinerja Perangkat daerah
1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 24,955,772.00 24,925,400.00 99.88 99.88
Perangkat Daerah
28 Koordinasi dan Penyusunan Laporan 30,001,018.00 27,157,600.00 90.52 90.52
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16,014,581,933.98 15,772,989,331.00 98.49 98.49
il Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15,637,516,637.98 15,449,306,731.00 98.80 98.80
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 358,437,000.00 305,107,000.00 85.12 85.12
Keuangan Akhir Tahun SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 18,628,296.00 18,575,600.00 99.72 99.72
Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran
SKPD
Aministrasi Umum Perangkat Daerah 621,745,245.00 614,939,416.00 98.91 98.91
1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 497,541,245.00 492,948,054.00 99.08 99.08
Kantor
2 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 124,204,000.00 121,991,362.00 98.22 98.22
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URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
BIDANG SUMBER DAYA AIR
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER AIR (SDA)
1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai (WSI) dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/ Kota
1. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan
kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Penyusunan Rencana Teknis dan
dokumen Lingkungan Hidup untuk
Konstruksi Bendungan Embung dan
Bangunan Penampung Lainnya
2. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem
Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah
Irigasi yang luasnya di bawah 1000 Ha
dalam 1 satu daerah Kabupaten/Kota
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
2. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan
Irigasi Permukaan
BIDANG CIPTA KARYA
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN AIR MINUM
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah
Kabupaten/Kota
1. Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum Bukan Jaringan Perpipaan
2. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi
dan Teknis Penyediaan Air Minum
(SPAM)
3. Perluasan Sistem Penyediaan Air mInum
(SPAM) Jaringan Perpipaan
PROGRAM PENGELOLAAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem
Penyediaan Sistem Air Limbah di Daerah
Kabupaten/Kota
= Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT) Air Limbah
,2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air
Limbah (SPALD)Terpusat Skala
Pemukiman
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di
Wilayah Daerah Kabupaten/Kota,
Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
(IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung
il Pemeliharaan, Perawatan dan
Pemeriksaan Berkala Gedung untuk
Kepentingan Strategi daerah
Kabupaten/Kota
BIDANG BINA MARGA
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
1. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan
Strategi Pengembangan Jaringan Jalan
serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
2 Penggantian Jembatan
3. Rekontruksi Jalan
4 Pemeliharaan Berkala Jalan
5 Survey Kondisi Jalan/Jembatan
6 Pemeliharaan Rutin Jalan
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

JUMLAH ANGGARAN
(Rp)
1,697,483,864.00

1,662,631,040.00

34,852,824.00
951,538,554.00

176,998,620.00

774,539,934.00
13,760,207,090.00

13,760,207,090.00
379,417,430.00

123,080,790.00

256,336,640.00

13,380,789,660.00

3,485,930,000.00
9,894,859,660.00

77,748,517,960.88
37,165,526,070.88

37,165,526,070.88

23,234,432,980.00

20,438,664.00

13,910,654,426.88
3,030,657,807.00

3,030,657,807.00

329,472,472.00

2,701,185,335.00

40,582,991,890.00
40,582,991,890.00

40,582,991,890.00

87,116,659,208.37
87,116,659,208.37
87,116,659,208.37

518,151,428.00

5,771,789,561.00
78,426,659,091.37
999,593,608.00
194,426,640.00
1,206,038,880.00
25,434,498.00
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Keuangan
(%)

(Rp)
1,272,538,492.00

1,241,766,128.00

30,772,364.00
800,353,796.00

173,363,785.00

626,990,011.00
13,674,856,790.00

13,674,856,790.00
378,398,680.00

123,070,190.00

255,328,490.00

13,296,458,110.00

3,469,914,700.00
9,826,543,410.00

76,029,609,294.00
36,894,474,344.00

36,894,474,344.00

23,036,365,744.00

20,239,100.00

13,837,869,500.00
3,015,495,776.00

3,015,495,776.00

314,978,176.00

2,700,517,600.00

39,135,134,950.00
39,135,134,950.00

39,135,134,950.00

84,066,785,541.00
84,066,785,541.00
84,066,785,541.00

517,368,900.00

5,731,310,641.00
75,554,318,950.00
899,058,850.00
193,772,500.00
1,170,955,700.00
25,357,200.00
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74.97

74.69

88.29
84.11

97.95

80.95
99.38

99.38
99.73

99.99

99.61

99.37

99.54
99.31

99.38
99.38

99.27

99.15

99.02

99.48

99.50

99.50

95.60

99.98

96.43
96.43

96.43

96.50
96.50
96.50

99.85

99.30
96.34
89.94
99.66
97.09
99.70

Fisik

(%)
74.97
74.69

88.29
84.11

97.95

80.95
99.55

99.55
99.80

99.99

99.61

99.98

99.98
99.31

99.55
99.55

99.46

99.89

99.02

99.48
99.64

99.64

99.33

99.95

99.37
99.37

99.37

97.83
97.83
97.83

99.89

99.77
99.97
89.94
99.73
97.66
99.70
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JUMLAH ANGGARAN REALISASI

NO URAIAN/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN Keuangan Fisik
(Rp) (Rp) (0/0) (0/0)
1. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Trampil 25,434,498.00 25,357,200.00 99.70 99.70
Konstruksi
1. Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi 25,434,498.00 25,357,200.00 99.70 99.70
Kualifikasi Jabatan Operator, Teknis atau
Analis
E BIDANG PENATAAN RUANG 880,930,829.00 879,933,898.00 99.89 99.89
8. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN 880,930,829.00 879,933,898.00 99.89 99.89
RUANG
1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah 704,226,045.00 703,315,198.00 99.87 99.87
(RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang
(RRTR) Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW 704,226,045.00 703,315,198.00 99.87 99.87
Kabupaten/Kota
2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan 80,339,984.00 80,267,600.00 99.91 99.91
Ruang daerah Kabupaten/Kota
1. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan 80,339,984.00 80,267,600.00 99.91 99.91
Ruang
3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian 96,364,800.00 96,351,100.00 99.99 99.99
Pemanfaatan Ruang daerah
Kabupaten/Kota
1. Penilaian Pelaksanaan Kesesuain Kegiatan 96,364,800.00 96,351,100.00 99.99 99.99
Pemanfaatan Ruang dan/atau Pernyataan
Mandiri Pelaku UMK
JUMLAH TOTAL 201,902,713,780.23 196,204,942,534.00 97.11 98.49

II1.2.1 Kebijakan Efisiensi Penggunaan Anggaran
Kebijakan efisiensi penggunaan anggaran merupakan strategi pengelolaan belanja
daerah yang diarahkan untuk mencapai output dan outcome program secara optimal
dengan penggunaan sumber daya yang terukur, rasional, dan berbasis prioritas. Pada
DPUPR, kebijakan ini dilaksanakan melalui pengendalian belanja operasional non-prioritas,
optimalisasi proses pengadaan berbasis kompetisi harga yang wajar terhadap HPS,
pelaksanaan /n-house training untuk peningkatan kompetensi SDM, serta penguatan

perencanaan teknis agar meminimalkan perubahan kontrak dan deviasi pelaksanaan.

Efisiensi tidak dimaknai sebagai pengurangan kualitas layanan, melainkan sebagai
upaya meningkatkan nilai manfaat setiap rupiah anggaran melalui perencanaan yang
presisi, pengawasan yang ketat, dan pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. Dengan
pendekatan tersebut, efisiensi menjadi instrumen pengendalian kinerja sekaligus
pendorong peningkatan capaian program pembangunan infrastruktur secara akuntabel

dan berkelanjutan.
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-

Salah satu kebijakan efisiensi penggunaan anggaran yang dilaksanakan DPUPR
pada Tahun 2025 vyaitu:

a. kebijakan penghematan melalui

KEBIJAKAN EFISIENSI . .
— ANGGARAN DINAS PUPR — perjalanan dinas luar daerah dengan

: ” . | menggunakan skala prioritas;
~ 1 g . @ b. Pengurangan biaya operasional

— Perjalanan Dinas Prioritas J Pengulr(aen:;:ralgxantg:ear:slonal ‘ kendaraan dina s, guna men gh emat

anggaran daerah. Hal ini termasuk

peninjauan ulang kebutuhan perjalanan

Penghematan perjalanan dinas luar daerah injauan ulang kebutuh ional dlnaS yang tldak priorltas;

dengan skala prioritas. kendaraan dinas.

c. DPUPR melaksanakan pelatihan

tenaga  kerja  konstruksi  melalui
L4 mekanisme in-house training. Model ini
| memanfaatkan tenaga instruktur dan

Pelatian tenaga kera konstuisi = ‘ narasumber teknis dari Balai Jasa

dengan instruktur internal.

Konstruksi Wilayah IV Surabaya yang
# Mengurangi Belanja Perjalanan Dinas ¢ Menekan Biaya Operasional

@ Optimalisasi Pelatihan Internal # Efisiensi Konsultan Khusus memlllkl kompetenSi serta pengalaman

lapangan, sehingga kebutuhan

Efisiensi Anggaran, Kinerja Tetap Optimal

peningkatan kompetensi dapat dipenuhi

tanpa ketergantungan pada konsultan

eksternal berbiaya tinggi. Selain menekan komponen belanja jasa konsultansi,
pendekatan ini juga memperkuat transfer pengetahuan berbasis praktik lokal,
mempercepat adaptasi terhadap kebutuhan proyek daerah, dan
meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelatihan. Kebijakan ini terbukti
mampu menjaga capaian kinerja Program Pengembangan Jasa Konstruksi
tetap optimal dengan realisasi anggaran yang efisien dan terukur; dan

d. Penggunaan Konsultan Individual (KI) pada Bidang Tata Ruang dan Cipta
Karya merupakan kebijakan efisiensi anggaran untuk pekerjaan yang bersifat
keahlian spesifik dan terbatas ruang lingkupnya. Skema ini dipilih karena
struktur biayanya lebih sederhana dibandingkan tender badan usaha, tanpa
komponen overhead dan margin perusahaan, sehingga lebih rasional
terhadap HPS. KI digunakan pada penyusunan dokumen teknis, asistensi
perencanaan, dan pendampingan teknis jangka pendek dengan kontrak

berbasis output yang terukur. Dengan tetap mematuhi ketentuan pengadaan,

Halaman II-32 | 52



LKJIP DPUPR
LOMBOK TENGAH

kebijakan ini meningkatkan efisiensi belanja jasa konsultansi tanpa

mengurangi kualitas substansi pekerjaan.

II1.3 EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah adalahh

aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan
permasalahan serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna
peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja di internal lingkup kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah. Adapun beberapa
langkah-langkah yang dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai bagian dari Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah, antara lain:

II1.3.1 Agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Adapun pelaksanaan agenda Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.16 Pelaksanaan Agenda dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No Uraian Kegiatan Rvevr;ti'(a:::a Sifat Output

1. Pembentukan Tim Penyusun renja dan RKA  Januari Tertentu/Insindental, dengan SK Kepala Dinas tentang
Tahun 2025 2025 mengevaluasi secara praktik Pembentukan Tim Penyusun

Renja dan RKA Tahun 2025

2. Penyusunan Pedoman Teknis Evaluasi Juli 2025 Tertentu/Insindental, dengan SOP Evaluasi Akuntabilitas
Akuntabilitas  Kinerja  Internal yang mengevaluasi secara praktik Internal
diformalkan

3.  Penyesuaian Cascading Juli 2025 Tertentu/Insindental, dan Cascading

dibutuhkan evaluasi dan
penyempurnaan

4. Pemantauan Perkembangan Realisasi Pekanan Rutin, Tiap Senin Pagi Pasca Berita Acara, Notulen,
Pelaksanaan Program Unit Pelaksana Apel Catatan Rapat
Bidang-Bidang secara langsung oleh
Pimpinan Unit/Kepala Dinas

5. Pelaporan akuntabilitas Kinerja secara Triwulan, Berkala Laporan Realisasi Triwulan,
berkala yang didokuemntasikan dan Semester Laporan Realisasi Semester,
diformalkan CALK (Catatan Atas Laporan

Keuangan)

6. Pengoptimalan peran Kepala Bidang dan Tentatif Tentatif Berita Acara  Kemajuan

PPK dalam memantau perkembangan Proyek

capaian kinerja  melalui  mekanisme
internal, baik formal atau non formal
Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
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DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Bomplsi Pusat Pamsrintanan Kab. Lombok Tengan Gedung A lantai 4 Jin Raden Puguh Praya

—
Sidang/Rapat
Hari/Tanggal
Waktu Sidang/Rapat
Acara
Lokasi

Pimpinan Sidang/Rapat
Notulis

Peserta Sidang Rapat

NOTULA RAPAT

MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Acara Kegiatan
1. Pembukaan

2. Pemaparan Capaian Kinerja
Program Bidang

3. Konfirmasi Kepala Bidang
terhadap Capaian Program

4. Arahan Kepala Dinas dan

Penutup

TRIWULAN IV TAHUN 2025

Rencana Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian
Kinerja Triwulan IV Tahun 2025

Desember 2025
08.00 Wita (Pasca Apel Pagi)
Rangkaian Diskusi Pencapaian dan Pelaporan
Kinerja Triwulan [V Tahun 2025
Ruang Rapat Kepala Dinas

Ir. Lalu Rahadian, M.Si / Kepala Dinas
Muhamad Sarjan, ST., MT/ Sekretaris Dinas

Kepala Bidang Bina Marga

Kepala Bidang Cipta Karya

Kepala Bidang SDA

Kepala Bidang Penataan Ruang
Kasubag Perencanaan dan Keuangan
Fungsional Perencana

. Kepala UPT Jasa Konstruksi

. Kepala UPT Peralatan dan Pengujian

ECRL N

Kepala Dinas berencana membuka secara
singkat dan menyampaikan tujuan diadakannya
rapat rutin di tiap hari Senin pada awal bulan,
termasuk didalamnya membahas perihal capaian
kinerja Program, permasalahan dan findak lanjut
terhadap permasalahan yang ada

Kepala Dinas berencana menyampaikan
Laporan Triwulan IV dan capaian pada masing-
masing Program. Terlaporkan bahwa kondisi

realisasi fisik dan keuangan hingga bulan
Desember (masih  berjalan) Tahun 2025
terealisasi sebesar Rp.
196,204,942,534.00  (97,11%).  (Laporan
Terlampir)

Pada dasarnya realisasi di tiap sub kegiatan

telah dilaksanakan

1. Periu untuk n
Kegiatan yang bersifat kontraktual dan
Kegiatan Fisik;

2. Menyusun Rencana Kerja Lebih Matang

LKJIP DPeL
LOMBOK TENG

PR
AL

Gambar 3.2 Penjadwalan Rapat Rutin Kinerja DPUPR per Triwulan di Tahun 2025

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran.
REPD:

Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Dacrah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Darah Dinas Pekerjaan Umun dan Penatean Ruang Kabupaten Lombok Tengah
Tahun Pelaksanazn 2025
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Gambar 3.3 Monev Triwulan IV melalui pengisian aplikasi e-Dalren Bapperida
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II1.3.2 Sumber Daya Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Yang dimaksud pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah SDM/pegawai
pelaksana yang memiliki kualifikasi pelaksana yang tertera dalam SOP Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal. Berikut disajikan informasi terkait hal tersebut:

II1.3.2.1 Standar/Pedoman yang Digunakan DPUPR Kabupaten Lombok Tengah
dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
Dalam konteks ini, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah biasanya merujuk pada
kerangka kerja yang mengintegrasikan standar-standar etika, kebijakan, serta prosedur
yang memastikan pencapaian tujuan organisasional dengan efisien dan efektif di bidang
pembangunan dan perencanaan wilayah. Penerapan standar pedoman ini melibatkan
identifikasi, pengukuran, dan pelaporan hasil kinerja internal.

Tabel 3.17 Standar/Pedoman yang Digunakan dalam Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No. Regulasi/Standar/Pedoman Penggunaan

1. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi  Penyusunan SOP,
pemerintah Pelaporan Kinerja

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Penyusunan SOP,

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Penyusunan SOP,
Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaporan Kinerja
4 Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Pelaporan Kinerja
Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah
Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

II1.3.2.2 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Tahun 2025
Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi pelaksana dalam evaluasi akuntabilitas
kinerja internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah memegang peran krusial dalam
memastikan kesinambungan dan efektivitas kegiatan evaluasi. Tim SDM ini terdiri dari
individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman mendalam terkait dengan bidang
pembangunan dan perencanaan wilayah, serta memahami sepenuhnya standar-standar
akuntabilitas yang berlaku. Adapun informasi terkait SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok Tengah pada tabel berikut.
Tabel 3.18 SDM Pelaksana Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
No. Uraian Penjelasan
1. SK Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Penyusun SAKIP Dasar penugasan pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal
2. Keputusan Bupati terkait Tim Penyusun Renstra
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Uraian Penjelasan
Keputusan Kepala Dinas terkait Penetapan Renstra DPUPR

Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025-2029

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

II1.3.2.3 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Internal
Penggunaan Teknologi Informasi (TI) dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal adalah untuk mempermudah proses evaluasi. DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah mengadopsi solusi TI untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi
dalam mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan data terkait kinerja internal. Sistem
TI dapat digunakan untuk otomatisasi pengumpulan data, mempercepat analisis hasil
evaluasi, dan menyajikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Adapun

bentuk penggunaan teknologi informasi yang telah dilakukan dan yang sedang dirintis

adalah sebagai berikut, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.19 Penggunaan Teknologi Informasi dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
DPUR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024

No

1.

5.

'Il'eknolog! Alamat Pemrakarsa Penjelasan
nformasi
e-SAKIP https://esr.menpan.go.id/ Kementerian Aplikasi yang menampilkan proses
REVIU Pendayagunaan Aparatur perencanaan kinerja,
Negara dan Reformasi penganggaran kinerja, keterkaitan
Birokrasi kegiatan/sub  kegiatan dalam
pencapaian target kinerja, dan
monitoring serta evaluasi
pencapaian kinerja dan keuangan
SIPD https://sipd.kemendagri.go Kemendagri Sistem Informasi Pemerintahan
.id/landing Daerah yang menyediakan data
dan informasi pembangunan
daerah yang terintegrasi dan
akurat
SPM https://spm.bangda.kemen  Kemendagri Sistem Informasi monitoring dan
dagri.go.id/ evaluasi penerapan SPM
e-Monev http://sim- Bapperida Kabupaten Sistem Informasi Monitoring dan
Bapperida bappeda.lomboktengahkab = Lombok Tengah Evaluation Pelaksanaan Program
.go.id/e- dan Kegiatan terhadap Renja dan
dalren/index.php/opd/opd DPA.
PPID https://ppid.lomboktengah  Diskominfo Kabupaten Sistem Informasi Publikasi
kab.go.id/ Lombok Tengah Pemerintah Kabupaten Lombok
Tengah
Google drive  Melalui email perencanaanpupriombokt = Digunakan untuk pengumpulan

engah@gmail.com

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2025
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II1.3.3 Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

Implementasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal DPUPR Kabupaten

Lombok Tengah tahun 2025 memegang peran penting dalam memandu langkah-langkah

perbaikan dan peningkatan efisiensi organisasi. Sebagai respons terhadap temuan-temuan

evaluasi, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah berkomitmen untuk mengimplementasikan

tindakan yang tepat guna mengoptimalkan kinerja internalnya. Adapun informasi terkait

Implementasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

II1.3.3.1 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

No.

Pelaksanaan rekomendasi yang dimaksud bukan hanya sebagai

langkah

perbaikan, tetapi juga sebagai komitmen DPUPR Kabupaten Lombok Tengah untuk

meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam menyelenggarakan tugas dan tanggung

jawabnya. Berikut bentuk pelaksanaan rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Internal.

Tabel 3.20 Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025
Dokumen
Pendukung

Uraian

Melaksanakan Tindak Lanjut
atas Rekomendasi Hasil
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal

Melaksanakan arahan dan
tindak lanjut dari Pimpinan
Unit/Kepala Dinas terkait
Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Internal

Laporan
Bulanan,
Laporan

Tri

Waulan, CALK

Berita
Catatan
Notulen

Acara,
Rapat,

Sumber: Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Penjelasan

Salah satu muatan dalam Laporan Bulanan/Triwulan
adalah Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut.
Muatan ini menjadi rekomendasi yang akan dilaksanakan
dan harus tertuang dalam Laporan berikut. Pola laporan
berkala ini merupakan bentuk evaluasi akuntabilitas
kinerja secara berkala.

Sebagai bentuk Instruksi kepada Kepala Bidang dan PPK
untuk melaksanakan arahan dalam peningkatan
Akuntabilitas Kinerja Internal.

I11.3.4 Upaya Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Menindaklanjuti hal tersebut, DPUPR Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan

kegiatan pemantauan (monitoring) dan sosialisasi penyusunan laporan kinerja unit kerja

agar sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja yang telah ditentukan.

Beberapa kegiatan pemantauan dan sosialisasi yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada

tabel berikut.

Tabel 3.21 Kegiatan Monitoring dan Sosialisasi Penyusunan Laporan Kinerja di DPUR
Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

No
1.

Kegiatan

Sosialisasi Hasil Evaluasi
Laporan AKIP Tahun 2025

Waktu
Pelaksana
Pelaksanaan
Sekretaris Dinas Juli 2025
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No
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Waktu

Kegiatan Pelaksana Pelaksanaan
Diskusi Kelompok Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Juli 2025
Terpumpun/Terpusat Bedah  beserta Unit Pelaksana Bidang
Laporan Kinerja
Pengumpulan data dan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Juli 2025
informasi beserta Unit Pelaksana Bidang
Penyusunan Laporan Kinerja  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Januari — Februari

beserta Unit Pelaksana Bidang 2025

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2025

Dari kegiatan monitoring dan sosialisasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa
manfaat yang diharapkan untuk diperoleh antara lain:

1. terpantaunya progres pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan kinerja unit
organisasi/unit kerja sehingga diharapkan laporan kinerja yang disusun dapat
selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

2. meningkatnya pemahaman pegawai dalam menyusun laporan kinerja yang baik
dan benar sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja;

3. meningkatnya koordinasi antar unit organisasi/unit kerja sehingga dapat
meminimalkan risiko terjadinya perbedaan data capaian kinerja serta dapat
mempermudah proses pengumpulan data capaian kinerja; dan

4. meningkatnya pemahaman pegawai mengenai berbagai kekurangan dari hasil
penyusunan laporan kinerja 2024 untuk penyempurnaan laporan kinerja 2025,

baik dari sisi tata bahasa maupun dari sisi kedalaman analisis.

Tabel 3.22 Perencanaan Agenda Rutin dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas
Kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2025

. Waktu
Kegiatan Pelaksana Pelaksanaan
Penyelarasan dan Penetapan  Sekretaris Dinas Januari
Perjanjian Kinerja
Penyusunan Laporan Kinerja  Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Januari
beserta Unit Pelaksana Bidang
Penyampaian Laporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Januari
Kinerja beserta Unit Pelaksana Bidang
Penyampaian Perjanjian Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Januari-Februari
Kinerja tahun berjalan
Evaluasi Pelaporan Kinerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan April -Desember
beserta Unit Pelaksana Bidang
Perbaikan Evaluasi Pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Juli - Desember
Kinerja beserta Unit Pelaksana Bidang

Sumber: Dokumentasi Kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, 2023
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II1.4 PEMANFAATAN LAPORAN KINERJA

Aspek yang menjadi penekanan

Pemanfaatan Laporan Kinerja berupa yaitu

perhatian pimpinan dan kepedulian seluruh pegawai terhadap laporan kinerja serta

bagaimana informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas,

penyesuaian anggaran, evaluasi, perencanaan kinerja tahun berikutnya, dan pengaruh

budaya kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Laporan Kinerja DPUPR ini

dilakukan analisis pemanfaatan kinerja yang mencakup aspek-aspek di atas.

Guna menilai sejauh mana pemanfaatan laporan kinerja tersebut, perlu dilakukan

penyebaran kuisioner. Diharapkan dapat digunakan informasi dari hasil kuesioner tersebut,

analisis pemanfaatan laporan kinerja juga diperkuat dengan bukti kuisioner. Dengan

demikian penggambaran pemanfaatan laporan kinerja dapat lebih lengkap dan objektif.

Adapun format isian Kuisioner Pemanfaatan Laporan Kinerja DPUPR disajikan dalam

Lampiran.

Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit

organisasi/unit kerja
19 responses

9 (47.4%) 9 (47.4%)

Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit
organisasi/unit kerja
19 responses

Gambar 3.4 Informasi Isu Strategis Dibahas
Pimpinan Unit

Gambar 3.5 Informasi Rencana Kerja Dibahas
Pimpinan Unit

Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasis/unit kerja dibahas oleh pimpinan unit
organisasi/unit kerja
14 responses

8 (42.1%)

Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas oleh pimpinan
unit organisasi/unit kerja
19 responses

Gambar 3.6 Informasi Rencana Kerja
Dibahas Pimpinan Unit

Gambar 3.7 Informasi Capaian Kinerja
Dibahas Pimpinan Unit
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Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja dibahas
oleh pimpinan unit organisasi/unit kerja
19 responses

0.0

5.0

2 (10.5%)

0 (@%)

Saya mengetahui informasi isu strategis unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja
19 responses

5

0(0%)

1 2 3 4

Gambar 3.8 Informasi Permasalahan dan
rekomendasi dibahas Pimpinan Unit

Gambar 3.9 Saya Mengetahui Informasi
Strategis

Saya mengetahui informasi rencana kerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja
19 responses

10 (52.6%)

0% 2(10.5%)

Saya mengetahui informasi capaian kinerja unit organisasi/unit kerja dalam laporan kinerja
19 responses

& 8(42.1%)

8(42.1%)

Gambar 3.10 Informasi Rencana Kerja
dalam Laporan Kinerja

Gambar 3.11 Informasi Capaian Kinerja
dalam Laporan Kinerja

Saya mengetahui informasi realisasi anggaran unit arganisasi/unit kerja dalam laparan kinerja
19 responses

8

8 (42.1%) 8 (42.1%)

3 (15.8%)

0(0%)

Saya Jii i dan i unit
laporan kinerja

18 responses

i/unit kerja dalam

9 (47.4%)

8(42.1%)

Gambar 3.12 Informasi Realisasi Anggaran
dalam Laporan Kinerja

Gambar 3.13 Informasi Permasalahan dan
Rekomendasi dalam Laporan Kinerja

‘Saya mengetahui informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam
laporan kinerja
19 responses

0 (@%)

Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan

dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
19 responses.

15

0(0%)

Gambar 3.14 Informasi Deviasi antara
Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan

Gambar 3.15 Informasi Kemajuan Hasil
Pelaksanaan dalam penyesuaian aktivitas
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Infarmasi deviasi antara rencana dengan realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja

berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
19 responses

15

14 (73.7%)

0(0%) 0 (0%)

Informasi permasalahan dan rekemendasi dalam laperan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja
19 respanses

8

8 (42.1%)

ERECT)

Gambar 3.16 Informasi Deviasi antara
Rencana serta Realisasi Fisik dan Keuangan
dalam penyesuaian aktivitas

Gambar 3.17 Informasi permasalahan dan
rekomendasi dalam penyesuaian aktivitas

Laporan kinerja periode sebelumnya menjadi acuan untuk penyusunan laporan kinerja periode
berikutnya
19 responses

8 8(42.1%)

8

3 (15.8%)

Informasi kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dalam laporan kinerja berkala telah digunakan

dalam penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja
19 responses

5

0(0%) 0(0%)

Gambar 3.18 Laporan Kinerja sebelumnya
menjadi acuan Laporan Kinerja Berikutnya

Gambar 3.19 Informasi kemajuan hasil
pelaskanaan kegiatan dalam penyesuaian
anggaran untuk mencapai kinerja

Informasi deviasi antara rencana serta realisasi fisik dan keuangan dalam laporan kinerja berkala

telah dalam untuk mencapai kinerja
19 responses

15

10
5
1(6:3%)
0(0%)
o L
1 2

Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam
penyesuaian anggaran untuk mencapai kinerja
19 responses

1(5.3%)
0(0%)

1 2 3 4

Gambar 3.20 Informasi Informasi Deviasi
antara Rencana serta Realisasi Fisik dan
Keuangan dalam penyesuaian anggaran

Gambar 3.21 Informasi permasalahan dan
rekomendasi dalam penyesuaian anggaran

Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam
evaluasi pencapalan keberhasilan kinerja
19responses

15

10 11 (57.9%)

1 (5.3%)
010%)

2

Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam
evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
19 responses

Gambar 3.22 Informasi Isu Strategis dalam
Laporan Kinerja pada Evaluasi Pencapaian
Keberhasilan

Gambar 3.23 Informasi Rencana Kerja
dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan
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=
Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam
avaluasi pencapaian keberhasilan kinerja evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
19 responses 19 respanses
10.0 100
8 (47.4%)
75 7.5 8 (42.1%)
50
50
25 25
2(10.5%)
N 2(10.5%) 0i0%) S
0(0%) 00
a0 1 2
1 2 3

Gambar 3.24 Informasi Capaian Kinerja
dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi
Pencapaian Keberhasilan

Gambar 3.25 Informasi Capaian Kinerja
dalam Laporan Kinerja pada Evaluasi
Pencapaian Keberhasilan

Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah

Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam
digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja

evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja
19 responses 19 responses.

100 10,0

9(47.4%) 8 (47.4%)

75 75

50 50

25 25

0 (0%) 0 (0%)
( -
00 00 1 (5.3%)
1 2 3 4 1 2

Gambar 3.26 Informasi Permasalahan dan
Rekomendasi dalam Evaluasi Pencapaian
Keberhasilan

Gambar 3.27 Informasi Realisasi Anggaran
dalam Evaluasi Pencapaian Keberhasilan
Kinerja

Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam Informasi isu strategis dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam
penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya
19 responses 19 responses

15 10.0
9 (47.4%)
12 (63.2%) 5
10 7 (36.8%)
50
7 (36.8%)
5
25
0(0%) 0 (0%)
1 00
1 2

Gambar 3.28 Informasi Rencana Kerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencaan
kinerja

Gambar 3.29 Informasi Isu Strategis telah
digunakan dalam penyesuaian perencaan
kinerja

Informasi capaian kinerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam Informasi rencana kerja dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah digunakan dalam
penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

19 responses 19 respanses

15

15

o

7 (36.6%)

0(0%) 00%)
0(0%) 0{0%)

Gambar 3.30 Informasi Capaian Kinerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencaan
kinerja

Gambar 3.31 Informasi Capaian Kinerja
telah digunakan dalam penyesuaian
perencaan kinerja
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Informasi permasalahan dan rekomendasi dalam laporan kinerja unit organisasi/unit kerja telah
digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

19 responses

10,0
75
5.0
25

0.0

Informasi realisasi anggaran dalam laporan kinerja unit organisasirunit kerja telah digunakan
dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya

14 responses

7 (36.8%)

Gambar 3.32 Informasi Permasalahan dan
Rekomendasi telah digunakan dalam
penyesuaian perencaan kinerja

Gambar 3.33 Informasi Realisasi
Anggaran telah digunakan dalam
penyesuaian perencaan kinerja

II1.5 PERBAIKAN KINERJA
II1.5.1 Tindak Lanjut Hasil Evaluasi/Reviu Bapperida dan Inspektorat

Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja berdasarkan temuan dalam LHP AMJ
Tahun 2025 Nomor 700.1.2.1/9/Bapperida/2026 dan Catatan Hasil Reviu Renstra. Adapun

beberapa perbaikan dalam hal Penerapan Manajemen Kinerja, disampaikan pada infografis

berikut.

TINDAK LANJUT

—TEMUAN—

No. Temuan LHP AM) ‘

Tindak Lanjut

Waktu Status
Pelaksanaan | Penyelesaian

Penetapan target indikator
belum berbasis capaian
tahun sebelumnya

Target indikator pada RKA
belum berbasis data
historis kinerja

Pemilihan Program/Kegia-
tan/Sub Kegiatandels

Menyusun baseline
kinerja 3 tahun terakhir
sebagai dasar peneta-
pan target tahunan sec-
ara realistis

Menyusun standar just-
ifikasi target berbasis
data historis dan melam-
pirkan analisis tren kin-
erja dalam dokumen RKA

Melakukan pemetaan
ulang dan

Triwulan IV :

Triwulan IV

Triwulan IV 2025
(sudah di k

sepenuhnya mendukung
pencapaian indikator.

Evaluasi kinerja belum
dilakukan secara terstruktur
dan periodik

PKSK terhadap indika-
tor, termasuk penyesuaian
sub kegiatan yang relevan

Menetapkan jadwal
evaluasi triwulanan;
formatlaporan baku. dan
membentuk tim monitor-
ing & evaluasiinternal.

dengan Renstra)

Triwulan IV 2025
(sudah disesuaikan

dengan Renstra)

v Dipastikan selesai tepat waktu oleh DPUPR

+/ Target indikator berbasis capaian historis v Program/ Kegiatan dukung indikator kinerja

+ Evaluasi kinerja rutin dan terstruktur v Panduan

ikasi target berbasis data

78l DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Raden Puguh Puyung - Praya Komplek Kantor Bupati Gedung A Lantai 4
E-ma

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Website

Praya, 3 Februari 2026

Nomor  :300-.1-\6g DPUPR/2026
Lampiran : 1 (satu
F Tanggapan Penyempurnaan atas Tindak Lanjut LHP AMJ Tahun 2025

Kepada
Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Risct dan Inovasi Daerah
Kabupaten Lombok Tengah
ai-

Praya

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Dengan hormat

iti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Lombok Tengah
Nomor :700.1.2.1/9/BAPPERIDA /2026 tertanggal 29 Januari 2026 perihal Tindak
Lanjut LHP AMJ Tahun 2025, bersama ini kami sampaikan penyempurnaan
tanggapan Dinas Pckerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lombok Tengah,
khususnya terkait hasil evaluasi penetapan target indikator yang belum sepenuhnya
berbasis capaian tahun sebelumnya.

Adapun yang kami

dalam rincian sebagai
berikut:

HASIL EVALUASI | TANGGAP. FENANOGUNG

%0 AN | TINDAK LANJUT e
Penetapan target | Dinas PUPR Penctapan target | Kepala Dinas

1. |indikator belum | menerima hasil | indikator berbasis | PUPR

sepenuhnya | evaluasi dan capaian tahun
berbasis capaian | akan
tahun memperbaiki
sebelumnya mekanisme
penetapan

1 target
Target indikator | Perlu penguatan | Penyusunan dan
2. | pada RKA belum | proses input RKA Tahunan
sepenuhnya penyusunan dengan target
berbasis data dan verifikasi berbasis capaian
historis kinerja tahun sebelumnya
| melalui SIPD dan
I dokumen terkait

Sekretaris Dinas

Gambar 3.34 Tindak Lanjut Laporan LHP AMJ Tahun 2025 disertai Bukti Dukung Surat
Tanggapan kepada Bapperida
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Adapun terkait Tindak Lanjut terhadap Hasil Temuan reviu Renstra DPUPR Adalah
ditampilkan sebagai berikut.

TINDAK LANJUT

—TEMUAN —
. HASIL REVIU RENSTRA |
. (CHR REVIU) s

i

Permasalahan / Temuan Reviu Renstra Tindak | Status
(CHR Reviu) Pelaksanaan Penyelesaian

Target TA 2025 belum tercantum pada tabel Oktober 2025
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Melengkapi seluruh tabel Renstra dengan target 2
indikator TA 2025 dan memastikan konsistensi | Oktober 2025
antar tabel

3 Target indikator belum didukung baseline data | 1o 5055
atau capaian tahun sebelumnya " el

*{i Masih terdapat indikator yang bersifat output, ok i oos wi"

belum menggambarkan outcome. Melakukan :

review dan perbaikan indikator dengan mengacu ‘ml h dnwa;m
pada Inmendagri 2/2025, memastikan minimal 1
indikator outcome pada level program

Sistematika penyusunan dokumen Ranbir Renstra | Oktober 2025
belum sepenuhnya sesuai regulasi

GeE i

Menata ulang sistematika Renstra, memperabiidik | Oktober 2025 S
catatan dalam kertas kerta Reviu, dan menyelaras - e g

kan dengan Inmendagri 2/2025 serta regulasi terka

5 | Evaluasi kinerja belum dilakukan secara ter- Oktober 2025
struktur dan periodik

v/ Target indikator dukung RPIMD dan berbasis data valid
v/ Renstra selaras regulasi terbaru

v/ Evaluasi dan monftoring kinerja tepat waktu

v Indikator Renstra mulai orientasi outcome

Gambar 3.35 Tindak Lanjut Hasil Reviu Renstra

Adapun terkait rincian Tindak Lanjut terhadap Hasil Temuan reviu Renstra DPUPR
adalah ditampilkan pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 3.23 Matriks Perbaikan Penerapan Manajemen Kinerja
berdasarkan Hasil Reviu Inspektorat terhadap Renstra
Permasalahan / Temuan

: : : Waktu Status
LG I;eel:,si:ra (CHR TindakLanjut Pelaksanaan Penyelesaian
Target TA 2025 belum Melengkapi seluruh tabel Renstra Oktober 2025 Selesai (dilakukan
tercantum pada tabel dengan target indikator TA 2025 dan Diskusi Dengan
Rencana memastikan konsistensi antar tabel Bapperida)
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Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan

2 Target indikator belum
didukung baseline data atau
capaian tahun sebelumnya

3 Masih terdapat indikator
yang bersifat output, belum
menggambarkan outcome

4 Sistematika penyusunan
dokumen Ranbir Renstra
belum sepenuhnya sesuai
regulasi

5 Evaluasi kinerja belum
dilakukan secara terstruktur
dan periodik

Menyusun baseline data seluruh
indikator Renstra (statistik, sektoral,
dan realisasi historis) sebagai dasar
penetapan target

Melakukan review dan perbaikan
indikator dengan mengacu pada
Inmendagri 2/2025, memastikan
minimal 1 indikator outcome pada
level program

Menata ulang sistematika Renstra,
memperbaiki catatan dalam Kertas
Kerja Reviu, dan menyelaraskan
dengan Inmendagri 2/2025 serta
regulasi terkait lainnya
Mengimplementasikan SOP evaluasi
kinerja, termasuk penyusunan
dashboard monitoring indikator

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2025

1<

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

Oktober 2025

LKJIP DPUPR
IMBOK TENGALH

Selesai (dilakukan
Diskusi Dengan
Bapperida)

Selesai (dilakukan
Diskusi Dengan
Bapperida)

Selesai (dilakukan
Diskusi Dengan
Bapperida)

Selesai (dilakukan
Diskusi Dengan
Bapperida)

II1.5.2 Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Perincian Hingga

Level Pelaksana dan Aktivitas)

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA SKPD

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam ranglea mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta

berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAYA GITA PERTIWT, ST
Jabatan :  PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN

Selanjutnrya disebut Pihak Pertama
Nama . LALURUDY HERMAWAN, ST., MPWK
Jabatan :  KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG

Selaku atasan pthak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian
ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dolumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut memnjadi
tanggung jawab kani

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan serta akan melakukan evaluasi terhadap
capaian kinerja dar perjamjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka

pemberian penghargaan dan sangsi.

Praya, 18 Januari 2026

Pihak Pertama
PELAKSANA,

/‘j«b W

MAYA GITA PERTIWL ST
NIP. 197212312006041045
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Dalam rangka memperkuat

akuntabilitas dan konsistensi
pencapaian target kinerja Tahun
2025, Pemerintah Daerah melalui
PUPR telah

penyempurnaan

Dinas melakukan

dokumen
perencanaan kinerja, khususnya pada
(PK)

mekanisme cascading kinerja hingga

Perjanjian Kinerja dan

level pelaksana dan aktivitas.
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level pejabat struktural, fungsional, dan pelaksana teknis.

Secara substantif, langkah penyempurnaan meliputi:

1. Penajaman Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
Indikator kinerja diformulasikan lebih terukur, spesifik, dan berbasis outcome. Setiap
indikator dilengkapi dengan definisi operasional, metode pengukuran, satuan ukur, serta
sumber data yang jelas, sehingga meminimalkan multiinterpretasi dalam evaluasi
capaian.

2. Cascading Kinerja Secara Vertikal dan Horizontal
Target kinerja kepala perangkat daerah diturunkan secara sistematis kepada sekretariat,
bidang, seksi/sub bidang, hingga pejabat pelaksana. Proses cascading memastikan:

o Setiap pejabat memiliki kontribusi langsung terhadap capaian IKU perangkat
daerah.

o Tidak terdapat aktivitas yang tidak memiliki keterkaitan dengan sasaran strategis.

o Terbangun garis komando dan tanggung jawab yang terukur (clear line of
accountability).

3. Perincian Hingga Level Aktivitas dan Sub Kegiatan
Target kinerja tidak hanya berhenti pada level output program, tetapi dirinci hingga
aktivitas operasional, seperti:

o Volume pekerjaan (Km jalan, unit jembatan, luas layanan irigasi, dll.)
o Standar mutu teknis
o Jadwal pelaksanaan
o Penanggung jawab teknis per kegiatan
Dengan pendekatan ini, setiap deviasi kinerja dapat ditelusuri sampai pada unit kerja
atau aktivitas yang menjadi sumber penyimpangan (performance traceability).

4. Integrasi Perjanjian Kinerja dengan Dokumen Penganggaran (DPA)
Penyempurnaan juga memastikan konsistensi antara Perjanjian Kinerja dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA), sehingga target kinerja selaras dengan alokasi anggaran.
Hal ini memperkuat prinsip performance-based budgeting dan meningkatkan efisiensi
penggunaan sumber daya.

5. Penguatan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Berkala
Dengan cascading yang lebih rinci, proses monitoring dilakukan secara triwulanan dengan
indikator yang sama antara PK dan laporan realisasi. Evaluasi tidak hanya berbasis
serapan anggaran, tetapi juga pada progres fisik, mutu hasil pekerjaan, dan kontribusi
terhadap indeks kinerja (Indeks Infrastruktur Wilayah, Indeks Konektivitas, dan Indeks

Kinerja Sistem Irigasi).
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Gambar 3.36 IKU DPUPR dengan Defisini Operasional Formulasi dan Target

CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 - 2030
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Gambar 3.37 Cascading Renstra DPUPR Tahun 2025-2029 hingga Level
Pelaksana/Aktivitas
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Gambar 3.38 CascadingTahun 2026 berdasarkan DPA tahun 2026 yang telah Ditetapkan

Disertai target Output untuk Level Pelaksana

II1.5.3 Penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja (Perincian Hingga

Level Pelaksana dan Aktivitas)

Penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja pada DPUPR Kabupaten Lombok

Tengah tidak hanya dilakukan pada aspek perumusan indikator dan target, tetapi juga

pada mekanisme pengendalian dan pemantauan kinerja hingga level pelaksana dan

aktivitas. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap sasaran strategis dan indikator kinerja

utama (IKU) terjabarkan secara operasional dalam bentuk perjanjian kinerja, cascading

target, serta rencana aksi yang terukur pada masing-masing bidang, seksi, hingga pejabat

fungsional dan staf pelaksana.

Dalam implementasinya, pemantauan dilakukan melalui dua instrumen utama, yaitu

Laporan Kinerja Berkala dan Berita Acara Rapat/Notula Evaluasi Kinerja.

1. Laporan Kinerja Berkala
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Setiap unit kerja menyampaikan laporan kinerja secara

. LKHPTWI
&
Tahun 2025

periodik yang memuat realisasi output, capaian indikator,
deviasi terhadap target, serta permasalahan dan langkah
tindak lanjut. Laporan ini menjadi dasar pengendalian

internal dan memastikan bahwa capaian kinerja tidak

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LKJ-IP)
DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TRIWULAN | TAHUN 2025

hanya dilihat pada akhir tahun, tetapi dipantau secara

progresif sepanjang tahun anggaran. Dengan mekanisme

ini, potensi keterlambatan atau ketidaktercapaian target

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH

@ xomplek Pusat Pemerintahian Jakan Raden Puguh Puyung Praya

dapat diidentifikasi lebih dini dan segera dilakukan langkah
korektif.
2. Berita Acara Rapat/Notula Evaluasi Kinerja

£} https://lomboktengahkab.go.id
a 1628190760122

{2 perencansanpuprlomboktenah@gmailcom

Evaluasi kinerja dilaksanakan melalui rapat

yang
terdokumentasi dalam berita acara atau notula

juzes PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Teagan A 1aniai 4 Jn BaGen Puguh Fraya

koordinasi dan rapat  evaluasi

NOTULA RAPAT
MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA
TRIWULAN | TAHUN 2025
Sidang/Rapat : Rencana Rapat Menitoring dan Evaluasi
Capaian Kinerja Triwulan | Tahun 2025
HarifTanggal o April2025
Waktu Sidang/Rapat * 0800 Wita (Pasca Apel Pagi)

o ¢ Bangian s Pencpaancan resmi. Dokumen tersebut memuat pembahasan

Pimpinan Sidang/Rapat Ir. Lalu Rahadian, M.Si / Kepala Dinas
Notulis - Muhamad Sarjan, ST., MT/ Sekretaris

Dinas

capaian indikator, kendala teknis dan

Peserta Sidang Rapat : a. Kepala Bidang Bina Marga
b. Kepala Bidang Cipta Karya
c. Kepala Bidang SDA
d. Kepala Bidang Penataan Ruang
€. Kasubag Perencanaan dan Keuangan

administratif, rekomendasi perbaikan, serta

f. Fungsional Perencana
0. Kepala UPT Jasa Konstruksi

Acara Kegiatan
1. Pembukaan

2. Pemaparan Capaian Kinerja
Program Bidang

3. Konfirmasi Kepala Bidang
terhadap Capaian Program

4. Arahan Kepala Dinas dan
Penutup

h. Kepala UPT Peralatan dan Pengujian

: Kepala Dinas berencana membuka

secara singkat dan menyampaikan tujuan
diadakannya rapat rutin di tiap hari Senin
pada awal bulan, termasuk didalamnya
membahas perihal capaian  kinefa
Program, permasalahan dan tindak lanjut
terhadap permasalahan yang ada

: Kepala Dinas berencana menyampalkan

Laporan Triwulan | dan capaian pada
masing-masing  Program.  Terlaporkan
bahwa kondisi realisasi fisk dan
keuangan hingga bulan Maret Tahun
2025 baru ierealisasi sebesar Rp.
7,203,868,243.00 (3268 %). (Laporan
Terlampir)

: Terkonfirmasi bahwa yang keuangan dan

fisik yang terealisasi adalah gaji dan
tambahan penghasilan, dan ATK masing-
masing bidang

1.Perlu  untuk  mempercepat  dan
menysgerakan Kegiatan yang bersifat
kontraktual dan Kegiatan Fisik;

2 Perlu untuk menganalisis data secara
cemat, obyektif dan realistis

penugasan tindak lanjut yang jelas kepada
pejabat atau pelaksana terkait. Dengan adanya
notula kinerja, proses pengendalian menjadi
lebih akuntabel karena setiap keputusan dan
komitmen tercatat secara administratif.

Melalui mekanisme ini, perencanaan kinerja
tidak berhenti pada dokumen formal, tetapi

terhubung langsung dengan proses monitoring

dan evaluasi yang sistematis. Penyempurnaan ini memperkuat budaya kinerja berbasis

data (performance-based management), meningkatkan disiplin pelaporan, serta
memastikan bahwa seluruh aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan benar-benar
berkontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

secara terukur dan akuntabel.
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II1.5.4 Inovasi Kinerja melalui SI PRAJA (Sistem Informasi Pengukuran

Kinerja)

| Qi
PRAJA

<

Dalam rangka memperkuat sistem pengukuran dan
pengendalian kinerja internal, DPUPR Kabupaten Lombok
Tengah menggagas inovasi SI PRAJA (Sistem Informasi
Pengukuran dan Kinerja) sebagai instrumen manajemen kinerja
berbasis data yang terintegrasi antara perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan.

A. Latar Belakang dan Rasionalisasi

Evaluasi pelaksanaan kinerja DPUPR menunjukkan bahwa meskipun dokumen

perencanaan (Renstra, Renja), Perjanjian Kinerja, serta cascading indikator telah tersusun

hingga level bidang dan seksi, masih diperlukan penguatan pada aspek:

1. Konsistensi antara target fisik, keuangan, dan outcome.

2. Monitoring capaian indikator secara periodik dan terstruktur.

3. Analisis deviasi kinerja berbasis data riil lapangan.

4. Keterlacakan kontribusi kinerja hingga level pelaksana.

Sebagai perangkat daerah teknis dengan karakter pekerjaan berbasis infrastruktur fisik

(jalan, irigasi, air minum, sanitasi, bangunan gedung, dan tata ruang), DPUPR

memerlukan sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya administratif, tetapi operasional

dan berbasis progres riil pekerjaan.

B. Tahun 2025: Tahap Perancangan dan Desain Sistem

Pada Tahun 2025, SI PRAJA berada pada tahap perancangan desain sistem dengan fokus

pada:

Penyusunan Arsitektur Sistem
e Penyelarasan indikator RPJMD dengan IKU DPUPR.

o Cascading indikator hingga level bidang, seksi, dan aktivitas.

e Penyusunan definisi operasional setiap indikator (metadata indikator).

Desain Dashboard Kinerja

Perancangan tampilan dashboard yang mampu menampilkan:

o Target vs realisasi fisik dan keuangan.

e Persentase capaian kinerja.

o Tingkat efisiensi (output terhadap serapan anggaran).

e Analisis deviasi dan progres mingguan/bulanan.

Integrasi Dokumen Perencanaan
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o Sinkronisasi dengan Renstra, Renja, DPA, dan Perjanjian Kinerja.

e Penautan indikator program dengan sub kegiatan teknis (misalnya: rehabilitasi
jaringan irigasi, pembangunan jalan mantap, cakupan layanan air minum).

Penyusunan Roadmap Implementasi

o Identifikasi kebutuhan infrastruktur IT.

e Penentuan skema penginputan data berbasis bidang.

e Penyusunan standar operasional pengelolaan data kinerja.

Tahap ini menghasilkan blueprint SI PRAJA DPUPR sebagai dasar pengembangan aplikasi

pada tahun berikutnya.

C. Tahun 2026: Tahap Pematangan dan Implementasi Aplikasi

Pada Tahun 2026, SI PRAJA memasuki tahap pematangan dan pengembangan aplikasi

secara operasional, meliputi:

1. Pengembangan sistem berbasis web/aplikasi internal DPUPR.

2. Uji coba implementasi pada beberapa bidang prioritas (SDA, Bina Marga, Cipta Karya,
Tata Ruang).

3. Integrasi data fisik dan keuangan secara periodik.

4. Penerapan fitur early warning system terhadap deviasi target.

Pelatihan operator dan pejabat penanggung jawab kinerja.
D. Kontribusi terhadap Peningkatan Kinerja DPUPR
SI PRAJA dirancang sebagai alat kendali manajerial untuk:
1. Mempercepat identifikasi hambatan pelaksanaan kegiatan.

. Meningkatkan akurasi pelaporan kinerja LKPJ dan LKjIP.

2

3. Menguatkan pengendalian target Indeks Infrastruktur Wilayah.

4. Mendorong efisiensi belanja melalui pemantauan rasio output terhadap anggaran.
5

. Meningkatkan akuntabilitas kinerja hingga level pelaksana teknis.
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Dengan pendekatan tersebut, inovasi SI PRAJA menjadi bagian dari penguatan tata
kelola internal DPUPR Lombok Tengah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap
program dan kegiatan infrastruktur memberikan dampak terukur terhadap peningkatan

layanan dasar dan kualitas infrastruktur wilayah.

-] % Bookmarks @ M Gmail @ Maps @B YouTube B Terjemahkan [J Folder baru 3 All Bookmark
Q,. SI PRAJA Profil Organisasi ~ Layanan Publik ~ Informasi Lainnya ~ Kontak Masuk
Rty

SELAMAT DATANG DI SI PRAJA

SISTEM INFORMASI

PENGUKURAN KINERJA

DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Selengkapnya )

Gambar 3.39 Halaman Depan Prototipe SI Praja

28 % Bookmarks @ M Gmall 9 Maps B YouTube B Teriemahkan [ Folder baru [ All Bockmarks
= £. SIPRAJA
oa Dashboard Selamat datang, Administrator! X
! Beranda
DASHBOARD Kamis, 12 Februari 2026 | 01:04:38 WITA

MENU UTAMA

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Indeks Infrastruktur
Kepegawaiar
Satuan: Indeks Satuan: Angka

il Indikator Kinerja

ndikator Kinerja Uta.» Indikator Kinerja Utama

Gambar 3.40 Visualisasi SI Praja menampilkan IKU DPUPR
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BAB IV

PENUTUP

IV.1 SIMPULAN UMUM

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja DPUPR Kabupaten Lombok Tengah

Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah menunjukkan

capaian yang efektif dan melampaui sebagian besar target Perjanjian Kinerja.

1. Indeks Infrastruktur Wilayah mencapai 72,46 dari target 71,05 (101,98%).

Peningkatan ini merupakan hasil perbaikan komponen jalan, layanan air minum dan

sanitasi, serta kontribusi Indeks Kinerja Sistem Irigasi melalui penyusunan DED £40 DI,

rehabilitasi 12 DI, pelaksanaan OP 13 DI, serta penerapan ePAKSI berbasis aplikasi.

Kenaikan indeks terjadi secara komposit lintas sektor.

2. Indeks Pelaksanaan Penataan Ruang mencapai 88,53 dari target 81 (109,30%).

Capaian ini ditopang oleh kemajuan substansial RTRW dan RDTR, integrasi KLHS,

asistensi intensif dengan provinsi dan kementerian, serta penguatan pengendalian melalui

Forum Penataan Ruang (FPR) yang berbasis rekomendasi teknis.

3. Indeks Konektivitas terealisasi sebesar 88,44 dari target 87 (101,65%). Capaian ini
didukung rekonstruksi jalan 23,56 km, peningkatan kemantapan jalan menjadi 76,87%,

penanganan 4 unit jembatan, serta pemeliharaan rutin 13 ruas dan respons cepat

penanganan darurat.

4. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang tercapai 100%, menunjukkan

konsistensi penuh antara penerbitan KKPR dan RTR melalui mekanisme verifikasi teknis

dan survei lapangan.

Secara keseluruhan, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa penguatan perencanaan

teknis, intervensi fisik terarah, modernisasi sistem evaluasi, serta penegakan tata ruang berbasis

regulasi telah meningkatkan efektivitas penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan

ruang.
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IV.2 SARAN/REKOMENDASI
1. Pengembangan dan Pematangan Sistem Informasi Kinerja (SI PRAJA)

Perlu dilakukan pengembangan lanjutan terhadap inovasi SI PRAJA sebagai instrumen
pengukuran dan pengendalian kinerja berbasis digital.
o Tahun 2025 telah dilakukan perancangan desain sistem.
o Tahun 2026 perlu difokuskan pada pematangan aplikasi, integrasi indikator
hingga level kegiatan dan sub kegiatan, serta dashboard monitoring real time.
SI PRAJA diarahkan menjadi sistem utama yang menghubungkan Perjanjian
Kinerja, cascading indikator, realisasi fisik-keuangan, serta capaian indeks kinerja
secara terstruktur.
2. Penguatan Pemantauan Kinerja Berkualitas Antar Jenjang
Diperlukan mekanisme monitoring berjenjang dari Kepala Dinas hingga level pelaksana
melalui:
o Evaluasi berkala berbasis Laporan Kinerja internal per bidang.
o Rapat monitoring yang terdokumentasi dalam Berita Acara/Notula Kinerja
sebagai instrumen pengendalian formal.
o Penelusuran deviasi indikator hingga level aktivitas untuk memastikan
akuntabilitas individual dan unit kerja.
Pendekatan ini akan memperkuat budaya kinerja, bukan sekadar pelaporan
administratif.
3. Penguatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur
Alokasi OP jaringan irigasi dan pemeliharaan rutin jalan perlu dijaga konsistensinya
untuk mencegah percepatan degradasi aset dan menjaga stabilitas nilai indeks.
4. Percepatan Finalisasi Dokumen Tata Ruang
Penetapan RTRW dan RDTR perlu diprioritaskan agar menjadi dasar hukum yang kuat
dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan mendukung kepastian investasi.
5. Peningkatan Partisipasi dan Pengawasan Sosial
Strategi komunikasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan pekerjaan
konstruksi perlu diperkuat guna mendukung pengendalian mutu di lapangan.
Dengan penguatan sistem digital melalui SI PRAJA, monitoring kinerja yang terstruktur
antar jenjang, serta konsistensi pada perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur, DPUPR
Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu mempertahankan tren peningkatan kinerja dan

memperkuat tata kelola pembangunan yang akuntabel, terukur, dan berkelanjutan.

Halaman IV-2 |2
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INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026-2030

KONDISI | TARGER KINERJA SASARAN TAHUN KE-
PENANGGUNG KONDISI
KODE TUJUAN KODE INDIKATOR RUMUS/FORMULASI SUMBER DATA AWAL
JAWAB AKHIR
2025 1 2 3 4 5
(2026) | (2027) | (2028) | (2029) | (2030)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
. LT.1 |Indeks Kualitas Layanan | Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan- | Laporan Survei
Meningkatnya Akses Infrastruktur (IKLI) RB Nomor 14 tahun 2017 Kepuasan
T1 Masyarakat terhadap P Kepala Dinas 52.68 53.91 | 56.40 | 58.81 61.71 64.76 64.76
: IKLI = (Z (ni x w)) / Z wi) Layanan
infrastruktur Berkualitas
Infrastruktur
Ls.1
x:':ai:tgx::tt:za Kualitas Indeks Infrastruktur Indeks komposit antara infrastruktur jalan, air minum,
s1 sanitasi aman, transportasi listrik, dan internet Laporan Kinerja Kepala Dinas 56.35 58.55 60.63 63.18 65.86 69.46 69.46
Infrastruktur
Meningkatnya kesesuaian L.S.2 |Persentase Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang yang Pemanfaatan Ruang L
Tertib dan Berkelanjutan (Jumlah Pemanfaatan Ruang Laporan Kinerja
s2 KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR/Jumlah Total Bidang Penataan Kepala Dinas 100 100 100 100 100 100 100
Pemanfaatan Ruang KKPR Yang Diterbitkan)x100% Ruang
Meningkatnya Akuntabilitas | 1.S.2 |Nilai Implementasi SAKIP
Kinerja Penyelenggaraan Perangkat Daerah
Urusan Permerintahan Laporan
s3 Daerah Nilai SAKIP DPUPR oleh Inspektorat Penilaian SAKIP Kepala Dinas 72 73.04 | 75.56 | 77.03 | 79.15 | 80.12 80.12
DPUPR
Komponen Indikator Yang Digunakan
Air Minum Ketahanan Air - Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layal
Sanitasi Rumah tangga dengan akses sanitasi aman
Jalan Tingkat Kemantapan Jalan
T P i (Rasio Ki ivitas) Rasio Konektivitas
Listrik Rasio Elektrifikasi
Internet Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Internet

Definisi Operasional

L.T.1 |Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah ukuran komposit yang
menggambarkan tingkat ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Indeks ini menunjukkan sejauh mana penduduk memperoleh layanan infrastruktur yang layak, aman, dan berkelanjutan.

81 |mndeks Infrastruktur adalah ukuran agregat dari kinerja infrastruktur Urusan Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang

S.2 [P ruang adalah Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang adalah perbandingan antara jumlah
kegiatan pemanfaatan ruang (atau luas kawasan terbangun) yang sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW/RDTR) dengan total
Pemanfaatan Ruang KKPR yang diterbitkan

S$.3 |Nilai i SAKIP P Daerah adalah ukuran capaian penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) pada masing-masing perangkat daerah, yang mencerminkan sejauh mana instansi menerapkan prinsip kinerja berbasis hasil
(result-based performance management).

TAAN RUANG,
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Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif
dan

Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Energi

dan Air
INDIKATOR
Indeks Ketahanan Pangan

CCROSSCUTTING SEJUMLAH PERANGKAT DAERAH

ULTIMATE
OUTCOME

SASARAN 3.1

Pemenuhan Kebutuhan Pangan, Energi dan
Air

secara merata dan

INDIKATOR

Indeks

Wilayah

SASARAN T

Akses terhadap infrastruktur berkualitas

Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur

SASARAN (PJ. Dinas)
Meningkatnya Kualitas Layanan
Infastruktur

Indikator Kinerja
Indeks Infrastrukeur
T

‘Sasaran Kinerla

‘Sasaran Kinerla

‘Sasaran Kinerja

‘Sasaran Kinerja

‘Sasaran Kinerja

Kualitas bangunan

terhadap irigasi

Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan
Kab/Kota,

yang nyaman dan aman

Tingkat Kemantapan Jalan

terhadap Sistem Penyediaan Air Minum

1. Persentase peningkatan Jumlah
Penduduk yang mendapatkan akses
terhadap air minum melalui SPAM
jaringan perpipaan terlindungi dan
bukan jaringan perpipaan terlindungi
terhadap jumlah penduduk.

2.Ketah, Ak

Minum

terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah

1. Persentase penduduk yang

akses sanitasi (air

gedung

1. Persentase kepatuhan PEG &
SLF Kabupaten /Kota.

2. Persentase Bangunan Gedung dalam
Kondisi Baik.

3. Proporsi fasilitas pemerintah dacrah
yang menggunakan

EBT;
Jistrik per kavita.

‘Sasaran Kinerla

Meningkatnya kompetensi tenaga
Konstruksi

Persentase Tenaga Kerja Konstruksi
Kualifikasi Ahli

‘Sasaran Kineria

‘Sasaran Kineria

Mantap

Pr I
Permukaan yang Berfungsi Baik

Perynwe Prosarana rgasi Permukaan
ng Berfungsi

Kabupaten/Kota

Persentase Peningkatan Jalan Mantap
Kabupaten/Kota

‘Sasaran Kinera

Infrastruktur

Persentase Cakupan Drainase dalam
Kondisi Baik

Permukiman

Persentase Cakupan Infrastrukiur
Permukiman dalam Keadaan Baik

‘Sasaran Kineria

Tersedianys Unit SPAM yan Beroperasi
uai standar teknis

Perunlau Unit SPAM Non Perpipaan
roperasi sesuai standar teknis

‘Sasaran Kineria

Kinerja
permohonan perizinan

o
terlayani oleh Sistem Pengelolaan Air
bah Domestik (SPALD| Terpusat

‘Sambungan Rumah yang terlayani oleh
Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat

bangunan sedung yang diproses et
standar lavanan

Persentase permohonan pe:
bangunan gedung yang diproses tepat
swaktu sesuai standar lavanan

‘Sasaran Kineria

Tersedianys peserts yang ulus
rifikasi kompetens

Persentase peserta yang lulus se;
kompetensi

‘Sasaran Kineria

Terwujudnya pengawasan lembaga jasa.
konstruksi

Persentase pelaku usaha Jasa
Konstruksi yang patuh terhadap regulasi

‘Sasaran Kineria

Bertambahnya Panjang Cakupan
Drainase dalam Kondisi Baik

JPersentase Peningkatan Pertambahan
upan Drainase dalam Kondisi Baik

‘Sasaran Kineria
Bertambahnya Cakupan Infrastruktur
Permukiman Dasar pada Kawasan
Strategis Dacrah vang Berfungsi Baik

Persentase Cakupan Infrastruktur
Permukiman Dasar pada Kavasan
vang Berfungsi Baik

Meningkatnya Jaringan Irigasi
Permukaan

Indikator Kineria

Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
yang Ditingkatkan

Terlaksananya rekonstruksi jalan

Indikator Kineria

Terbangunnya Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Bukan Jaringan
Perpipaan

Indikator Kinerja

Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum|

jang jalan yang

Perpipaan yang

‘Sasaran Kineria

Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan
Air imbah Domestik (SPALD) Terpusat
kala Permukiman.

Indikator Kinerja

Jumiah Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat Skala.
Permukiman yang dioptimalisasi

1erseienggaranya renerotan
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),
Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti
Kepemilikan Bangunan Gedung,
{SBKEG), Rencana Teknia
ngkaran Bangu
(RTE) o Bratost AR PR T Penﬂm
‘Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataa

Jumilah Penerbitan Persetujuan
msunan Gedung [PBO) Serinkat Lok
Fungsi (9L, Surat Bukt
Bangunan Gedunt (SBKEG), Rencana
‘Teknis Pembonglar:

‘Sasaran Kineria

Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi
Jabtan Operator Tlnil st Anals
ang mendapatkan Pelatihan

Indikator Kinerja

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi

Jasa Konstruksi Kabupaten /Kota yang,
mendapatkan Pengawasan dan Bvaluasi
rertib Penyelenggaraan

Indikator Kinerja

Jumiah Plet Pekeriaan Jasa Konstruksi
Kabupaten /Kota yang Diawasi dan
Dievaluasi Tertib Penyclenggaraan

Tersusunnya Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Drainase
Lingkungan

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,
Stateg dan Teknis Sistem Drsinase

Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur
T di evasan sctcgis
en/Kota

Indikator Kineria

Jumlah Rumah Tangga di Kawasan
Strategis Kabupaten /Kota yang
Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur

Panjang Jringan g asi Permukaan
ang Direhabilitasi

Panjang jalan yang dipelihara secara
rutin

s mla.h h Sambungan Rumah yang
oleh perluasan Sistem
Penyedlaan An Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan

Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpus
Hinja (PLT) yang dioptimalisas

Jumlah Bangunan Gedung untuk

pentingan Strategis Kabupaten /Kota

yang Dipeli at, dan Diperiksa
Kala

Jumlah Training Need Assessment (TNA)
Pelatihan Tenaga Kera Konstruksi
alifikasi Jabatan Operato
Tekni: e Anciie yang Diseciaan

e g WTB) e P A T8, o Ay i, T angan yang o Peny
Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan a
Pendaan Bamgnin Gedung melai
Shino
ey ey ey ey ey ey ey Sararn Hinera
e Pensedionn A Bangeanan Gedung untuk Kepentingan | | Tersedianya Trainin Necd Assessment g St Penyecdiann e
g || S b 650 || sy s penstan| | S Do faen s | | 55 s Tet K Kt Meninghataya Sitem Drainase Testngunnya st Penyecan o
Fermakaan ; gen Perpipaan yang mendapal rampos Tinga (PL) mendapatican Pemeliharaan,Perawatan, Kaalifkas Jabatan Operstordan Ferotaan finum (SPA) Jaringan Perpipann
‘dan Pemeriksanaan Berkala Teknisi atau Anali asan Strategis paten /Kot
Indikator Kineria Indikator Kineria Indikator Kineria Tt K ndikator Kineria ndikator Kineria Indikator Kineria Indikator Kinerla

Jumiah Sistems Drinase Perkotaan yang
inglatkas

Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum|
(SPAM) Jaringan Perpipaan i Kavasan
is Kabupaten /Kota yan,
dibangun




Beroperasi dan

Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
yang Direhabilitasi

‘Sasaran Kineria ‘Sasaran Kineria
) berkala
Irigasi Permukaan jalan
Indikator Kineria Indikator Kineria

Panjang jalan yang dipelihara secara
berkala

‘Sasaran Kineria

Tersusunnya Rencana, Kebijak:
Steatest dan Teknis Sistem Penyedisan
Air Minum (SPAM)

Indikator Kineria

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,
Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan
Air Minum (SPAM) yang disusun

‘Sasaran Kineria

Meningkatnya Instalasi Pengolahan
Lumpur Tinja (IPLT)

Tndikator Kinetia

Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur
Tinja (IPLT)yang ditingkatkan

‘Sasaran Kineria

Terlaksananya Bantuan Teknis
Pembangunan Bangunan Gedung
Negara untuk Kepentingan Strategis
Kabupaten /Kota

Indikator Kineria
Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan

Bangunan Gedung Negara untuk
Kepentingan Strategis Kabupaten /Kota

‘Sasaran Kineria

Terasltasinya Sertfkas Tenaga Keria
Ronstruk Kaalifs! Jabatan Opersor
in Teknisi atau Analis

Indikator Kineria

Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi
Kualifikasi Jabatan Operator dan
Teknisi atau Analis yang Difasilitast
Sertifikasi

Sasaran Kineria

Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan
Irigasi Permukaan

Indikator Kineria

Panjang Jaringan Irigasi Permukaan
yang Dioperasikan dan Dipelihara

Sasaran Kineria

Terlaksananya rehabilitasi jalan

Indikator Kineria

Panjang jalan yang direhabilitasi

‘Sasaran Kinerla

Terfasilitasinya operasional kegiatan
Pengelola Irigasi

Indikator Kinerja

Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang
beroperasi

‘Sasaran Kinerla
Terlaksananya penggantian jembatan

Indikator Kinerja

Panjang jembatan yang dilakukan

‘Sasaran Kineria

Tersusunnya Dukungan Teknis bidang
gasi dan Rawa.

Indikator Kineria

Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi
dan Disusun

‘Sasaran Kineria
Terpeliharanya jembatan secara rutin

Indikator Kineria

Jumlah jembatan yang dipelihara secara
tin

‘Sasaran Kineria
Terkelolanya leger jalan

Indikator Kineria

Jumlah dokumen leger jalan yang
dikelola

‘Sasaran Kineria
Jalan fjembatan yang mendapatkan
s disi

Indikator Kinerja

Panjang jalan /jembatan yang disurvey
kondisinya dikelola

‘Sasaran Kineria

Tersusunnya rencana, kebijakan,
Deis<longiaraan an dan fembaten

Kineria
Jumlah dokumen rencana, kebijakan,
strategi dan teknis pengembangan

jaringan jalan serta
penyelenggaraan jalan dan jembatan

EI
f

‘Sasaran Kineia
Terlaksananya Pelebaran Jembatan

Indikator Kineria

Panjang jembatan yang dilebarkan

‘Sasaran Kineria

Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur
Tinja

Indikator Kineria

Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani
Jasa Penyedotan Lumpur Tinj

‘Sasaran Kineria

Tersusunnya Kebijakan terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Indikator Kineria

Jumlah Dokumen Kebijakan terkait
Penyelenggaraan Bangunan Gedung

‘Sasaran Kineria
Kelembagaan Jasa Konstruksi yang
mendapatian Pembinaan dan
Peningkatan Kapasitas
Indikator Kineria

Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang
Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya

EI
i

‘Sasaran Kineria
Tersedianya Unit pengolahan setempat

Indikator Kinerja
Jumlah Rumah Tangga yang memiliki
fsilitas buang air besar individual
dengan Kloset leher angsa dan unit
pengolahan setempat anaerob yang
dapat berupa tangki septik dengan
pengolahan lanjutan /sesuai SNI 2398)

atau lah

‘Sasaran Kineria

Tersusunnya Rencana, Kebijakan,
Stateg dan Teknis Sistem Pengeloaan
Limbah Domestik (SPALD)

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan,
Stategl dan Toknis Sistem Pengelol
bah Domestik (SPALD)] yang

z
£
af
£
£

‘Sasaran
Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan
Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat

Indikator Kineria
Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat Skala.

‘erkotaan van

‘Sasaran Kineria
Terbangunnya Sistem Pengelolsan Aix

KapasitasStaem Pengelolean Ar
imbah Domestik (SPALD) Terpusat
Sk Kawasn Torenes yang dibangun

‘Sasaran Kineria

Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur
Tinja

Indikator Kineria

Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani
Jasa Penyedotan Lumpur Tinja

Sistem Pengelolaan Air Limbah
Domestik (SPALD) Terpusat yang
endapatkan perluasan
ikator Kinerja

1
Jumlah Sambungan Rumah yang
terlayani oleh perluasan Sistem
Pengelolaan Air Limbah Domestik

ALD Terpusat

‘Sasaran Kineria
Tersedianya SOP Penyelenggaraan
Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi

Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi

atau Analis
Indikator Kinerja

Jumlah Dolcumen SOP Penyelenggaraan|

tau Analis yang Disediakan

Terehabilitasinya Sistem Drainase
Perkotaan

Indikator Kineria

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang
Direhabilitasi

Sasaran Kineria

Sistem Penycdiaan Air Minum (SPAM)

Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis|
Kabupaten /Kota yang mendapatkan
Perluasan

Indikator Kineria

Jumlah Sambungan Rumah yang
terlayani oleh perluasan Sistem
Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan
Perpipaan di Kawasan Strategis
Kabupaten /Kota

en /Ko

Terbangunnya Sistem Drainase
Perkotaan

Indikator Kineria

Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang

Meningkatnya Sistem Drainase
Indikator Kinerja

Panjang Sistem Drainase Perkotaan
‘ang Beroperasi dan Terpelihara




Sasaran Kinerja
Terlaksananya Pemeliharaan Berkala
Jembatan
Indikator Kinerja
Panjang Jembatan yang Dipelihara

Berkal

Sasaran Kinerja
Terlaksananya Pembangunan Jembatan
Indikator Kinetja

Panjang_jembatan yang dibangun




CROSSCUTTING PENCAPAIAN TUJUAN MISI: DINAS PERHUBUNGAN

Meningkatnya kesesuaian Pemanfaatan
Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan
Ruang

‘Sasaran Kineria

‘Sasaran Kinerla

Meningkatnya kualitas

Meningkatnya kualitas bangunan
gedung penyelenggaraan penataan ruang

Persentase Penyelesaian Kasus
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di
Dacrah Kabupaten /Kota

Persentase Penataan Bangunan dan
Lingkungan

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Permerintahan
Dacrah

Nilai mplementasi SAKIP Perangkat
Dacrah

‘Sasaran Kinerla

Meningkatnya pelayanan penunjang
urusan per

rintahan dacrah

Persentase Pencapaian IKU Perangkat
Dacrah

Crosseutting Puncapaisa Sasaran
Programdengan P!

‘Sasaran Kineria ‘Sasaran Kineria

‘Sasaran Kinerja

Tata Ruang
yang Di

Terwujudnya
pembinaan

gedung

Persentase penyelenggara Persentase Rencana Tata Ruan
pembangunan gedung yang mendapat E

Kabupaten /Kota yang Disahkan

Tata Ruang.
yang e

Persentase Rencana Tata Ruang yang
disus

‘Sasaran Kinerja
Meningkatnya efektivitas pemanfaatan
ruang sesuai rencana tata ruang di

Persntase Penerbian KK?R sesuai
a Tata R

‘Sasaran Kinerja

Meningkatnya Kepatuhan terhadap
Rencana Tata Ruang di Kabupaten /Kota

Persentase Temuan Kasus Indlka:l
Pelanggaran Pemanfaatan R

Kinerja
Meningkatnya kualitas perencanaan
den penganggeran berbasl ineria

Persentase realisasi indikator kinerja
pe: daerah

‘Sasaran Kineria
Meningkatnya efisiensi d:
akuntabilitas pengelolaan keuangan

Persentase ketepatan wakiu
penyampaian laporan keuangan

‘Sasaran Kineria ‘Sasaran Kineria

Meningkatnya ketertiban dan akurasi

Kinerja,

Te to
dalam perencanaan dan pelaksanaan

‘administrasi Barang Milik Daerah e

Persentase Barang Milik Dacrah yang,
kan

Persentase dokumen ot acaa rapt
telah didata dan dibulul ang tersu

sun dan terdokumentasi

dan kondisi Barang
ity (BMD) yang mendukung.
kelancaran urusan pemeri

Persentase BMD yang dipelihara sesuai
jadwal

‘Sasaran Kineria ‘Sasaran Kineria

Tersusunnya Rencana dan Teknis

Penataan Bangunan dan Lingkungan di Tersedianya Perda RTRW

Tersedianya materi teknis dan ranperda

Sasaran Kineria

Terlayaninys permohonan dokumen

Terlaksananya Penataan Bangunan dan

Tersedianya Perkada RDTR
Lingkungan d; b

Indikator Kineria Indikator Kineria
mlah Kawasan di Daerah
Kakmv&\cn/l{oln yang dilaksanakan

Jumah Perkada RDTR Kabupaten /Kota.
in bangunan dan lingkungan

Tersedianya materi teknis dan
ranperkada RDTR Kabupaten /Kota
sesuai dengan pedoman

Indikator Kineria

Jumlah materi teknis dan ranperkada.
RDTR Kabupaten/Kota

Sinkronisasi

rogram Bemanfaatan R
Indikator Kineria

Jumlah dokumen sinkronisasi program
pemanfaatan ruang

Tugas dan Fungsl Forum|
Penataan Ru:

Indikator Kineria

Jumlah Laporan Pelaksanaan Ngas
dan Fungsi Forum Penataan Ruan;

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD.

Indikator Kineria
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD.

o KR sevun denin, Tersusannya Dokcmen erencanan . Tersediansa Rencana Kebatitan Terscdiansa Kompanen fnstles
Kovases Sacet Do e s RIRW Kabupacn/ Kot st dengen | | o e R S AT [ | tertaksanany i Toa Ruang Ptk Seera Tercdionya Ol i Tunangan ASN Sereng N Do D o penngon Bonsanen Kontor
Kabupaten /Kota. e ‘hari
Idiiator Kineia Indikator Kinera ikt Kineia kot Kineia kot Kineia Indikator Kineria Indikator Kineria T T
Suma ayanan esstujuan KPR : Sumia Paet Komponen nstaas
Penataan Bangunan dan Lingkungan Jumlah materi teknis dan ranperda Jumlah kasus indikasi pelanggaran Jumlah Dokumen Perencanaan Jumlah Orang Gaji dan. Juml Kebutuhan Barang.
yang Disusun di Kawasan Strategis Jumiah Perda RTRW Kabupaten /Kota W Kabupaten /Kota sesual dengan ketentuan waktu yang ‘manfaatan Ry Perangkat Daerah Tunjangan ASN Mxhk Daerah SKPD “5““‘/"‘""‘“"‘4}“ ﬁ e Kantor
Daerah Kabupaten /Kota yang Disediakan
Sesaran Kinera Sesaran Kinera Sevaran Hineia Savaan Hineia Savaan Hineia Saeaan Kineia Saeaan Kineia Saearan Kineia

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir
SKPD dan Lapo
Koordinasi Penyusunan Lapor
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Indikator Kineria
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan khir
e SKPD

‘Sasaran Kineria

Terlaksananya Pemanfaatan Barang Tersedianya Peralatan dan

‘Sasaran Kineria

Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Indikator Kinerja

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan

Sasaran Kinerja

Barang Milik Dacrah SKPD Pertengleapan Kantor yang isemakan

Milik Dacrah SKPD. Perlengkapan Kantor Tersedianya Alat Besar
Tndikator Kineria Tndikator Kinerja Tndikator Kinerja
Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan imlah Paket Peralatan

Jumlah nit Alat Besar yang Disediakan




Indikator Kineria

‘Sasaran Kineria

Terpenuhinya dokumen administrasi
dan penyempurnaan dokumen hasil
evaluasi dan masukan pada forum lintas
sektor dalam rangka penerbitan
persctujuan substansi

Indikator Kineria

Jumlah surat persetujuan substansi
RTRW Kabupaten /Kota

Sasaran Kineria

sedianya materi teknis dan
ranperkada RDTR Kabugaten/ota
sesuai dengan pedoman

Indikator Kineria

Jumlah materi teknis dan ranperkada.
RDTR Kabupaten/Kota

Sasaran Kineria

Tersedianya dokumen tekstual dan

spasial hasil Penilaian Pelaksanaan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang

Indikator Kineria

Dokumen tekstual dan spasial hasil
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian
Kegiatan Pemanfaatan Ruang,

‘Sasaran Kineria

‘Sasaran Kineria

Tersedianya Laporan Keuangan Terpenuhinya dokumen administrasi

Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD.

Indikator Kineria

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen DPA-SKPD.

jan dokumen hasil

evaluasi dan masukan pada forum lintas

sektor dalam rangka penerbitan
persetujuan substansi

Bulanan,
dan Laporen Koordinasl Penysunen
Laporan Keuang
Bulanan /Trwalanan Semesteran SKED
Indikator Kineria Indikator Kineria

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan

Jumlah surat persetujuan substansi
'RTRW Kabupaten /Kot

Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD|

‘Sasaran Kineria

Terscdianya Jasa Pemelibaraan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau

gan

Indikator Kineria

‘Sasaran Kineria

Terpenuhinya dokumen administrasi

tor dalam rangka penerbitan
bersetuiuan substansi
Indikator Kineria

Jumlah dokumen administrasi
persetujuan substansi RDTR

Indikator Kinerja

‘Sasaran Kineria
Tersedianya Dokumen Kebijakan
Pelaksanaan Penataan Ruang selain

W Kabupaten /Kota

Indikator Kinerja

Jumlah Dokumen Kebijakan
Perda/Perkada sclain RTRW
paten /Kot

‘Sasaran Kineria

Tersamvalkannya informasi penataan

kepada masyarakat
Indikator Kineria

Jumlah publikasi informasi penataan
ruang

‘Sasaran Kineria

Tersampaikannya informasi penataan
& kepada masyarakat

Indikator Kineria

Jumlah publikasi informasi penataan
ruang

‘Sasaran Kineria

Tersedianya Perkada RDTR
ten /Kota

Indikator Kinesla

Jumlah Perkada RDTR Kabupaten /Kota.

‘Sasaran Kineria

Teteksananya soialisosi kebiekan dun
g-undangan bidang
Poona it ruang

Indikator Kineria
Jumlah laporan sosialisasi kebijakan

dan peraturan perundang-undangan
lang penataan ruang.

Sasaran Kineria
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan

on Capaian Kineria dan
i Rt Kinerja SKPD
Laporan Hasil Koordinasi Yenvusun;n
Laporan Capeian Kineria dan khiisar
Realisasi Kineria

‘Sasaran Kinera

Terselenggaranya Walidata Pendukung
‘Statistik Sekioral Dacrah

Indikator Kineria
Jumlah Dokumen Hasil

Penyelenggaraan Waldata Pendukung
Statistik Sektoral Dac

‘Sasaran Kineria
Terlaksananya Forum Peranglat Dacrah
sarkan Bidang Urusan yang
Diampu dalam Ranglea Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
h

Dacra
Indikator Kineria
Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Perangkat Dacrah Berdasarkan Bidang,
Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan

‘Sasaran Kineria
Terlaksananya Bvaluasi Kinerja
Perangkat Dacrah
Indikator Kineria

Jumlah Laporan Bvaluasi Kincrja
Perangkat Dacrah

Tndikator Kinetia

Jumiah Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan erizinannya

‘Sasaran Kineria

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Indikator Kineria

Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan
dibayarkan Perizinannya
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Subag
Perencanaan
dan Keuangan

CASCADING KINERJA LEVEL PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2026 - 2030

MiSI

Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur antar Wilayah(Misi ke-4)

INDIKATOR

Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Wilayah

Indeks Infrastruktur

INDIKATOR

Meningkatnya Akses Indeks Kepuasan Layanan Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Nilai 5391 Rp 149,597,451,000.00 56.40| Rp 112,934,113,000.00 58.81| Rp. 128,979,096,000.00 6171 Rp 147,195,719,000.00 64.76| Rp 167,249,594,000.00 () 3
Masyarakat terhadap Infrastruktur (IKLI) Permenpan-RB Nomor 14 tahun 2017 e
- [infrastruktur Berkualitas KL= () /2 w) s
“ publik berjalan efekti.
—>] Kualitas Indeks jalan,air [ Persentase 58.55 6063 6318 65.86. 69.46 < ) indeks
1a minum,sanitas aman, transportasi sk, dan E] melalui rapat pengendalian kinerja
intemet <
—> Terwujudnya kesesuaian Persentase Kesesuaian Uumih Pemanfaatan Ruang Persentase 10000 100.00 10000 10000 10000 E B
1b. Pemanfaatan Ruang yang Tertib [ Pemanfaatan Ruang KKPR yang Diterbitkan Sesuai RTR/Jumlah Total &
dan Berkelanjutan Pemanfastan Ruang KKPR Yang Diteritkan) <100% < sinkronisas 055-RBA dengan DPMPTSP dan ATR/BPN
—> Kinerja] Nilai SAKIP Nilai 7304 7556 7703 7915 8012 [}
1 Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah (2) memimpin reviu kinerja bulanan dan semesteran; memastikan

Permerintahan Daerah

Keterkaitan RPIMD, Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja; (3jmengawal

—

Penunjang Urusan Meningkatnya pelayanan Persentase Pencapaian IKU Jumiah persentase realisasi (KU Persen 10000| Rp 29,488,306,000.00 100,00 Rp 30,372,956,000.00 100.00| Rp 32,222,670,000.00 100.00| Rp 32,222,670,000.00 10000| Rp 33,189,351,000.00 tauan, d
Pemerintahan Daerah penunjang urusan pemerintahan [ Perangkat Daerah ;’éb‘ﬂg“ ‘“":‘“"‘W P"a"m'm;':" 2 e peranghar Doera b fopsidity o
atatan: Realisasi pencapaian w |Renstra, Renia, dan erjanjian Kinerj; 3) memfasilitasi pengumpulan dan
Kabupaten/Kota daerah dihitung maksimal 100%) =2 |verifiasidata realsasi IKU dari seluruh bidang; memimpin evaluasi capaian
p g L2 &
€3
g
g Tanjut atas KU yang belum tercapai sesuai hasi evaluasi inerja
TARGET
2026 2027 2028 2029 2030
NO PROGRAM SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA FORMULASI SATUAN PJKINERIA AKTIVITAS
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(1umiah dokumen perencanaan, Persen 10000 | Rp 207,000,000.00 100 Rp 187,000,000.00 100 Rp 187,000,000.00 100 Rp 187,000,00000 00 | ®p 187,000,000.00
Tersusunnya dokumen penganggaran, dan evaluasi kinerja yang Mengkoordinasikan penyusunan dan reviu dokumen perencanaan,
Perencanaan, Penganggaran, Kegiatan Perencanaan, Persentase kesesuaian dokumen | gisusun tepat waktu dan sesuai ketentuan = penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (Renstra,
dan Evalua: erja Perangkat . . dan dokumen yang wajib di < Renja, RKA/DPA, PK, LK]IP) agar sesuai dengan ketentuan peraturan
1 - | Penganggaran dan Evaluasi Kinerja hoan, | s !
Daerah tepat waktu dan sesuai |, o"5 85790 8 evaluasi kinerja perangkat daerah | x 100% o perundang-undangan; memfasiltasi sinkronisasi perencanaan dan
ketentuan erangiatbaera dengan ketentuan yang berlaku 5 penganggaran; memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian
2 dokumen sebelum ditetapkan
]
(Realisasi anggaran perangkat daerah + Pagu | Persen 10000 | Rp. 17,484,234,000.00 00 | Re 17,484,234,000.00 00 | Re 17,484,234,000.00 100 Rp 17,484,234,00000 00 | e 17,484,234,000.00 L] Mengendalikan peaksanaan anggaran perangkat dacrah melal
anggaran perangkat daerah) x 100% c . N 8
] pemantauan realisasi keuangan secara berkala; menyusun proyeksi
, |Terlaksananya manajemen | Administrasi Keuangan Perangkat | Persentase penyerapan anggaran g dan strategi percepatan penyerapan anggaran; mengoordinasikan
administrasi keuangan Daerah perangkat daerah 3 penyesuaian jadwal kegiatan dan administrasi keuangan; serta
] melaporkan capaian penyerapan anggaran kepada Sekretaris Dinas
s dan Kepala Dinas.
@
‘Administrasi Umum Perangkat | Terlaksananya manajemen Persentase {umiah pekerjaan ad Persen 10000 | Rp 150,000,000.00 100 Rp 150,000,000.00 100 Rp 150,000,000.00 100 ®p 150,000,000.00 100 | Rp 150,000,000.00 # Mengawas! pelaksanaan pekerjaan dan administrast kegiatan agar
daerah administrasi umum pekerjaan sesuai SOP diselesaikan sesuai SO 5 sesua dengan SOP yang berlaku; memastikan kepatuhan terhadap
s pekerjaan administrasi yang direncanakan) x 3 orosedur i i
100% perbaikan proses kerja berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi;
sertamendokumentasikan bukti pelaksanaan pekerjaan sesual




ESELON IV

Kasubag
Umum dan

1.2. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TARGET
NO SASARAN STRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERIA FORMULASI SATUAN 2026 2027 2028 2029 2030 PIKINERIA AKTIVITAS
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Rp 50,000,00000 (1) Mengoordinasikan inventarisasi dan pembaruan data aset. (2)
. :::\a‘:?:t’r‘:;‘l";’:"":m‘:" Administrasi Barang Milik Daerah | Persentase validasi data aset | Uumiah data aset peranghat dacrah yang Memastikan doumen pendukung aset lengkap dan tersimpan
pada Perangkat Daerah Perangkat Daerah tervalidasi + Jumlah seluruh data aset sesuai SOP. (3) Melakukan verifikasi silang antara laporan fisik dan
daerah perangkat daerah) x 100% Persen 100 100] Rp 100 #p 0,000,000.00 100| Ro 0,000,000.00 100| Ro sistem administrasi.
(lumlah layanan administrasi kepegawaian | Persen 100( Rp 60,000,00000 100[ Rp 60,000,000.00 100[ ®p 60,000,000.00 100( Rp 60,000,00000 100| Rp 60,000,000.00 g (1) Menangani pengajuan cuti, mutasi, dan administrasi personalia.
) manajemen Persentase layanan administrasi | yang diselesaikan + Jumlah seluruh layanan "é‘ (2) Mengelola jadwal dan dokumen administrasi pegawai. (3)
administrasi kepegawaian | Perangkat Daerah kepegawaian yang diselesaikan | administrasi kepegawaian yang diajukan) x 3 Memantau penyelesaian permohonan pegawa
1 <
Terlaksananya manajemen | Administrasi Umum Perangkat | Persentase penyelesaian (lumiah pekerjaan yang diselesaikan sesuai | Persen 100| Rp 150,000,00000 100| ®p 150,000,000.00 100| ®p 150,000,000.00 100| Rp 150,000,00000 100| Rp 150,000,000.00 H (1) Mengawasl pelaksanaan tugas staf sesuai SOP. (2) Melakukan
* | administrasi umum Daerah pekerjaan sesuai SOP S0P + Jumlah seluruh pekerjaan yang 2 pembinaan dan evaluasi kinerja staf. (3) Menyusun jadwal kerja
x100% - dan distribusi tugas agar pekeriaan sesual target.
pengadaan Barang Milk Daerah ] ((urlah BMD kondisi baik tahun berjalan - | Persen 100| Rp 4,389,400,000.00 100| ®p 5,294,050,000.00 100| ®p 7,143,764,000.00 100| Rp 7,143,764,000.00 100| Rp 8,110,245,000.00 § (1) Menyusun rencana pemeliharaan dan perawatan BMD. (2)
o [Terlaksananya pengadaan | FRERER SR O R | Persentase peningkatan BMD | Jumiah BV kondis baik tahun sebelumnya) g Mengawasi pelaksanaan pemeliaraan rutin. (3) Berkoordinasi
barang milik daerah Dactah kondisi baik + Jumlah BMD kondisi baik tahun S untuk perbaikan atau pengadaan BMD.
x100% %
Persentase pelaksanaan kegiatan | UUmIah keglatan perangkat daerah yang | ersen 100[ Rp 1,427,672,000.00 100[ ®p 1,427,672,000.00 100[ ®p 1,427,672,000.00 100| Re 1,427,672,000.00 100[ Rp 1,427,672,000.00 2 (1) Mengidentifikasi kebutuhan jasa penunjang. (2)
5 |Terlaksananya penyediaan jasa | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan | oo 25 Rl L didukung olehjasa penunjan  Jumia 2 Mengkoordinasikan penyediaan dan penggunaan jasa penunjang.
penunjang Pemerintahan Daerah oleh jasa penunjang seluruh kegiatan perangkat daerah) x 100% N (3) Memastikan pemantfaatan jasa penunjang sesuai rencana
kegiatan
Terlaksananya pemelinaraan | PeMeinaraan Barang Milk Dacrah (1umlah BMD dengan kondisi baik = Jumlah | Persen 100| Rp 5,720,000,000.00 100| Rp 5,720,000,000.00 100[ ®p 5,720,000,000.00 100| Ro 5,720,000,000.00 100| Rp 5,720,000,000.00 (1) Menyusun sistem monitoring kondisi BMID. (2) Melakukan
5 |am Penunjang Urusan Pemerintahan | Persentase BMD kondisi baik | seluruh BMD) x 100% inspeksi rutin untuk menilai kondisi BMD. (3) Mengidentifikasi dan
Daerah perbaikan BMD yang rusak

Subag Umum dan
Kepegawaian

Rekonsiliasi dan Penyusunan | Terlaksananya Rekonsiliasi dan | Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan | Jumlah laporan rekonsilasi dan penyusunan | Laporan 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 | sAzLI (1) Menyusun laporan rekonsiliasi dan penyusunan [aporan BMD
1| Laporan Barang Milik Daerah [ Penyusunan Laporan Barang Milik | Penyusunan Laporan Barang Milik|laporan BMD pada SKPD yang terealisasi - pada SKPD. (2) Memverifiksi keakuratan data dan dokumen BMD
pada SKPD Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD Jumlah laporan yang ditargetkan) x 100% sebelum diserahkan.
Barang Milik Jumlah Laporan Penatausahaan | (Jumlah laporan penatausahaan BMD pada | Laporan 1| R 25,000,00000 /e 25,000,000.00 [ " 25,000,000.00 1| e 25,000,000.00 1| R 25,000,000.00 [ sAZLI (1) Melakukan penatausahaan Barang Milk Daerah di SKPD. (2)
2 | Daerah pada SKPD Barang Milik Daerah pada SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD | SKPD yang terealisasi ¢ Jumiah laporan yang Memastikan kelengkapan dokumen administrasi BMD.
ditargetkan) x 100%
Pendataan dan Pengolahan | Terlaksananya Pendataan dan | Jumlah Dokumen Pendataan dan | (umiah dokumen pendataan dan pengolahan| [ re 20,000,000.00 RS 20,000,000.00 1w 20,000,000.00 [re 20,000,000.00 ) 20,000,000.00 1) Mengumpulkan dan mengolah dokumen administrasi
3 Pengolahan Pengolahan Kepegawaian yang + kepegawaian. (2) Menyusun arsip dan sistematika dokumen untuk
i i Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% | Dokumen LINDA SARI keperluan laporan.
Koordinasi dan Pelaksanaan | Terlaksananya Koordinasidan _|Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi] (amizh dokumen hasil koordinasi dan 1| R 20,000,000.00 [ re 20,000,000.00 1[w 2000000000 1[re 20,000,000.00 1| 20,000,000.00 (1) Menyusun dokumen hasil koordinasi dan
Sistem Informasi Kepegawaian | Pelaksanaan Sistem Informasi | dan Pelaksanaaan Sistem pelaksanaan sistem informasi kepegawaian pelaksanaan sistem informasi kepegawaian. (2)
¢ Kepegawaian Informasi Kepegawaian yang terealisas + Jumizh dokumen yang Memastikan data kepegawaian tersimpan dan dapat
ditargetkan) x 100%
Dokumen LINDA SARI_| diakses dengan tepat.
Monitoring, Evaluasi, dan | Terlaksananya Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring, | Uurmiah dokumen monitoring, evaluas), dan 1 rp 20,000,000.00 [ re 20,000,000.00 [ we 20,000,000.00 [ e 20,000,000.00 1w 20,000,000.00 (1) Melakukan monitoring, evaluasi, dan penilaian
5 |Penilaian Kinerja Pegawai Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Evaluasi, dan Penilaian Kinerja [ penilaian kinerja pegawai yang terealisasi + NENY kinerja pegawai. (2) Menyusun laporan hasil monitoring]
Pegawai Pegawai Jumlah dokumen yang ditargetkan) x100% | 5\ meny SOLATIAH | dan evaluasi untuk pimpinan.
Rapat Jumlah Laporan (lumlah laporan rapat 20[ Rp 150,000,000.00 20| Rp 150,000,000.00 20| e 150,000,000.00 20( Re 150,000,000.00 20| Re 150,000,000.00 (1) Menyusun laporan penyelenggaraan rapat
Koordinasi dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinasi dan Konsultasi | koordinasi dan konsultasi SKPD yang koordinasi dan konsultasi SKPD. (2) Mencatat
6 |skpp SKPD. SKPD. terealisasi + Jumlah laporan yang ditargetkan) Keputusan dan tindak lanjut dari rapat untuk
Laporan HIRMAYADI
Pengadaan Kendaraan Tersedianya Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Uumiah unit kendaraan perorangan 1 ®e 400,000,000.00 [ re 500,000,000.00 [ ®e 500,000,00000 [ re 500,000,000.00 1% 500,000,000.00
;| perorangan binas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan | Perorangan Dinas atau dinas/kendaraan dinas jabatan yang (1) Menginventarisasi unit kendaraan perorangan dinas
Kendaraan Dinas Jabatan | Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang | disediakan + Jumiah unit yang ditargetkan) x atau kendaraan dinas jabatan. (2) Menyusun laporan
Disediakan 100% Unit JAPARUDIN | penggunaan dan penempatan kendaraan.
Pengadaan Kendaraan Dinas | Tersedianya Kendaraan Dinas | Jumlah Unit Kendaraan Dinas | Uumiah unit kendaraan dinas o Re . 8| rp 250,000,000.00 A 250,000,00000 A 250,000,000.00 8| w 250,000,000.00 (1] MENgINVentarisast Unit kenaaraan ainas Operasionar
s |Operasional atau Lapangan | Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang | operasional/lapangan yan disediakan + atau lapangan. (2) Menyusun jadwal pemeliharaan dan
Disediakan Jumiah unit yang ditargetkan) x 100% Unit JAPARUDIN kendaraan operasional.
Pengadaan Alat Besar Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Uumiah unit ala besar yang disediakan = o rp B o re - ) 1938,525,00000 of % E of ®e E (1) Menginventarisasi unit alat berat yang disediakan.
s Disediakan Jumiah unit yan ditargetkan) x 100% MUHAMMAA (2) Menyusun laporan pemeliharaan dan pemanfaatan
Unit DFAIZAN _|alat berat.
Pengadaan Gedung Kantor | Tersedianya Gedung Kantor atau | Jumlah Unit Gedung Kantor atau_| Uumiah unit gedung kantor atau bangunan 2| Rp 3,989,400,000.00 [ Re  4,544,050,000.00 [ re 2,255,239,000.00 [ re 6,393,764,00000 of re 7,360,445,000.00 (1) Menginventarisasi unit gedung kantor atau
10 |atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang lainnya yang disediakan + Jumlah unit yang MUHAMMAA| bangunan lainnya yang tersedia. (2) Menyusun laporan
Disediakan ditargetkan) x 100% Unit DFAIZAN __[kondisi dan gedung/bangunan.
Penyediaan Jasa Komunikasi, | Tersedianya Jasa Komuni Jumiah Laporan Penyediaan Jasa | Uumiah laporan penyediaan jasa komunikasi, 12[Rp 1,392,672,000.00 12[Rp  1,392,672,00000 [ 1392,672,00000 B 1,392,672,00000 B 1,352,672,00000 (1) Menyusun laporan penyediaan jasa komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik | Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Alr dan | sumber daya ir, dan lstrk yang terealisasi = LA sumber daya air, dan listrik. (2) Memastikan
. Listrik yang Disediakan Jumiah laporan yang ditargetkan) x 100% MUHAMAD | kelengkapan dokumen penggunaan dan anggaran
Laporan ZAELANI jasa.
Penyediaan Jasa Pelayanan | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa | Uumiah laporan penyediaan jasa pelayanan 1 re 35,000,000.00 [ re 35,000,000.00 [ re 35,000,000.00 ) 35,000,000.00 1| 35,000,000.00 | LALU (1) Menyusun laporan penyediaan jasa pelayanan
2 | Umum Kantor Kantor Pelayanan Umum Kantor yang | umum kantor yang terealisasi + Jumiah MUHAMAD | umum kantor. (2) Memastikan kualitas layanan sesuai
Disediakan laporan yang ditargetkan) x 100% Laporan ZAELAN standar \antor.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumlah Kendaraan Perorangan (Jumlah kendaraan perorangan 12| Rp 270,000,000.00 16| Rp 270,000,000.00 19| Rp. 270,000,000.00 21| Re 270,000,000.00 23| Rp 270,000,000.00
Biaya Pemeliharaan, dan Pajak | Biaya Pemeliharaan dan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas dinas/kendaraan dinas jabatan yang
13 |Kendaraan Perorangan Dinas | Kendaraan Perorangan Dinas atau | Jabatan yang Dipelihara dan dipelihara dan dibayarkan pajaknya + Jumlah . .
atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kendaraan Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya kendaraan yang ditargetkar) x 100% LAWY (1) Memelihara kendaraan perorangan dinas atau
MUHAMAD | kendaraan dinas jabatan. (2) Membayarkan pajak dan
Unit ZAELANI inistrasi kendaraan tepat waktu.
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Terlaksananya Jumiah Gedung Kantor dan (umiah edung kantor dan bangunan lainnya 2| Rp 5000,000,000.00 2| Re 5000000,000.00 2| % 5,000,000,000.00 2% 5,000,000,000.00 2| 5,000,000,000.00
1o |Gedung Kantor dan Bangunan | Pemeliharaan/Rehabiltasi Gedung. | Bangunan Lainnya yang yang dipelihara/direhabilitasi + Jumlah m']:AMAD L” Me’“e":'a'a/'e"ab""“' gedung kantor dan
Ly Kantor dom bangunan Lamrym |0 ve ang 100% angunan lainnya. (2) Menyusun laporan kondisi
Unit ZAELANI | gedung setelah pemeliharaan atau rehabilitasi.

Subag
Perencanaan
dan Keuangan




Penyediaan Gaji dan Tersedianya Gaji dan Tunjangan | Jumlah Orang yang Menerima | Jumlah ASN yang menerima gaji dan Orang/bula 2408 Rp  17,119,234,000.00 2408] Rp  17,119,234,000.00 2408 ®p 17,119,234,00000 2408 ®o 17,119,234,00000 2408] Ro 17,119,234,00000 | SULISTININGS| (1) Mengelola data pegawai yang menerima gaji dan
Tunjangan ASN N Gaji dan Tunjangan ASN tunjangan + Jumlah ASN yang menjadi hak | H tunjangan ASN. (2) Menyusun laporan rekap
B pembayaran) x 100% penerimaan gaji dan tunjangan untuk keperluan
inistrasi dan pelaporan.
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Laporan Keuangan | Jumlah Laporan Keuangan Akhir | (umlah laporan keuangan akhir tahun SKPD_ | Laporan 1| Rp 350,000,000.00 1| Rp 350,000,000.00 AE) 350,000,000.00 1| ®e 350,000,00000 1|’ 350,000,00000 | FATIMATUZZ
Laporan Keuangan Akhir Tahun| Akhir Tahun SKPD dan Laporan [ Tahun SKPD dan Laporan Hasil  [dan laporan hasil koordinasi yang terealisasi AHRAH, SE
2 |skpD Hasil Koordinasi Penyusunan Koordinasi Penyusunan Laporan | *Jumlah laporan yang ditargetkan) x 100% ’ (1) Menyusun laporan keuangan akhir tahun SKPD. (2)
Laporan Keuangan Akhir Tahun | Keuangan Akhir Tahun SKPD Melakukan koordinasi penyusunan laporan keuangan
SKPD akhir tahun dengan unit terkait.
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Laporan Keuangan  [Jumlah Laporan Keuangan (1umlah laporan keuangan Laporan 17| Rp 15,000,000.00 17| Rp 15,000,000.00 17 ®e 15,000,000.00 17[ re 15,000,000.00 17| Rp 15,000,000.00 | SR|
Laporan Keuangan Bulanan/ | Bulanan/Triwulanan/Semesteran | Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran| bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan SURIANTINI,
Triwulanan/ Semesteran SKPD [SKPD dan Laporan Koordinasi SKPD dan Laporan Koordinasi laporan koordinasi yang terealisasi + Jumlah ST, 1) M | K bul iwul
3 Penyusunan Laporan Keuangan | Penyusunan Laporan Keuangan | 2Poran yang ditargetkan) x 100% : (1) Menyusun laporan keuangan bul anan, triwulanan,
Bulanan/Tri Bulanan/Tri dan semesteran SKPD. (2) Mengkoordinasikan
SKPD SKPD penyusunan laporan keuangan periodik dengan pihak
terkait.
Rapat Jumlah Laporan Eum:h \ap:mnk eregrean ot Laporan 20| Rp 150,000,000.00 20| Rp 150,000,000.00 20[ #p 150,000,000.00 20 #e 150,000,000.00 20| ® 150,000,000.00 | ARIEF (1) Menyusun laporan penyelenggaraan rapat
cordinasi dan konsultasi an - .
A :::[r)dmasndan Konsultasi ZEEE‘ Koordinasi dan Konsultasi ::E;t Kaordinzs)dan Konsuitas | boordinasi dan kor SO ) MUNANDAR, | koordinasi dan konsultasi SKPD. (2) Mencatat hasil dan
ST tindak lanjut rapat untuk i
Penyusunan Dokumen Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan | (Jumlah dokumen perencanaan perangkat | Dokumen 2| rp 35,000,000.00 1| rp 35,000,000.00 1| e 35,000,000.00 1| re 35,000,000.00 1| R 35,000,000.00 | TODY
Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat Daerah | Perangkat Daerah daerah yang terealisasi = Jumlah dokumen AUUIYA, ST, | (1) Mengumpulkan dokumen perencanaan perangkat
° |pseran vang ditargetkan) x 100% daerah. (2) Menyusun dan memerifikasi dokumen
perencanaan sebelum diserahkan ke pimpinan.
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Dokumen RKA-SKPD  [Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan | (Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan 1| R ,000,000.00 1| R 35,000,000.00 1| Rp 35,000,000.00 1| Re 35,000,000.00 1| R 35,000,000.00 T N N T N
¢ | okumen Aiskpb, dan Lapcv‘gn Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi hasil koordinasi yang terealisasi + Jumiah Dolamen ’ 35,0000 ° 000 ;RJ;;NDAR koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD dengan
Nobiimon DVA cvon Aabimon ova cvon | dokumen vane ditareetkan) x 100% " | unit terkait.
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-| iumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan | Dokumen 1| Rp 35,000,000.00 1| Rp 35,000,000.00 AE) 35,000,000.00 1| e 35,000,00000 ) 35,000,00000 | ARIEF
, | pokumen Perubahan Rka- RKA-SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil laporan hasil koordinasi yang terealisasi + MUNANDAR, (1) Menyusun d°k“"‘?" perubahan RKA-SKPD. (2)
SKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen | Koordinasi Penyusunan Dokumen | Jumlah dokumen yang ditargetkan) x 100% o Melakukan koordinasi penyusunan dokumen
Perubahan RKA-SKPD. Perubahan RKA-SKPD. perubahan RKA-SKPD dengan unit terkait.
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Dokumen DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan | (Jlumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan | Dokumen 1| Rp 35,000,000.00 1| rp 35,000,000.00 AE) 35,000,000.00 1| ®e 35,000,000.00 1| e 35,000,00000 | ARIEF
5 |DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi hasil koordinasi yang terealisasi + Jumlah MUNANDAR, (1 Menvusn_m d_okumen DPA-SKPD. (2)
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | dokuren yang ditargetkan) x 100% o Mengkoordinasikan penyusunan dokumen DPA-SKPD
dengan unit terkait.
Koordinasi dan Penyusunan | Tersedianya Dokumen Perubahan | Jumlah Dokumen Perubahan DPA/ (Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan | pokumen 1| rp 35,000,000.00 1| rp 35,000,000.00 1| re 35,000,000.00 1| R 35,000,000.00 1| R 35,000,000.00 | ARIEF
o |Perubahan opa-skeD DPA-SKPD dan Laporan Hasil SKPD dan Laporan Hasil Iaporan hasil koordinasi yang terealisasi + MUNANDAR, | () Menvusun dokumen perubahan DPA-SKPD. (2)
Koordinasi Penyusunan Dokumen | Koordinasi Peny *100% o Melakukan koordinasi penyusunan dokumen
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD perubahan DPA-SKPD dengan unit terkait.
Evaluasi Kinerja Perangkat | Terlaksananya EvaluasiKinerja | Jumlah Laporan Evaluasi Ki (lumiah laporan evaluasi kinerja perangkat | Laporan 1| rp 20,000,000.00 1| Rp B 1| ®e - 1| e - o| e ~ |roov (1) Menyusun laporan evaluasi kinerja perangkat
10 |Daerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah daerah yang terealisasi + Jumlah laporan yang AULIYA, 5.T. | daerah. (2) Mengumpulkan data dan analisis capaian
ditargetkan) x 100% kinerja SKPD untuk laporan evaluasi.
Walidata Walidata Jumlah Dokumen Hasil (lumiah dokumen hasil penyelenggaraan | Dokumen 1| Rp 5,000,000.00 1| rp 5,000,000.00 AE) 5,000,000.00 1| ®e 5,000,000.00 AE) 5,000,000.00 | TODY. ) ‘dokumen hasil
Pendukung Statistik Sektoral Pendukung Statistik Sektoral Penyelenggaraan Walidata walidata pendukung statistik sektoral daerah AULIYA, S.T. | walidata pendukung statistik sektoral daerah. (2)
1 | paerah Daerah Pendukung Statistik Sektoral yang terealisasi + Jumlah dokumen yang Menyusun laporan statistik sektoral berdasarkan
Daerah ditargetkan) x 100% dokumen walidata.
Pelaksanaan Forum Perangkat | Terlaksananya Forum Perangkat | Jumlah Berita Acara Hasil Forum | (Jumlah berita acara hasil forum perangkat | Berita Acara 1| rp 7,000,000.00 1| rp 7,000,000.00 1| rp 7,000,000.00 1| re 7,000,000.00 1| re 7,000,000.00 [ TODY (1) Menyusun berita acara hasil forum perangkat
Daerah Berdasarkan Bidang | Daerah Berdasarkan Bidang Urusan| Perangkat Daerah Berdasarkan | daerah yang terealisasi + Jumlah berita acara AULIYA, S.T. | daerah berdasarkan bidang urusan yang diampu. (2)

Urusan yang Diampu dalam
Rangka Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Bidang Urusan yang Diampu
dalam Rangka Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat|
Daerah

yang ditargetkan) x 100%

Menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah
berdasarkan hasil forum.

KEPALA
BIDANG BINA
MARGA

>

ksesibilit

masyarakat yang nyaman dan
aman

(Panjang jalan kabupaten dengan
kondisi baik + sedang < Total panjang
jalan kabupaten) x 100%

Persen

Rp

57,757,392,000.00

Rp

18,854,667,000.00

31702954000

49075967000

67143801000

KABID BINA

Mengkoordinasikan pendataan dan pemutakhiran kondisi jalan
kabupaten secara periodik; menyusun rencana penanganan jalan
berdasarkan tingkat kemantapan dan prioritas wilayah;
mengendalikan pelaksanazn kegiatan pemeliharaan rutin, berkala,
rehabiltasi, dan peningkatan jalan; memantau dan mengevaluasi
capaian tingkat kemantapan jalan; serta melaporkan hasil capaian
dan kepada Kepala Dinas sebagai bahan




JFT

Fungsional
Teknik Jalan
dan Jembatan

Pelaksana

KABID SDA

JFT
Fungsional

1.1 FUNGSIONAL TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN

TARGET
2026 2027 2028 2029 2030
NO | SASARAN STRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERIA FORMULAS! SATUAN PJKINERIA AKTIVITAS
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Jalan Mantap Jal Persentase Peningkatan Jalan | (Panjang_talan_Baik + Persen 1788 Ro 57,757,392,00000 0493 "o 18,854,667,000.00 0,863 "o 31,702,954,000.00 1357| % 29,075,967,00000 1.665| Ro 67,143,801,000.00 | ARIFUDIN -
Mantap Kabupaten/Kata Panjans Jalan, Sedang}/ NUR, 5. wsc| () Melakukan survei dan pemetaan kondisi jalan untuk
Total_Panjang_lalan * 100 Jjalan yang perlu atau
peningkatan kualitas. (2) Menyusun rencana
dan jalan hasil

survei. (3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan
peningkatan jalan agar sesuai standar teknis,
memantau capaian panjang jalan mantap, serta
menyusun laporan progres dan rekomendasi strategi
perbaikan jalan bagi pimpinan.

1 [Pengelolaan Leger Jalan Terkelolanya Leger Jalan Jumlah Dokumen Leger Jalan | jumlah Dokumen Leger Jalan Dokumen 1| ®e 100,000,000.00 1| ’e 100,000,000.00 1| e 100,000,000.00 1| R 100,000,000.00 1| re 100,000,000.00
yang Dikelola (1) Menyusun dan memperbarui dokumen leger jalan
LALU AHAD), |Derdasarkan data teknis jalan. (2) Mengelola arsip dan
S50s. validasi dokumen leger jalan agar selalu mutakhir.
2 [Penyusunan Rencana, Tersusunnya Rencana, Kebijakan, | Jumlah Dokumen Rencana, Jumlah Dokumen Perencanaan Jalan | Dokumen HE 300,000,000.00 HE) 300,000,000.00 HE) 300,000,000.00 3[R 400,000,000.00 3| 400,000,000.00 -
Kebijakan, Strategi dan Teknis | Strategi dan Teknis Pengembangan | Kebijakan, Strategi dan Teknis | dan Jembatan (1) Menyusun dokumen rencana, kebijakan, strategi,
Pengembangan Jaringan Jalan | Jaringan Jalan serta Perencanaan | Pengembangan Jaringan Jalan dan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan.
serta Perencanaan Teknis Teknis Jalan dan |serta Teknis eanita |2 Melakukan koordinasi teknis dan sinkronisasi
Penyelenggaraan Jalan dan | Jembatan Penyelenggaraan Jalan dan dokumen perencanaan penyelenggaraan jalan dan
Jembatan Jembatan yang Disusun SOVIANTL, | " batan.
ST, M.Eng
3 [Survey Kondisi yang Panjang yang | Panjang Jalan Disurvei + Panjang [ 8108/ Rp 405,400,000.00 810.8] Rp 442,670,000.00 810.8[ Rp 445,940,000.00 | 810.80 Rp 486,480,000.00 810.8| R 486,480,000.00 [ ARIFUDIN [ (1) Melaksanakan survei kondisi jalan dan jembatan di
Survey Kondisi Disurvey Kondisinya Jembatan Disurvei NUR, ST, lapangan. (2) Mengolah dan menyusun data hasil surveil
Msc kondisi jalan/jembatan
4 | Pelebaran Jembatan Jembatan yang mendapatkan Panjang jembatan yang Panjang Jembatan Dilebarkan M 10| Rp 1,000,000,000.00 6| Rp 630,000,000.00 10( Rp 1,102,500,000.00 7| Re 673,947,000.00 10| Rp 1,079,116,000.00 BUYUNG (1) Melaksanakan pekerjaan pelebaran jembatan sesuai
pelebaran dilebarkan SASAKA desain teknis. (2) Mengawasi pelaksanaan dan
ARPAN, ST. | mengukur hasil pekeriaan pelebaran iembatan.
s Rutin Jalan Rutin | Panjang Jalan yang Dipelihara | panjang Jalan Pemeliharaan Rutin ™ 162 o 3,240,000,000.00 162| fp 3,311,997,000.00 162| R 3,572,100,000.00 162 R0 3,750,705,000.00 162 fp 3,938,240,000.00 (1) Melaksanakan pemelibaraan rutin jalan untuk
Jalan Secara Rutin LALU AZIS [ menjaga kondisi fungsional. (2) Memantau dan
FARHAN hasil rutin ialan.
© Berkala Jalan Panjang Jalan yang Dipelihara | Panjang Jalan Pemeliharaan Berkala KM 2| "o 4,400,000,000.00 HES 4620,000,000.00 25[ ®o 6,063,750,000.00 2| ke 5,093,550,000.00 15[ ®e 4,011,170,000.00 i . .
Berkala Jalan Secara Berkala (1) Melaksanakan pemeliharaan berkala jalan sesuai
KASPUL :rvcrltas ‘penang?nan: l‘Z) Menga;/as; hmutu pekerjaan
HADI, 5 Adrm | 92N capaian panjang jalan yang dipelihara.
7 ggantian Jembatan g8 Panjang Jembatan yang dilakukan | panjang Jembatan Diganti ™ 20| Ro 4,000,000,000.00 10| "p 2,100,000,000.00 15| Rp 3,307,500,000.00 5| e 1,157,625,000.00 20| fe 4,862,025,000.00 i
Jembatan penggantian (1) Melaksanakan pekerjaan penggantian jembatan
sesuai kondisi teknis. (2) Mengawasi pelaksanaan dan
BUDIMAN, 57| Mendokumentasikan hasil penggantian jembatan.
8 [Rekonstruksi Jalan Terlaksananya RekonstruksiJalan | Panjang Jalan yang Panjang Jalan Direkonstruksi KM 12.5] ke 40,011,992,000.00 2| re 6,720,000,000.00 45| re 15,876,000,000.00 of Ro 33,234,634,250.00 12| Re 50,565,062,000.00 (1) Melaksanakan pekerjaan rekonstruksi jalan
Direkonstruksi berdasarkan hasil evaluasi kondisi. (2) Mengawasi
LALU ARYA | pelaksanaan rekonstruksi dan mengukur capaian
SUGITA, ST_|paniang ialan.
B Berkala Panjang Jembatan yang Panjang Jembatan Pemeliharaan M 7| re 700,000,000.00 2| re 525,000,000.00 5[ re 551,250,000.00 5[ Ro 578,812,000.00 10/ Rp 1,215,506,000.00 | EKANITA (1) Melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan
Jembatan Berkala Jembatan Dipelihara Secara Berkala Berkala SOVIANTI, | sesuai standar teknis. (2) Menyusun laporan hasil
ST, M.Eng i berkala iembatan.
0 Rutin Jembatan | Terp: va Jembatan Secara | Jumlah Jembatan yang Dipelihara | jumlah Jembatan Pemeliharaan Rutin| Jembatan 10| R 100,000,00000 10| ®p 105,000,000.00 BE 383,914,00000 20[ ®o 463,050,000.00 20[ fo 486,202,000.00 N
Rutin Secara Rutin AU (1) Melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan untuk
MUHAMAD | Menj2ga keamanan struktur. (2) Memantau dan
AU mencatat kondisi jembatan hasil pemeliharaan rutin.
n Jembatan Panjang jembatan yang dibangun| panjang Jembatan Dibangun M 14| Rp 3,500,000,000.00 ol Re - of Re - 10| Rp 3,137,163,750.00 of ke - (1) Melaksanakan pembangunan jembatan baru sesuai
Jembatan VIVIN teknis. (2)
NOVITA pembangunan dan mengukur capaian panjang
NINGSIH, ST_| jembatan vang dibangun.

Program Pengelolaan Sumber
Daya Air (SDA)

Meningkatnya akses masyarakat
terhadap irigasi

Persentase Kondisi Irigasi
Kewenangan Kab/Kota

(Luas Daerah Irigasi Kewenangan

Kabupaten/Kota dalam Kondisi Baik

Rp

7,091,247,000.00

92,38

Rp 7,162,160,000.00

96,07

7203728000 99,76

6706120000

6729182000

(1) Melaksanakan surver dan pendataan kondisi
jaringan irigasi kewenangan kabupaten/kota. (2)

(Ha) b3 Melaksanakan pemeliharaan, rehabilitasi, dan
Luas Daerah Irigasi Kewenangan g peningkatan jaringan irigasi sesuai hasil penilaian
Kabupaten/Kota (Ha)) x 100% g kondisi dan prioritas penanganan. (3) Memantau
capaian kondisi irigasi serta menyusun laporan
perkembangan kondisi jaringan irigasi.
111.1 FUNGSIONAL TEKNIK PENGAIRAN AHLI MUDA
| TARGET |
No SASARAN STRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERIA FORMULASI SATUAN [ 2026 2027 2028 2029 2030 | PrkiNErIA AKTIVITAS
| 7ArGET | PAGU | TarGET PAGU |_TARGET PAGU |_7ARGET PAGU | Tareer | PAGU |




Pelaksana

KABID PR

JFT

Fungsional
Penata Ruang

Prasarana
Irigasi Permukaan yang
Berfungsi Baik

dan Peng:
Sistem Irigasi Primer dan Sekunder
pada Daerah Irigasi yang Luasnya
diBawah Ha dalam (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

Persentase Prasarana Irigasi
Permukaan yang Berfungsi Baik

Jumlah Prasarana Irigasi Permukaan

yang Berfungsi Baik + Jumlah
Prasarana Irigasi Permukaan

Kewenangan Kabupaten/Kota) x 100%|

Persen

86,56

Rp

7,091,247,000.00

97,02 Rp 7,162,160,000.00

98

7203728000

6706120000

6729182000

FUNGSIONAL TEKNIK
PENGAIRAN AHLI
MUDA

(1) Melaksanakan pendataan dan survei kondisi
prasarana irigasi permukaan. (2) Melaksanakan
pemeliharaan dan perbaikan prasarana irigasi
permukaan sesuai prioritas penanganan. (3) Memantau
tingkat fungsi prasarana irigasi permukaan serta
menyusun laporan capaian kinerja.

Peningkatan Jaringan Irigasi [ Meningkatnya Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | KM 42 [Rp  3,091,155,753.00 42 |Rp  3,000,000,000.00 42 |Rp  3,000,000,000.00 42 [Rp  3,000,000,000.00 42 | Rp  3,000,000,000.00 | ZULKIPLI, ST. |(1) Menyusun perencanaan peningkatan jaringan irigasi
Permukaan Permukaan Permukaan yang Ditingkatkan | yang Ditingkatkan 2) pekerjaan peni
1 jaringan irigasi permukaan sesuai standar teknis. (3)
Memantau dan melaporkan capaian peningkatan
iaringan irigasi
Rehabilitasi Jaringan Irigasi | Terehabilitasinya Jaringan Irigasi | Panjang Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan | KM 25 [Ro  1,800,000,000.00 25 |Re  1,800,000,000.00 25 [Re  1,800,000,000.00 25 [Rp  1,800,000,000.00 25 [Rp  1,800,000,000.00 [SURAJE, ST. |(1) Menyusun perencanaan rehabilitasi jaringan irigasi
Permukaan Permukaan Permukaan yang Direhabiltasi | yang Direhabilitasi ) pekerjaan i
2 jaringan irigasi permukaan sesuai hasil evaluasi kondisi.
(3) Memantau dan melaporkan capaian rehabilitasi
iaringan irigasi
Operasi dan Pemeliharaan Beroperasi dan Terpeliharanya Panjang Jaringan Irigasi Panjang Jaringan Irigasi Permukaan  [KM 2 Rp 1,500,000,000.00 2 Rp 1,500,000,000.00 2 Rp 1,500,000,000.00 2 Rp 1,500,000,000.00 2 Rp 1,500,000,000.00 [SURAJE, ST. |(1) dan
Jaringan Irigasi Permukaan | laringan Irigasi Permukaan Permukaan yang Dioperasikan | yang Dioperasikan dan Dipelihara jaringan irigasi permukaan. (2) Melakukan pemantauan
3 dan Dipelihara kondisi dan fungsi jaringan irigasi secara berkala. (3)
Menyusun laporan hasil pengoperasian dan
i iaringan irigasi.
0 | Terfasilitasinya operasional Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi [ Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi | Lembaga 21 Rp 200,000,000.00 21 Rp 200,000,000.00 2 Rp 200,000,000.00 25 Rp 200,000,000.00 30 Rp 200,000,000.00 [zULKIPLI, ST. [ (1) Melakukan pembinaan dan fasilitasi lembaga
, |peneciolarigasi kegiatan Pengelola Irigasi yang beroperasi yang Beroperasi MT. pengelola irigasi. (2) Memantau operasional lembaga
pengelola irigasi di lapangan. (3) Menyusun laporan
kineria lembaga pengelola irigasi.
Penyusunan Dukungan Teknis | Tersusunnya Dukungan Teknis | Jumlah Dukungan Teknis bidang | jumlah Dukungan Teknis Bidang Dokumen 12 Rp 500,091,247.00 14 Rp 662,160,000.00 16 Rp 703,728,000.00 8 Rp 206,120,000.00 8 Rp 229,182,000.00 [ NURUL (1) Menyusun dokumen dukungan teknis bidang irigasi
bidang Irigasi dan Rawa bidang Irigasi dan Rawa Irigasi dan Rawa yang Disusun | |rigasi dan Rawa yang Disusun CHAERANI, [ dan rawa. (2) Melakukan koordinasi teknis penyusunan
s dukungan irigasi dan rawa. (3) Menyusun laporan hasil
dukungan teknis bidang irigasi dan rawa

Program Penyelenggaraan | Meningkatnya kualitas Persentase Penyelesaian Kasus | (Jumlah Kasus Pelanggaran Persen 100( Rp 757,300,000.00 100[ Rp 790,019,000.00 100( Rp 813,720,000.00 100 Rp 838,132,000.00 100[ Rp 863,276,000.00 (1) Melakukan pemantauan, pengawasan, dan
Penataan Ruang penyelenggaraan penataan ruang 88 Ruang Ruang yang H pendataan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di
di Daerah Kabupaten/Kota Terselesaikan dalam 1 Tahun + 2, |wilayah kabupaten/kota. (2) Melaksanakan
s Jumlah Kasus Pelanggaran 3z dan Kasus
Pemanfaatan Ruang yang Ditargetkan & 2 |pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan
Selesai dalam 1 Tahun) x 100% S perundang-undangan. (3) Memantau tindak lanjut
B penyelesaian kasus serta menyusun laporan hasil
IV.1 FUNGSIONAL PENATA RUANG
TARGET
NO. SASARAN STRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERIA FORMULASI SATUAN 2026 2027 2028 2029 2030 PJKINERIA AKTIVITAS
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Bertambahnya Rencana Tata | Penetapan Rencana Tata Ruang [ Persentase Rencana Tata Ruang | Persentase Rencana Tata Ruang Persen 55,56( Rp 350,300,000.00 66.67| Rp 400,019,000.00 77.78| Rp 200,720,000.00 88.89| Rp 200,132,000.00 100( Rp 200,276,000.00 [ MAYA GITA | (1) Menyusun dan menyempurnakan dokumen rencana
Ruang Kabupaten/Kota yang | Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci | Kabupaten/Kota yang Disahkan | abupaten/Kota yang Disahkan PERTIWI, ST |tata ruang sesuai ketentuan. (2) Melaksanakan fasilitasi
| [Pshkan Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota pembahasan dan persetujuan substansi rencana tata
ruang. (3) Mengoordinasikan penetapan rencana tata
ruang menjadi peraturan daerah dan pelaporan
capaian.




Bertambahnya Rencana Tata [ Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Rencana Tata Ruang | Persentase Rencana Tata Ruang yang | Persen 55.56] Rp 200,000,000.00 66.67| Rp 200,000,000.00 77.78] Rp 300,000,000.00 88.89 Rp 300,000,000.00 100[ Rp 300,000,000.00 [MAYA GITA [ (1) Melaksanakan pengumpulan data, analisis teknis,
Ruang yang disusun Perencanaan Tata Ruang Daerah | yang disusun Disusun PERTIWI, ST [dan penyusunan materi rencana tata ruang. (2)

2 Kabupaten/Kota Melaksanakan konsultasi publik dan koordinasi lintas
sektor. (3) Melakukan finalisasi dokumen rencana tata
ruang dan lanoran.

Terwujudnya Penerbitan KPR | Koordinasi dan Sinkronisasi Persentase Penerbitan KKPR Persentase Penerbitan KPR Sesuai | Persen 100[ Rp 100,000,000.00 100{ Rp 100,000,000.00 100[ Rp 100,000,000.00 100 Rp 100,000,000.00 100[ Rp 100,000,000.00 |AMIR (1) Melakukan verifikasi kesesuaian permohonan KKPR
sesuai Rencana Tata Ruan Pemanfaatan Ruang Daerah sesuai Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang HAMZAH, terhadap rencana tata ruang. (2) Melaksanakan

3 Kabupaten/Kota ST, penilaian teknis dan penerbitan KKPR sesuai ketentuan.
(3) Melakukan monitoring dan pelaporan penerbitan
KKPR.

Tersedianya Hasil Temuan Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Temuan Kasus Indikasi [ Jumlah Temuan Kasus Indikasi Kasus 4| Rp 107,000,000.00 2| Rp 90,000,000.00 2| Rp 213,000,000.00 3| Rp 238,000,000.00 4| Rp 263,000,000.00 |JALALUDIN, |(1) dan
Kasus Indikasi Pelangg; Ruang g Ruang 8 Ruang ST, MT pemanfaatan ruang. (2) Melakukan identifikasi,

4 |Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota pendataan, dan dokumentasi indikasi pelanggaran
pemanfaatan ruang. (3) Menyusun laporan hasil
temuan sebagai bahan tindak laniut

Pelaksana

Tersedianya Dokumen Penetapan Kebijakan dalam rangka| Jumlah Dokumen Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan Dokumen Rp - 1| Rp 200,000,000.00 of rp - of rp - of Rp - |mavAGITA (1) Menyusun dan menginventarisasi dokumen
Kebijakan Pelaksanaan Pelaksanaan Penataan Ruang Perda/Perkada selain RTRW Perda/Perkada selain RTRW PERTIWI, ST | kebijakan Perda/Perkada bidang penataan ruang selain
Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kata Kabupaten/Kota RTRW. (2) Memfasilitasi pembahasan dan penetapan
* [Kabupaten/Kota kebijakan sesuai ketentuan. (3) Mendokumentasikan
dan melaporkan kebijakan yang ditetapkan.
Tersedianya PerkadaROTR | Penetapan RDTR Kabupaten/Kota |Jumlah Perkada ROTR Jumlah Perkada RDTR Dokumen 1| rp 150,300,000.00 1 rp 200,019,000.00 1] rp 200,720,000.00 1 rp 200,132,000.00 1| rp 200,276,000.00 [MAYA GITA [ (1) Menyusun materi teknis RDTR Kabupaten/Kota. (2)
s Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PERTIWI, ST | Memfasilitasi pembahasan dan penetapan Perkada
RDTR. (3) Mendokumentasikan Perkada RDTR yang
ditetapkan.
| |Tersedianya Perda RTRw Penetapan RTRW Kabupaten/Kota | Jumlah Perda RTRW Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota | Dokumen 1| rp 200,000,000.00 of Rp - of rp - of rp - of Rp - [mavaGITA (1) Menyusun materi teknis RTRW Kabupaten/Kota. (2)
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota PERTIWI. ST dan penetapan Perda
Terlaksananya sosialisasi Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah laporan sosialisasi Jumlah Laporan Sosialisasi Kebijakan |Laporan 0| Rp - of Rp - of Rp - 1| Rp - 1| Rp - |MAYAGITA [(1) Menyusun materi sosialisasi kebijakan dan
kebijakan dan peraturan Peraturan Perundang-Undangan | kebijakan dan peraturan dan Peraturan Perundang-undangan PERTIWI, ST | peraturan penataan ruang. (2) Melaksanakan kegiatan
4 | perundang-undangan bidang | Bidang Penataan Ruang perundang-undangan bidang Bidang Penataan Ruang sosialisasi kepada pemangku kepentingan dan
penataan ruang. penataan ruang (3) Menvusun lanoran hasil sosialisasi.
Tersedianya orthorektifikasi | Penyusunan Peta Dasar Jumlah data SHP Peta Dasar Jumlah Data SHP Peta Dasar Peta 0| Rp - 0| Rp - 1| Rp 100,000,000.00 1| Rp 100,000,000.00 1| Rp 100,000,000.00 | ALDHI TRY | (1) Mengumpulkan dan mengolah data SHP peta dasar
| ctradariraw citra ke format SUWANTO, ~ [penataan ruang. (2) Memutakhirkan dan memverifikasi
ECW dan tersedianya data SHP SPW.K data SHP peta dasar. (3) Mendokumentasikan data SHP
Peta Dasar peta dasar.
Tersedianya materi teknis dan | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kotaf Jumlah materi teknis dan Jumlah Materi Teknis dan Dokumen 2| Rp 200,000,000.00 2| Rp 200,000,000.00 2| Rp 200,000,000.00 2| Rp 200,000,000.00 1| Rp 200,000,000.00 | ALDHITRY | (1) Menyusun materi teknis RDTR Kabupaten/Kota. (2)
ranperkada RDTR ranperkada RDTR Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota SUWANTO, [Menyusun rancangan Perkada RDTR. (3)
© | Kabupaten/Kota sesuai dengan Kabupaten/Kota SPW.K Menyempurnakan materi teknis dan rancangan Perkada
pedoman ROTR.
i Jumlah layanan Persetujuan KKPR| Jumlah Layanan Persetujuan KKPR | Layanan 600[ Rp 50,000,000.00 500[ Rp 50,000,000.00 200( Rp 50,000,000.00 300( Rp 50,000,000.00 200[ Rp 50,000,000.00 | ALDHITRY [ (1) Menerima dan memverifikasi permohonan
dokumen Persetujuan KKPR | Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan [ sesuai dengan ketentuan waktu | sesuai dengan Ketentuan Waktu yang SUWANTO, jjuan KKPR. (2) dan
7 |sesuai dengan ketentuan Ruang yang berlaku Berlaku SPW.K Persetujuan KKPR sesuai ketentuan waktu yang berlaku.
:V::N vang berlaku yaitu 20 (3) Menyusun laporan pelayanan Persetujuan KKPR.
Tersedianya dokumen Pelaksanaan Sinkronisasi Program | Jumlah dokumen sinkronisasi | jumlah Dokumen Sinkronisasi Dokumen 1| rp 50,000,000.00 1| re 50,000,000.00 1| Re 50,000,000.00 1| rp 50,000,000.00 1| rp 50,000,000.00 | CAHYU (1) Menginventarisasi program pemanfaatan ruang
s |Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang program pemanfaatan ruang Program Pemanfaatan Ruang RIESTYA lintas sektor. (2) Menyusun dokumen sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang VINANDA. _|oroeram ruane. (3) Menvusun lanoran
Kegiatanyang | Of Tugas dan Fungsi | Jumlah kasus yang Ditangani Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik | kasus 0| Rp - o| Rp - 0| Rp - 0| Rp - 0| Rp - |canvu (1) Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
Sesuai dengan Tugas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil | pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang RIESTYA ruang. (2) i kasus
Fungsi Penyidik Pegawai (PPNS) Bidang Penataan Ruang. (PPNS) Bidang Penataan Ruang | penataan Ruang VINANDA, | oleh PPNS bidang penataan ruang. (3) Menyusun
9 | Negeri sipil (PPNS) Bidang SPW.K laporan penanganan kasus.
Penataan Ruang
Pelaksanaan Koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Penataan | Jumlah Dokumen Koordinasi | jumlah Dokumen Koordinasi dokumen of rRp - of rp - 1| rp 33,000,000.00 1| rp 40,000,000.00 1| rp 56,000,000.00 | ALDHI TRY [ (1) Melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan
10 | Pelaksanaan Penataan Ruang | Ruang Pelaksanaan Penataan Ruang | pelaksanaan Penataan Ruang SUWANTO, | ruang lintas sektor. (2) Memfasilitasi rapat dan
SPWK pertemuan koordinasi. (3) Menvusun dokumen hasil
Tersedianya dokumen tekstual | Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian | Dokumen tekstual dan spasial Jumlah Dokumen Tekstual dan dokumen 1[ Rp 50,000,000.00 1| Rp 50,000,000.00 1| Rp 50,000,000.00 1| Rp 50,000,000.00 1| Rp 50,000,000.00 |ALDHI TRY  [(1) Melaksanakan penilaian kesesuaian kegiatan
dan spasial hasil Penilaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. hasil Penilaian Pelaksanaan Spasial Hasil Penilaian Pelaksanaan SUWANTO, | pemanfaatan ruang. (2) Menyusun dokumen tekstual
11 [Pelaksanaan Kesesuaian dan/atau pernyataan mandiri Kesesuaian Kegiatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan SPWK dan spasial hasil penilaian. (3) Mendokumentasikan
Kegiatan Pemanfaatan Ruang | pelaku UMK Pemanfaatan Ruang Ruang hasil penilaian kesesuaian.
Tugas dan 0 isasi Tugas dan Fungsi [Jumlah Laporan Pelaksanaan | jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas | laporan 2| rp 57,000,000.00 2| Rp 40,000,000.00 2| rp 50,000,000.00 2| rp 50,000,000.00 2| rp 50,000,000.00 | ALDHITRY [ (1) Melaksanakan koordinasi Forum Penataan Ruang.
12 |Fungsi Forum Penataan Ruang |Forum Penataan Ruang Tugas dan Fungsi Forum dan Fungsi Forum Penataan Ruang SUWANTO, |(2) Menyusun laporan pelaksanaan tugas dan fungsi
Penataan Ruang SPWK forum. (3) hasil
Tersedianya dokumen tekstual | Penilaian Perwujudan RTR Jumlah dokumen tekstual dan | jumlah Dokumen Tekstual dan dokumen of Rp - of rRp - 1| Rp 40,000,000.00 1| Rp 48,000,000.00 1| rp 57,000,000.00 | ALDHI TRY | (1) Melaksanakan penilaian perwujudan RTR
| dan spasiathasi peniaan spasial hasil Penilaian Spasial Hasil Penilaian Perwujudan SUWANTO, ~ [Kabupaten/Kota. (2) Menyusun dokumen tekstual dan
Perwujudan RTR Perwujudan RTR RTR SPW.K spasial hasil penilaian. (3) Mendokumentasikan hasil
penilaian perwujudan RTR.
Terselesaikan sengketa Penyelesaian Sengketa Penataan  [Jumlah Berita Acara penyelesaian |Jumlah Berita Acara Penyelesaian Berita Acara 0| Rp - 0| Rp - 0| Rp - 0| Rp - 0| Rp - |canvu (1) Memfasilitasi proses penyelesaian sengketa
o |penatasn ruang Ruang sengketa penatan ruang Sengketa Penataan Ruang RIESTYA penataan ruang. (2) Menyusun berita acara
VINANDA, | penyelesaian sengketa penataan ruang. (3)
SPWK hasil ian sengketa.
Terlaksananya Pemberian Pemberian insentif dan/atau Jumlah berita acara pemberian [ jumlah Berita Acara Pemberian Berita Acara of rRp - of rp - 1| Re 40,000,000.00 1] ro 50,000,000.00 1| rp 50,000,000.00 | CAHYU (1) Menetapkan pemberian insentif dan/atau
15 |insentif dan/atau disinsentit sentif non fiskal insentif dan/atau disinsentif non | nsentif dan/atau Disinsentif Non RIESTYA disinsentif non fiskal. (2) Menyusun berita acara
non fiskal fiskal Fiskal VINANDA, | pemberian insentif dan/atau disinsentif. (3)




KABID CIPTA

JFT
Fungsional
Penata
Bangunan dan
Gedung

1 [ Meningkatnya kualitas Program Penataan Bangunan Persentase kepatuhan PBG & SLF [ (Jumlah Permohonan PBG dan SLF | Persen 100 Rp  27,105,687,000.00 100| Rp  27,918,858,000.00 100| Rp  28,756,424,000.00 100{ Rp  29,619,117,000.00 100 Rp  30,507,691,000.00 (1) Melaksanakan pelayanan dan pengawasan
bangunan gedung Gedung Kabupaten/Kota yang Diproses dan Sesuai penerbitan PBG dan SLF sesuai ketentuan. (2)
Pemanfaatan Bangunan Gedung / Melakukan pemeriksaan kepatuhan bangunan gedung
Jumlah Permohonan PBG dan SLF terhadap perizinan dan standar teknis. (3) Melakukan
yang Masuk) x 100% monitoring, evaluasi, dan pelaporan tingkat kepatuhan
PBG dan SLF.
Persentase Bangunan Gedung | Jumlah Bangunan Gedung dalam | Persen 100[ Rp - 100 Rp - 100[ Rp - 100 Rp - 100[ Rp - (1) Melakukan pendataan dan penilaian kondisi
dalam Kondisi Baik Kondisi Baik / Jumlah Seluruh bangunan gedung. (2) Melaksanakan rehabilitasi dan
Bangunan Gedung) x 100% pemeliharaan bangunan gedung. (3) Melakukan
dan evaluasi kondisi baneunan gedune.
Proporsi fasilitas pemerintah | (Jumlah Fasilitas Pemerintah Daerah | Persen 151 Rp) - 27| Rp - 389 Rp - 5.08 Rp - 6.26( Rp - (1) Melakukan inventarisasi fasilitas pemerintah daerah
daerah yang menggunakan EBT  |\ang Menggunakan Energi Baru yang berpotensi menggunakan EBT. (2) Melaksanakan
Terbarukan / Jumlah Seluruh Fasilitas pemasangan dan pemanfaatan EBT pada fasilitas
Pemerintah Daerah) x 100% pemerintah daerah. (3) Melakukan pemantauan dan
evaluasi EBT.
Konsumsi listrik per kapita (Total Konsumsi Listrik kWh 74.69| Rp - 388.97| Rp - 4038 Rp - 219.19[ Rp - 435.17| Rp - (1) Melakukan pengumpulan data konsumsi listrik
Kabupaten/Kota dalam satu tahun / masyarakat. (2) Melaksanakan upaya efisiensi dan
Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota) pengendalian penggunaan energi listrik. (3) Melakukan
evaluasi dan pelaporan konsumsi listrik per kapita.
Meningkatnya Bangunan dan | Program Penataan Bangunan dan | Persentase Penataan Bangunan | (Luas/Kawasan Bangunan dan Persen 100[ Rp 2,200,000,000.00 100[ Rp  2,272,208,000.00 100[ Rp  2,348,001,000.00 100[ Rp 2,427,062,000.00 100 Rp 2,509,343,000.00 (1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan kawasan
Lingkungan yang Tertata Lingkungannya dan Lingkungan Lingkungan yang Tertata / Total bangunan dan lingkungan. (2) Melaksanakan kegiatan
2 Luas/Kawasan Bangunan dan penataan bangunan dan lingkungan sesuai rencana
Lingkungan) x 100% teknis. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi hasil
oenataan baneunan dan linekunean.
Pengelolaan Pengembangan | Meningkatnya Kualitas akupan (P Persen 100 Rp 7,113,236,000.00 100[ Rp  7,209,976,000.00 100[ Rp 7,303,706,000.00 100[ Rp  7,398,655,000.00 100[ Rp  7,113,236,000.00 (1) Melakukan pendataan kondisi infrastruktur
i dalam Keadaan Baik | permukiman dalam Kondisi Baik / £ @
3 Total Panjang/Jumlah Infrastruktur < i, dan
Permukiman) x 100% = permukiman. (3) Melakukan monitoring dan evaluasi
3 kondisi i
Meningkatnya akses Program Pengelolaan dan Persentase peningkatan Jumiah | ((Jumlah Penduduk yang Persen 8132 Rp  13,662,195,000.00 [82.05 Rp  13,798,817,000.00 8278 Rp  13,936,806,000.00 8351 Rp  14,076,175,000.00 84.24[ Rp  14,216,937,000.00 o (1) Melakukan pendataan penduduk yang memiliki
masyarakat terhadap Sistem | Pengembangan Sistem Penyediaan | Penduduk yang mendapatkan | Mendapatkan Akses Air Minum 2 akses air minum melalui SPAM. (2) Melaksanakan
4 | Penvediaan Air Minum Alr Minum akses terhadap air minum melalui | vye(514; SPAM Terlindungi Tahun pembangunan dan peningkatan SPAM jaringan
e gan | erialan - Jumiah Penduduk yang perpipaan dan non perpipaan terlindungi. (3)
porminann terlindunet tachastan Akses Air Minum Melakukan dan pelaporan peningkatan
Ketahanan Air - Rumah tangga | (Jumlah Rumah Tangga dengan Akses |Persen 95.81] Rp - 96.77| Rp - 97.75| Rp - 98.73| Rp - 98.93| Rp - (1) Melakukan pendataan rumah tangga yang memiliki
yang memiliki akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak / akses sumber air minum layak. (2) Melaksanakan
layanan sumber air minum layak |, 12k Total Rumah Tangga) x 100% pembangunan dan peningkatan sarana air minum
layak. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan capaian
ketahanan air
Meningkatnya akses Program Pengelolaan dan Persentase rumah tangga yang | (Jumlah Rumah Tangga yang Persen 8893[ Ro  2,805,129,000.00 8968 Ro  2,889,283,000.00 90.43[ Rp  2,975,962,000.00 9118 R 3,065,241,000.00 91.93[ Rp  3,157,199,000.00 (1) Melakukan pendataan kondisi sistem pengelolaan
masyarakat terhadap Sistem | Pengembangan Sistem Penyediaan | menempati hunian dengan akses | Menempati Hunian dengan Akses Air air limbah domestik. (2) Melaksanakan pembangunan
5| Pengelolaan Air Limbah Air Limbah air limbah domestik aman Limbah Domestik Aman / Jumlah dan peningkatan sarana air limbah domestik aman. (3)
Total Rumah Tangga) x 100% Melakukan monitoring dan evaluasi akses air limbah
domestik.
Rumah tangga dengan akses (tumlah Rumah Tangga dengan Akses [ Persen 2.47] Rp - 5.44[ Rp - 6.41[ Rp - 7.38| Rp - 1252 Rp - (1) Melakukan pendataan rumah tangga dengan akses
sanitasi aman Sanitasi Aman / Jumlah Total Rumah sanitasi. (2) Melaksanakan pembangunan dan
Tangga) x 100% peningkatan sarana sanitasi aman. (3) Melakukan
dan pelanoran capaian akses sanitasi.
Meningkatnya Kualitas Sistem | Program Pengelolaan dan Persentase Cakupan Drainase | (Panjang/Jumlah Jaringan Drainase  |Persen O[ Rp  1,515,616,000.00 2235( Rp  1,561,085,000.00 2255 Rp  1,607,918,000.00 2275| Rp 1,656,156,000.00 23.15[ Rp  1,705,841,000.00 (1) Melakukan inventarisasi jaringan drainase. (2)
o |Prainaseperkotaan Pengembangan Sistem Penyediaan | dalam Kondisi Baik dalam Kondisi Baik / Total Melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, dan
Drainase Panjang/Jumlah Jaringan Drainase) x pemeliharaan jaringan drainase. (3) Melakukan
dan evaluasi kondisi drainase.
Meningkatnya Kualitas Program Peng akupan (Panjang/Jumlah Persen 100[ Rp  7,113,236,000.00 100[ Rp  7,209,976,000.00 100( Rp  7,303,706,000.00 100{ Rp  7,398,655,000.00 100( Rp  7,113,236,000.00 (1) Melakukan pendataan kondisi infrastruktur
dalam Keadaan Baik | permukiman dalam Kondisi Baik / permukiman secara berkala. (2) Melaksanakan
7 Total Panjang/Jumlah Infrastruktur peningkatan kualitas dan fungsi infrastruktur
Permukiman) x 100% permukiman. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan
capaion kondisi i i
V.1 FUNGSIONAL TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN AHLI MUDA
TARGET
No SASARAN STRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERIA FORMULASI SATUAN 2026 2027 2028 2029 2050 PIKINERIA AKTIVITAS
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
j Bangunan Persentase permohonan Persen 100 Rp  27,105,687,000.00 100 Rp  27,918,858,000.00 100 Rp  28,756,424,000.00 100 Rp  29,619,117,000.00 100[ Rp  30,507,691,000.00 | MUHAMAD | 1) Melaksanakan pelayanan penerbitan PBG sesuai
perizinan bangunan gedung | Gedung di Wilayah Daerah | perizinan bangunan gedung yang | po - 1 o erizinan bangunan NASRI, ST. | standar layanan. (2) Melakukan verifikasi kelengkapan
1 |vang diproses tepat waktu Kabupaten/Kota, Pemberian Izin | diproses tepat waktu sesuai 3 ) N -
sesuai standar layanan Mendirikan Bangunan (IMB) dan | standar layanan gedung yang diproses tepat waktu + dan kesesuaian dokumen perizinan. (3) Melakukan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Total permohonan perizinan monitoring dan evaluasi ketepatan waktu pelayanan
Gedung bangunan gedung x 100% perizinan bangunan gedung.
Penataan Persentase penyelenggara Persen 100 Rp 2,200,000,000.00 100[ Rp 2,272,208,000.00 100[ Rp  2,348,001,000.00 100 Rp  2,427,062,000.00 100[ Rp 2,509,343,000.00 [ MUHAMAD
pembinaan Bangunan dan Li di gedung yang Penyelenggara pembangunan gedung NASRI, ST. | (1) Melakukan pendataan penyelenggara pembangunan!
2 |gedung Daerah Kabupaten/Kota mendapat pembinaan yang mendapatkan pembinaan + gedung. (2) Melaksanakan pembinaan teknis dan
Total penyelenggara pembangunan administrasi bangunan gedung. (3) Melakukan evaluasi
gedung x 100% dan pelaporan hasil
Tersedianya Unit SPAM yang | Pengelolaan dan Pengembangan | Persentase Unit SPAM Non Persen 100| Rp  13,662,195,000.00 100( Rp  13,798,817,000.00 100| Rp  13,936,806,000.00 100| Rp  14,076,175,000.00 100| Rp  14,216,937,000.00 [RAHMAT (1) Melakukan pendataan dan penilaian Unit SPAM Non
Beroperasi sesuai standar | Sistem Penyediaan Air Minum Perpipaan yang Beroperasi sesuai | Unit SPAM Non Perpipaan yang IRAWAN, ST. | Perpipaan. (2) Melaksanakan peningkatan sarana dan
5 |teknis (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | standar teknis beroperasi sesuai standar teknis + T prasarana SPAM sesuai standar teknis. (3) Melakukan
Total Unit SPAM Non Perpipaan x monitoring dan evaluasi operasional SPAM Non
100% Perpipaan.




Sambungan dan Rumah yang Persen 100[ Rp 1,925,000,000.00 100[ Rp 2,025,000,000.00 100[ Rp 2,085,000,000.00 100[ Rp 2,145,000,000.00 100[ Rp 2,255,000,000.00 [RAHMAT
Rumah yang terlayani oleh | Sistem Air Limbah Domestik dalam | terlayani oleh Sistem Pengelolaan IRAWAN, sT. | (1) dan
4 |Sistem Pengelolaan Air Limbah | Daerah Kabupaten/Kota Air Limbah Domestik (SPALD) | jumlah Sambungan Rumah yang T jaringan SPALD Terpusat. (2) Melakukan penyambungan
Domestik (SPALD) Terpusat Terpusat terlayani SPALD Terpusat + Total rumah ke sistem SPALD Terpusat. (3) Melaksanakan
Rumah potensial x 100% operasi dan sistem SPALD.
Panjang. g dan Persentase Persen 0| Rp 1,515,616,000.00 0| Rp 1,561,085,000.00 0.2| Rp 1,607,918,000.00 0.2 Rp 1,656,156,000.00 0.4| Rp 1,705,841,000.00 | RAHMAT (1) Melakukan pendataan dan pemetaan kondisi
Cakupan Sistem yang Terhubung Cakupan Drainase | Pertambahan panjang drainase IRAWAN, ST. |jaringan drainase. (2) Melaksanakan pembangunan dan
* [Kondisi Baik Langsung dengan Sungai dalam | dalam Kondisi Baik dalam kondisi baik + Total panjang MT rehabilitasi jaringan drainase. (3) Melakukan
Daerah Kabupaten/Kota drainase x 100% monitoring dan evaluasi kondisi drainase.
Cakupan akupan Persen 100{ Rp 7,113,236,000.00 100| Rp 7,209,976,000.00 100{ Rp 7,303,706,000.00 100 Rp 7,398,655,000.00 100 Rp  7,113,236,000.00 | RAHMAT (1) Melakukan pendataan kondisi infrastruktur
pada di Kawasan Permukiman Dasar pada Infrastruktur permukiman dasar pada IRAWAN, ST. |Permukiman dasar kawasan strategis. (2) Melaksanakan
Dasar pada Kawasan Strategis [ Strategis Daerah Kabupaten/Kota [ Kawasan Strategis Daerah yang [ kawasan strategis daerah yang MT dan
6 | Daerah yang Berfungsi Baik Berfungsi Baik berfungsi baik + Total infrastruktur (3) Melakukan
permukiman dasar pada kawasan dan evaluasi fungsi infrastruktur kawasan strategis
strategis daerah x 100% daerah.

Pelaksana

Bangunan Gedung untuk Pemeliharaan, Perawatan, dan Jumlah Bangunan Gedung untuk | Jumlah bangunan gedung Bangunan Rp 26,944,537,000.00 27,757,708,000.00 28,590,774,000.00 29,457,967,000.00 30,346,541,000.00 | LALU NATA | (1) Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan
Kepentingan Strategis Daerah | Pemeriksaan Berkala Bangunan [ Kepentingan Strategis kepentingan strategis yang Gedung TRESNA bangunan gedung strategis. (2) Melakukan pemeriksaan
1 |Kabupaten/Kota yang Gedung untuk vang Dipelihara, | gipelihara, dirawat, dan diperiksa HADI, ST |berkala kondisi bangunan. (3) Menyusun laporan hasil
Strategis Daerah Dirawat, dan Diperiksa Berkala |,/ pemeliharaan.
Perawatan, dan
Berkala
Tersusunnya Kebijakan terkait | Penyusunan Kebijakan terkait | Jumlah Dokumen Kebijakan Jumlah dokumen kebijakan Dokumen of rRp - of rRp - 3[ro 4,500,000.00 of rp - of Rp - [LALUNATA | (1) Menyusun dan mereviu kebijakan penyelenggaraan
Bangunan Bangunan terkait Penyelenggaraan penyelenggaraan bangunan gedung TRESNA bangunan gedung. (2) Melakukan harmonisasi regulasi.
? | Gedung Gedung Bangunan Gedung yang disusun HADI, ST (3) Menetapkan dan mendokumentasikan kebijakan.
Terlaksananya Bantuan Teknis | Bantuan Teknis Pembangunan Jumlah Bantuan Teknis Jumlah bantuan teknis pembangunan | Bantuan 6[ Rp 6,300,000.00 6| Rp 6,300,000.00 6| Rp 6,300,000.00 6| Rp 6,300,000.00 6[ Rp 6,300,000.00 | LALU NATA (1) teknis
Pembangunan Bangunan Bangunan Gedung Negara untuk | Pembangunan Bangunan Gedung | bangunan gedung negara yang Teknis TRESNA (2) Melakukan asistensi perencanaan dan pelaksanaan.
3 | Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Negara untuk Kepentingan dilaksanakan HADI, ST (3) Menyusun laporan bantuan teknis.
ingan Strategis Strategis Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Penerbitan Penerbitan Jumlah Penerbitan Persetujuan | jumlah penerbitan PBG, SLF, SBKBG, | HVALUE! 350 #VALUE! 350 HVALUE! 350 HVALUE! 350 H#VALUE! 350 HVALUE! NIA, ST (1) Memproses permohonan layanan melalui SIMBG. (2)
Persetujuan Bangunan Gedung | Persetujuan Bangunan Gedung Bangunan Gedung (PBG), RTB, TPA, TPT, Penilik, dan pendataan Melakukan verifikasi dan penilaian teknis. (3)
(PBG), Sertifikat Laik Fungsi | (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), | Sertifkat Laik Fungsi (SLF), Surat | ooy o oodung melalui SIMBG Menerbitkan dokumen persetujuan dan sertifikasi.
(SLF), Surat Bukti i Surat Bukti Bangunan |Bukti likan Bangunan
Bangunan Gedung (SBKBG), | Gedung (SBKBG), Rencana Teknis |Gedung (SBKBG), Rencana Teknis
| Rencana Teknis Pembongkaran | Pembongkaran Bangunan Gedung | Pembongkaran Bangunan
Bangunan Gedung (RTB), Tim | (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim | Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli
Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai | Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT),
Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung Penilik, dan Pendataan Bangunan
Pendataan Bangunan Gedung | melalui SIMBG Gedung melalui SIMBG
melalui SIMBG
Tersusunnya Rencana dan Penyusunan Rencana dan Teknis | Jumlah Dokumen Rencana dan | jumlah dokumen rencana dan teknis | Dokumen 3| rp 302,250,000.00 4| rp 154,968,066.00 4| rp 154,968,066.00 s| rp 162,716,469.00 4| Rp 152,904,906.00 |NIA, ST (1) Menyusun dokumen rencana teknis penataan
Teknis Penataan Bangunan | Penataan Bangunan dan Teknis Penataan Bangunandan [ penataan bangunan dan lingkungan kawasan. (2) Melakukan survei dan analisis kawasan. (3)
5 | dan Lingkungan diKawasan | Lingkungan di Kawasan Strategis | Lingkungan yang Disusun di Kawasan strategis yang disusun Finalisasi dan dokumentasi rencana.
Strategis Daerah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Strategis Daerah
Terlaksananya Penataan Penataan Bangunan dan Jumlah Kawasan di Daerah Jumlah kawasan yang dilaksanakan  |Kawasan 4| rp 465,788,000.00 4| rp 1,915,891,879.00 4[Rp 2,063,892,879.00 s|Rp  2,128,748,473.00 4| Rp 2,229,017,339.00 NIA, ST (1) Menetapkan lokasi kawasan prioritas. (2)
¢ |Bangunan dan Lingkungan di | Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota yang penataan bangunan dan lingkungan Melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan. (3)
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota dilaksanakan penataan bangunan Monitoring dan evaluasi kawasan.
dan lingkungan
Terlaksananya Pembinaan dan | Pembinaan dan Jumlah bangunan [Jumlah bangunan Orang a[Rp  1,431,962,000.00 4| rp 201,348,055.00 4| ro 129,140,055.00 s| rp 135,597,058.00 4] rp 127,420,755.00 [ NIA, ST (1) teknis. (2
pengawasan penataan dan | penataan bangunan dan gedung yang mendapatkan gedung yang dibina dan diawasi Melakukan pengawasan lapangan. (3) Evaluasi dan
7 [lingkungan lingkungan pembinaan dan pengawasan pelaporan hasil pembinaan.
penataan bangunan dan
lingkungan
Tersusunnya Rencana, Penyusunan Rencana, Kebijakan, | Jumlah Dokumen Rencana, Jumlah dokumen rencana, kebijakan, |Dokumen 1| Re 1,000,000,000.00 1| re 1,000,000,000.00 2[Rp 1,500,000,000.00 o Rp - of Rp - [mAHENDRA | (1) Menyusun rencana dan kebijakan SPAM. (2)
5 | Kebilakan, Strategi dan Teknis | Strategi dan Teknis Sistem Kebijakan, Strategi dan Teknis | strategi, dan teknis SPAM yang SUGANDHI, | Melakukan kajian teknis dan kebutuhan layanan. (3)
Sistem Penyediaan Air Minum | Penyediaan Air Minum (SPAM) [ Sistem Penyediaan Air Minum | qic. o T Finalisasi dokumen perencanaan.
(SPAM) (SPAM) vang disusun
Terbangunnya Sistem Pembangunan Sistem Penyediaan |Kapasitas Sistem Penyediaan Air | Kapasitas SPAM jaringan perpipaan | Liter/Detik 15[ Rp 7,000,000,000.00 15[ Rp 7,000,000,000.00 15[ Rp  7,000,000,000.00 15[ Rp 7,000,000,000.00 15[ Rp 7,000,000,000.00 |MAHENDRA | (1) Melaksanakan pembangunan jaringan dan instalasi
9 [Penyediaan Air Minum (SPAM) [ Air Minum (SPAM) Jaringan Minum (SPAM) Jaringan yang dibangun SUGANDHI, [SPAM. (2) Pengawasan pelaksanaan konstruksi. (3)
Jaringan Perpipaan Perpipaan Perpipaan yang dibangun Sorah terima hacil nekeriaan
Sistem Penyediaan Air Minum [ Perluasan Sistem Penyediaan Air [ Jumlah Sambungan Rumah yang [ jumlah sambungan rumah yang SR 1000 Rp  5,662,195,000.00 1000[ Rp  5,798,817,000.00 1000[ Rp  5,436,806,000.00 1000[ Rp  7,076,175,000.00 1000[ Rp 7,216,937,000.00 | MAHENDRA [(1) Pembangunan jaringan distribusi. (2) Penyambungan|
10" | (sPAM) Jaringan Perpipaan Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | terlayani oleh perluasan Sistem | terlayani perluasan SPAM jaringan SUGANDHI, | rumah pelanggan. (3) Verifikasi layanan sambungan.
Sistem | Optimalisasi Sistem Air [ Jumlah Sistem Pengelolaan Air | jumlah SPALD terpusat skala Unit 1| rp 15,000,000.00 1| re 15,000,000.00 1 ro 15,000,000.00 1 ro 15,000,000.00 1| Rp 15,000,000.00 LALU (1) Evaluasi kinerja SPALD perkotaan. (2) Optimalisasi
' [ Pengelolaan Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Limbah Domestik (SPALD) perkotaan yang dioptimalisasi MOCHAMAD |sistem dan instalasi. (3) Monitoring operasional.
Sistem | Optimalisasi Sistem Air[ Jumlah Sistem Pengelolaan Air | jumlah SPALD terpusat skala Unit of rRp - of Rp - HIES 45,000,000.00 4| Rp 60,000,000.00 HIE 45,000,000.00 [LALY (1) Evaluasi kinerja SPALD permukiman. (2) Optimalisasi
12 | Pengelolaan Air Limbah Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | Limbah Domestik (SPALD) permukiman yang dioptimalisasi MOCHAMAD | unit pengolahan. (3) Pelaporan hasil kegiatan.
Domestik (SPALD) Terpusat | Skala Permukiman Terpusat Skala Permukiman yang HARISTA
Sistem Sistem Peng Kapasitas Sistem Pengelolaan Air [Kapasitas SPALD terpusat skala M*/Hari 120( Rp 720,000,000.00 100[ Rp 600,000,000.00 105| Rp 630,000,000.00 120{ Rp 720,000,000.00 120( Rp 720,000,000.00 [ LALU (1) Pembangunan instalasi SPALD kawasan. (2)
13 |Pengelolaan Air Limbah Air Limbah Domestik (SPALD) Limbah Domestik (SPALD) kawasan tertentu yang dibangun MOCHAMAD | Pengawasan konstruksi. (3) Uji fungsi dan serah terima.
Domestik (SPALD) Terpusat | Terpusat Skala Kawasan Tertentu | Terpusat Skala Kawasan Tertentu HARISTA
Skala Kawasan Tertentu vang dibangun e -
Tersedianya Jasa Penyedotan | Penyediaan Jasa Penyedotan Jumlah Rumah Tangga yang Jumlah rumah tangga yang terlayani | Rumah 2688] Rp. 380,129,000.00 2715 Rp 364,283,000.00 2742 Rp 345,962,000.00 2769 Rp 360,241,000.00 2769 Rp 357,199,000.00 [LALUZUL [ (1) Pelaksanaan layanan penyedotan lumpur tinja. (2)
[ Lmpur Tinja Lumpur Tinja TerlayaniJasa Penyedotan jasa penyedotan lumpur tinja Tangga EKASAPTA | Pengangkutan dan pengolahan lumpur tinja. (3)
Tersedianya Sarana Penyediaan Sarana Pengangkutan | Jumlah Sarana Pengangkutan Jumlah sarana pengangkutan lumpur |Unit 4| Rp 330,000,000.00 4| Rp 330,000,000.00 4| Rp 330,000,000.00 5| Rp 330,000,000.00 5[ Rp 330,000,000.00 | AHMAD (1) Pengadaan sarana angkut lumpur tinja. (2)
5 | Pengangkutan Lumpur Tinja [ Lumpur Tinja Lumpur Tinja yang Disediakan | tinja yang disediakan HALIFI, SE. _[Penyiapan ional armada. (3)
Sistem Pengelolaan Air Limbah | Perluasan Sistem Pengelolaan Air | Jumlah Sambungan Rumahyang  [jumlah sambungan rumah yang Sambungan 40| Rp 240,000,000.00 40 Rp 240,000,000.00 40 Rp 240,000,000.00 40| Rp 240,000,000.00 40| Rp 240,000,000.00 | LALU (1) jaringan SPALD. (2)
1 |Domestik (SPALD) Terpusat | Limbah Domestik (SPALD) Terpusat | terlayani oleh perluasan Sistem | terlayani perluasan SPALD terpusat | Rumah (SR) MOCHAMAD |rumah. (3) Verifikasi dan pelaporan layanan.
yang mendapatkan perluasan Pengelolaan Air Limbah Domestik HARISTA
(SPALD) Terpusat . -
Tersedianya Unit pengolahan | Penyediaan Unit pengolahan Jumlah Rumah Tangga yang Jumlah rumah tangga yang memiliki |Rumah so| Rp 750,000,000.00 78| Rp 1,170,000,000.00 80[ Rp 1,200,000,000.00 68[ R0 1,020,000,000.00 72| R 1,080,000,000.00 |LALU (1) Pembangunan sarana sanitasi individual. (2)
17| setempat setempat memiliki fasilitas buang air besar | fasilitas BAB aman sesuai standar | Tangga MOCHAMAD | Pendampingan teknis masyarakat. (3) Verifikasi fasilitas
Tersusunnya Rencana, Penyusunan Rencana, Kebijakan, | Jumlah Dokumen Rencana, Jumlah dokumen rencana, kebijakan, |Dokumen 1 rRp 200,000,000.00 of Rp - of Rp - 1| Rp 150,000,000.00 1| Rp 200,000,000.00 [ LALU (1) Penyusunan dokumen perencanaan SPALD. (2)
18 |Kebijakan, Strategi dan Teknis | Strategi dan Teknis Sistem Kebijakan, Strategi dan Teknis | trategi, dan teknis SPALD yang MOCHAMAD | Kajian teknis dan kebutuhan layanan. (3) Finalisasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah | Pengelolaan Air Limbah Domestik | Sistem Pengelolaan Air Limbah _| ., unoicra Aobeine
Terbangunnya Sistem Drainase | Pembangunan Sistem Drainase | Panjang Saluran Drainase Panjang saluran drainase perkotaan |M 50[ Rp 107,603,100.00 160 Rp 344,329,920.00 182[ Rp 391,675,284.00 200( Rp 430,412,400.00 110[ Rp 236,726,820.00 | LALU (1) Pembangunan saluran drainase. (2) Pengawasan
2 |perkotaan Perkotaan Perkotaan yang Dibangun yang dibangun MOCHAMAD | pekerjaan konstruksi. (3) Serah terima hasil pekerjaan.
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Tersusunnya Rencana, Penyusunan Rencana, Kebijakan, ~|Jumlah Dokumen Rencana, Jumlah dokumen rencana, kebijakan, |Dokumen 1| Rp 250,000,000.00 0| Rp - 0| Rp 0| Rp - 1{ Rp 250,000,000.00 | LALU (1) Penyusunan rencana sistem drainase lingkungan. (2)
| Kebijakan, Strategi dan Teknis |Strategi dan Teknis Sistem Drainase| Kebijakan, Strategi dan Teknis | strategi, dan teknis sistem drainase MOCHAMAD | Kajian teknis kawasan. (3) Penetapan dokumen
Meningkatnya Sistem Drainase | Operasi dan Pemeliharaan Sistem | Panjang Sistem Drainase Panjang sistem drainase perkotaan | M 10000[ Rp 1,000,000,000.00 1000| Rp 1,000,000,000.00 50( Rp 1,000,000,000.00 50[ Rp 1,000,000,000.00 50[ Rp 1,000,000,000.00 [LALU (1) Operasi dan pemeliharaan drainase. (2)
2 | perkotaan Drainase Perkotaan Perkotaan yang Beroperasidan | yang beroperasi dan terpelihara MOCHAMAD dan perbaikan rutin. (3) Moni
Meningkatnya Sistem Drainase [ Peningkatan Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase Jumlah sistem drainase perkotaan (M 92 Rp 98,831,195.00 100| Rp 109,151,980.00 100| Rp 108,639,616.00 100{ Rp 112,760,345.00 100( Rp 111,511,080.00 | LALU (1) Peningkatan kapasitas sistem drainase. (2) Perbaikan|
2 |perkotaan Perkotaan Perkotaan yang Ditingkatkan yang ditingkatkan MOCHAMAD | dan penguatan jaringan. (3) Evaluasi hasil peningkatan.
Terehabiltasinya Sistem Rehabiltasi Sistem Drainase Jumlah Sistem Drainase Jumlah sistem drainase perkotaan | M ss| Rp 59,181,705.00 100[ Rp 107,603,100.00 100[ Rp 107,603,100.00 105| Rp 112,983,255.00 100[ Rp 107,603,100.00 [ LALU (1) Rehabilitasi sistem drainase rusak. (2) Penggantian
2 | Drainase Perkotaan Perkotaan Perkotaan yang Direhabilitasi yang direhabilitasi MOCHAMAD | dan perbaikan struktur. (3) Uji fungsi sistem.
Tersedianya d Penyediaan Jasa Jumlah Rumah Tangga di Jumlah rumah tangga kawasan Rumah 100{ Rp  1,068,236,000.00 100( Rp 1,068,236,000.00 100| Rp 1,068,236,000.00 100{ Rp  1,068,236,000.00 100{ Rp  1,068,236,000.00 [LALUZUL | (1) Pelayanan penyedotan lumpur tinja kawasan
24 | Lumpur Tinja di Kawasan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis | Kawasan Strategis strategis yang terlayani jasa Tangga EKASAPTA | strategis. (2) Pengangkutan dan pengolahan. (3)
Strategis Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terlayani Limnir inia OAY DUITOA |Dolanaran lavanan
Terbangunnya Sistem Pembangunan Sistem Penyediaan | Kapasitas Sistem Penyediaan Air | Kapasitas SPAM jaringan perpipaan di| Liter/Detik 15[ Rp  3,000,000,000.00 15[ R 3,096,740,000.00 15[ R 3,190,470,000.00 15[ Rp 3,285,419,000.00 15[ Rp 3,000,000,000.00 [MAHENDRA | (1) Pembangunan instalasi SPAM kawasan strategis. (2)
25| Penyediaan Air Minum (SPAM) | Air Minum (SPAM) Jaringan Minum (SPAM) Jaringan Kawasan strategis yang dibangun SUGANDHI, | Pengawasan pelaksanaan. (3) Uji fungsi sistem
larinean Perninaan di Kawasan | Perninaan di Kawasan Stratesis | Perninaan di Kawasan Stratesic b
Sistem Penyediaan Air Minum [ Perluasan Sistem Penyediaan Air [ Jumlah Sambungan Rumah yang | jumlah sambungan rumah yang SR 100{ Rp  3,045,000,000.00 100| Rp  3,045,000,000.00 100{ Rp 3,045,000,000.00 100 Rp 3,045,000,000.00 100 Rp  3,045,000,000.00 [MAHENDRA | (1) Pembangunan jaringan distribusi kawasan strategis
46 | (SPAM) Jaringan Perpipaan di | Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan | terlayani oleh perluasan Sistem | terlayani perluasan SPAM jaringan SUGANDHI, | (2) Penyambungan rumah. (3) Verifikasi layanan.
Kawasan Strategis. di Kawasan Strategis IPervwEdlz:n Air Mln:!leSPAM) perpipaan di kawasan strategis ST

Tertib Pemanfaatan Jasa
Konstruksi

regulasi

pelaku usaha jasa konstruksi x 100%

1 [ Meningkatnya kompetensi | Program Pengembangan Jasa Persentase Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja konstruksi Persen 2157 Rp 101,343,000.00 22.44| Rp 104,084,000.00 2324 107207000 2424 110424000 25.25 113737000 z (1) Melakukan pendataan tenaga kerja konstruksi
tenaga konstruksi Konstruksi Konstruksi Kualifikasi Ahli kualifikasi ahli bersertifikat + Total = kualifikasi ahli. (2) Melaksanakan fasilitasi sertifikasi
tenaga kerja konstruksi x 100% E kompetensi tenaga kerja konstruksi. (3) Melakukan
> monitoring dan evaluasi kepemilikan sertifikat tenaga
S keria konstruksi,
V.1 KASUBAG TU
TARGET
No SASARAN STRATEGIS KEGIATAN INDIKATOR KINERIA FORMULAS! SATUAN 2026 2027 2028 2029 2030 PIKINERIA AKTIVITAS
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
Penyelenggaraan Pelatihan | Tersedianya peserta yang lulus | Persentase pesertayang lulus | jumlah peserta yang lulus sertifikasi | Persen 100[ Rp 96,343,000.00 100[ Rp 99,084,000.00 100[ Rp 102,207,000.00 100 Rp 105,424,000.00 100[ Rp 108,737,000.00 [BAIQ (1) Melaksanakan pelatihan dan pembekalan peserta
Tenaga Terampil Konstruksi | sertifikasi kompetensi sertifikasi kompetensi kompetensi # Total peserta sertifikasi ERNAWATI, | sertifikasi kompetensi. (2) Memfasilitasi pelaksanaan uji
1 kompetensi x 100% SE. sertifikasi kompetensi. (3) Melakukan evaluasi dan
pelaporan hasil kelulusan peserta sertifikasi.
Tertib Usaha, It % lembaga | Persentase pelaku usaha Jasa Jumlah pelaku usaha jasa konstruksi | Persen 100| Rp 5,000,000.00 100| Rp 5,000,000.00 100( Rp 5,000,000.00 100( Rp 5,000,000.00 100| Rp 5,000,000.00 |BAIQ (1) Melakukan pendataan dan pemetaan pelaku usaha
Tertib Penyelenggaraan dan | jasa konstruksi Konstruksi yang patuh terhadap - |yang patuh terhadap regulasi + Total ERNAWATI, jasa konstruksi. (2) Melaksanakan pembinaan dan

sosialisasi regulasi jasa konstruksi. (3) Melakukan
pengawasan, evaluasi kepatuhan, dan penindakan
sesuai ketentuan,

Tersedianya Training Need | Penyediaan Training Need Jumlah Training Need Assessment| jumlah dokumen Training Need Dokumen 2| Rp 31,343,000.00 2| Rp 34,084,000.00 2| Rp 32,207,000.00 2| rp 30,424,000.00 2| Rp 35,000,000.00 |BAIQ (1) Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan tenaga
Assessment (TNA) Pelatihan | Assessment (TNA) Pelatihan (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja | Assessment (TNA) pelatihan tenaga ERNAWATI, |kerja konstruksi. (2) Menyusun dan memvalidasi
1 |Tenaga Kerja Konstruksi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi | Konstruksi Kualifikasi Jabatan Kerja konstruks! kualifikasi jabatan SE. dokumen TNA. (3) Mendokumentasikan dan
KualfikasiJabatan Operator | Jabatan Operator dan Teknisatau. |Operator dan Teknisiatau Analis | 0% P K0 il FE Ll S melaporkan hasil TNA.
dan Teknisi atau Analis Analis yang Disediakan
disediakan
Terfasilitasinya Sertifikasi Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja [ Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi [ jumlah tenaga kerja konstruksi Orang 50| Rp 30,000,000.00 50| Rp 30,000,000.00 50( Rp 35,000,000.00 s0[ Rp 35,000,000.00 50| Rp 38,737,000.00 |BAIQ. (1) Melakukan pendataan tenaga kerja konstruksi calon
Tenaga Kerja Konstruksi Konstruksi Kualifikasi Jabatan Kualifikasi Jabatan Operator dan | alifikasi jabatan operator dan ERNAWATI, |peserta sertifikasi. (2) Memfasilitasi pelaksanaan uji
Kualifikasi Jabatan Operator | Operator dan Teknisi atau Analis | Teknisi atau Analis yang teknisi atau analis yang difasilitasi SE. sertifikasi kompetensi. (3) Melakukan monitoring dan
dan Teknisi atau Analis Difasilitasi Sertifikasi sertifikasi pelaporan hasil sertifikasi.
Kelembagaan Jasa Konstruksi | Pembinaan dan Peningkatan Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi | jumlah lembaga jasa konstruksi yang |Lembaga 1| Rp 10,000,000.00 1| Rp 10,000,000.00 1| Rp 10,000,000.00 1| Rp 10,000,000.00 1| Rp 10,000,000.00 |BAIQ (1) Melakukan pendataan lembaga jasa konstruksi. (2)
yang mendapatkan Pembinaan | Kapasitas Kelembagaan Jasa yang Dibina dan Ditingkatkan | dibina dan ditingkatkan kapasitasnya ERNAWATI, dan kapasitas
3 |dan Peningkatan Kapasitas | Konstruksi Kapasitasnya SE. kelembagaan. (3) Melakukan evaluasi dan pelaporan
hasil pembinaan.
Tersedianya SOP Penyediaan SOP Penyelenggaraan | Jumlah Dokumen SOP Jumlah dokumen SOP Dokumen 1| rp 5,000,000.00 of rRp - o rp of rp of rRp - e (1) Menyusun SOP penyelenggaraan pelatihan tenaga
Penyelenggaraan Pelatihan | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Pelatihan pelatihan tenaga ERNAWATI, [ kerja konstruksi. (2) Melakukan reviu dan
et | Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Tenaga Kerja Konstruksi Kerja konstruksi kualifikasi jabatan penyempurnaan SOP. (3) Menetapkan dan
Kualifikasi Jabatan Operator, | Teknisi atau Analis Kualiikasiabatan Operator, | oo 5L L analis yang mendokumentasikan SOP pelatihan,
Teknisi atau Analis Teknisi atau Analis yang .
Disedlizken disediakan
Tenaga Kerja Konstruksi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi | Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi | jumlah tenaga kerja konstruksi Orang 50[ Rp 20,000,000.00 50[ Rp 25,000,000.00 50| Rp 25,000,000.00 so[ Rp 30,000,000.00 50[ Rp 25,000,000.00 [BAIQ (1) Melaksanakan pelatihan tenaga kerja konstruksi
Kualifikasi Jabatan Operator, |Kualifikasi Jabatan Operator, Kualifikasi Jabatan Operator, | yalifikasi jabatan operator, teknisi ERNAWATI,  [sesuai kurikulum. (2) Menyediakan instruktur, sarana,
5 | Teknisi atau Analis yang Teknisi atau Analis Teknisi atau Analis yang Dilatih | 3121, analis yang dilatih SE. dan prasarana pelatihan. (3) Melakukan evaluasi dan
mendapatkan Pelatihan pelaporan hasil pelatihan.
Jasa Konstruksi Pengawasan dan Evaluasi Tertib [ Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Jumlah paket pekerjaan jasa Dokumen 20| Rp 5,000,000.00 20| Rp 5,000,000.00 20| Rp 5,000,000.00 20| Rp 5,000,000.00 20| Rp 5,000,000.00 | BAIQ (1) Melakukan pengawasan pelaksanaan paket
yang, Jasa Konstruksi | Konstruksi Kabupaten/Kota yang | konstruksi kabupaten/kota yang ERNAWATI, |pekerjaan jasa konstruksi. (2) Melaksanakan evaluasi
A dan| Diawasi dan DievaluasiTertib | iz asi dan dievaluasi tertib SE. kepatuhan terhadap ketertiban penyelenggaraan. (3)
Evaluas| Tertib Penyelenggaraan penyelenggaraan Menyusun laporan hasil pengawasan dan evaluasi.
Penyelenggaraan




KEPALA UPT
PERALATAN

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, [ Jumlah Alat Besar yang Dipelihara | jumlah Alat Besar yang Dipelihara Rp 450,000,000.00 Rp 450,000,000.00 Rp 450,000,000.00 Rp 450,000,000.00 Rp 450,000,000.00 | EKO HANDI [ Melakukan pemeliharaan rutin alat besar,
Biaya Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dan Perizinan | dan dibayarkan Perizinannya dan dibayarkan Perizinannya pada HANDOYO, izin i dan
Perizinan Alat Besar Alat Besar tahun berjalan ST administrasi alat besar
2 |Tersedianya Alat Besar Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Jumlah Unit Alat Besar yang Unit of rRp - Rp - 2[Rp  1,938,525,000.00 of rp - of rRp - [exo HANDI [ Menyediakan alat besar sesuai kebutuhan operasional,
Disediakan Disediakan pada tahun berjalan HANDOYO, |termasuk pengadaan, penempatan, dan kesiapan alat
untuk kegiatan Dinas PUPR.
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CASCATING DINAS PERERJAAN UMM DAN PENATAAN RUANG KABLPATEN LOMBOK TENGAH

Perangkat Daeral

13,540,000.00

perencanaan perangkat daerah

perencanaan perangkat daerah

MISI : Mewujudkan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Ber (Misi ke-3)
0 Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur antar wilayah(Misi ke-4)
§ Sasaran : Ketahanan dan Kemandirian Pangan, Energi dan Air
E Pengembangan Infrastruktur secara merata dan berkelanjutan
8 |Indikator : Indeks Ketahanan Pangan
Indeks Infrastruktur Wilayah
‘Z‘ TUJUAN : Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap infrastruktur Berkualitas
Q Indikator  : Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
g @ |Target :
£ Z |Anggaran : 65,427,887,577.74
: a Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Infastruktur
g = |Indikator  : Indeks Infrastruktur Wilayah
3 & [Target :
u '; Sasaran 2 : Terwujudnya kesesuaian Pemanfaatan Ruang yang Tertib dan Berkelanjutan
w E Indikator  : Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
w & |Target :
§ Sasaran 3 : Meningkatnya Kinerja Urusan Permerintahan Daerah
= " o .
a Indikator  : Nilai Implementasi SAKIP Perangkat Daerah
Target H
2
< ESELON III ESELON IV STAF/PELAKSANA
]
: Unk Kerja Sekretariat Anggaran Target PJ Kineria No | SubUnk Keria | | Subag Perencanaan dan Keuangan Anggaran Target Prkneda | Mo Staf Pebksana Anggaran Target Aktivias Sasaran Target PJ Kineria
3 Kegatan Perencanaan, Pengumpuan data capaan | Tersedanya data knera
= Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegatan Penganggaran dan Evakiasi Kinerja 1 Kegatan Evaliasi Knerja Perangkat Daerah nckator kinera perangat | perangat daereh yang kngiap | CUT" 0412 capabn Pkator] -y ARIEF MUNANDAR,
< Kabupaten/Kota Peranaiat Daerah daerah "
z Tersusunnya dokumen Perencanaan,
a Penganggaran, dan Evaluasi Knerja Kasubag . Fungsional
erbiksananya Evakiasi Kierja Analss perbandngan target dan| Dketahuiya tigkat pencapaian
sa ’ sax s
z saran Meringkatnya peyanan penunjang urusan 100 Sekretarts A saran Perangiat Daerah tepat viaktu dan | 118,732,538.00 100 Perencanaan saran Perangkat Doerah 3,240,000.00 1 Teakas knorja ineria peranglat daeran | L2Poran hast anaiss knerja 1 |perencana Ané
S P sesual ketentuan dan Kevangan| Pertama
= Persertase kesesuaan dokumen pE—
S Indkator Indkator perencanaan, penganggaran dan Incbator Jumieh Laporan Evakiasi Knerja Penyusunan sporan evaluasi | Tersusunnya lporan evaluasi | Dokumen laporan evakiasi P it
§ Persentase Pencapaian IKU Perangkat Daerah 22,833,596,862.74 exfuaw tn?nahperamkat:a‘eiah Perangkat Daerah kinerja perangkat daerah Kinerja perangkat daerah Pertama
z
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Koordnasi interal penyusunan | Terkoordnasinya penyusunan ARIEF MUNANDAR,
H B T . oy s | g oo |
w
& Tersedenys Dokumen RKA-SKPD dan
o sasaran Laporan Hasi Koordasi Penyusunan 65,000,00000 1 oD | doom e R | Dokumen s vertasiRkn 1 |ARIEF HUNANDAR,
g Dokumen RKA-SKPD
E Jumiah Dokumen RKA-SKPD
jumiah Dokumen RKA-SKPD dan
< Indikator Laporan Hasi Koordnasi Penyusunan Fiaiasi dokumen RKA-SKpD. | 1 €1SUSUMY2 dokumen RI- Dokumen RKA-SKPD 1 |AEF MUNANDAR,
2 Dokumen RKA-SKPD
w
x i DPA- ¥
3| subkesotan | |Koornasi dan penyusunan bpa-sken Penyesuaian RKA menjadi DPA-| - Terbksananya penyesuaan | Dokumen DPA-SKPD hasi L [AwE munanDaR,
= skPD dokumen anggaran penyesuain st
z » Tersedanya Dokumen DPA-SKPD dan Koordinasi penetapan DPA | Terkoordnashya penetapan (ARIEF MUNANDAR,
S Sasaran anocan 11,700,000.00 1 DpA-SKen Berta acara penetapan DPA ! s
Q
Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
2 Indictor Laporan ol Koot Penytsunan Frlasion pensahan OPA- | Dietaplanya DPASIZD | Dokumen DPASKPD yang e
Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Fungsonal
4| subkegatan | [Capaian Kieria dan Ikhtsar Realsasi Fengumipdn data eosest | Tersedenya date 1425 | Dokumen data reasasikinera 1 |perencana ani
Kerja SKPD i pertama
Tersedanya Laporan Capan Kineria p—
dan Ikhtiar Realsasi Kierja SKPD dan Penyusunan laporan capaian | Tersusunnya laporan capaian
s
sarn Laporan Hasi Koordnasi Penyusunan 7,758,700.00 0 Kinera dan Khtsar reakiasi | - dan Khtiar reakasikinela | DOXUmen Bporen knerf2 1 |perencana And
Jumeh Laporan Capaian Kierja dan
Ikhtisar Realsasi Kinerja SKPD dan Fungsional
Indikator Laporan Hasi Koordnasi Penyusunan Koordnasifrasasilgporan | Tersckesakanty Bpoen Kneio| | aporan knera 1 |perencana ani
Laporan Capaian Kierja dan Ikhtisar &
Reglsasi Kineria SKPD.
5 | subKegotan || Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Tdentikas! kebutunan Terdentikashya kebutunan | Daftar kebutuhan perubanan | ARIEF MUNANDAR,
9 Do S e hahan DPA-SKED nerhahan ancearan non T
Tersedanya Dokumen Perubanan DPA-
SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Koordinasi penyustnan Terkoordnasiya proses ARIEF MUNANDAR,
sas
sarn Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- 5,000,000.00 i perubahan DPA-SKPD perubahan DPA-SKPD Berta acara koordnasi st
Jumieh Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Indkator dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan| Penetapan perubatian DPA- | Dietapkannys berubahan DPA poumen perubatian DPASKPD| 1| ARIEF MUNANDAR:
Dokumen Perubahan DPA-SKPD.
Pebksanaan Forum Perangiat Dacrah
Berdasarkan Bidang Urusan yang Fungsonal
pe [ kL
6 | Subkegatan | |Dimpu dalam Rangka Penyusunan 1SOPN heksanaan foum ?ﬁ:“‘;:!: pestsanaan | pokumen persepan forum 1 |perencana ani
Dokumen Perencanaan Perangkat perang 9 Pertama
Teraksananya Forum Perangkat Daerah p—
Berdasarkn Bidang Urusan yang Pebksanaan forum perangkat | Teriksananya forum perangkat|  Forum perangkat daerah
sasaren Diampu dalam Rangka Penyusunan 9793,838.00 1 daerah daerah sesuai bidang urusan eriksan 1 |perencana And
Jumleh Berta Acara Hasi Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Fungsional
Indiator Urusan yang Dempu dabm Rangka Penyusunan berta acoa dan. | Tersusunya hastkesepatatan Berta acara forum 1 |perencana ani
Penyusunan Dokumen Perencanaan rum perandt Pertama
Perangkat Daersh
Penyelnggaraan Waidata Pendukung Pangumpuan Gata sektoral | Tersedanya data sekioral Fungsonal
7| _SubKegRten | |oen neranckat daerah nenchi iy ctatitic dasrah Dataset sekdoral ! e
Fungsonal
Terselnggaranya Waldata Pendukung Valdasi dan pemutakhian data [ Teriaminya kuakas dan ;
Sasaran Statiti Sektoral Daerah 2,700,000.00 N sektoral keakuratan data sektoral |  DoKumen hesl valdasi data 1 |perencana Ant
Jumieh Dokumen Has Penyelenggaraan Fungsional
Indikator Waidata Pendukung Statistk Sektoral Penyampatin data ke val data acarajrekap 1 |perencana ani
daerah kepada wal data data
Daerah Pertama
o | _sikeguan | [EVEI Smen P ot o e | v oot et | DO babon perencaraan | 1 |FRES
Fungsional
Sssaran Tersusunyo Dolumen perercraan Penyusunan dokumen Tersusunnya dokumen Dokumen perencanaan |

Perencania Ah
Pertama




AN RUAP

ESELON III ESELON IV STAF/PELAKSANA
Ut Kerfa Sekcetart Anggaran Target P2 Knera No | sub Ut Kera | | Subag Perencanaan dan Keuangan Anggaran | Target Pakneda | No staf Pebksana Anggaran Target Aivtas Sasaran Target ) Knerja
Fungsonel
Jumsh Dokumen Perencanaan Fraisasi dan penetapan Dietaplannya dokumen | Dokumen perencanaan yang
Indiator 1 [perencana i
Perangiat Daerah dokumen perencanaan | perencanaan perangiat daerch dretapkan perencr
dminstrasi Keuangan Perangkat Tersedanya gaj den tunjangan| Jumeh orang yang menerina
Kegatan
eg o SubKegatan | |Penyedaan Gajian Tunjangan ASN Pembayaran gaji ASN o e 208 [SULISTININGSIH
Terblsananya manajemen Kesubag Tersedanya gaj dan tunjangan| Jumsh orang yang menerina
Sasaran acmnistrasi keuangan 15,656,207,090.74 100 perencanaan | 1 | S Tersedanya Gajidan Turangan AN | 15,500,10,090.74 | 405 | Pembavaren tnjangan AS s gadantnangan s | 2408 [SULSTININGSIH
dan Keuangan
Indiator Persentase penyerapan anggaran Inditor i Crng 1o Herrna a3 on
. nokat caeran Tunjangan
o oo | [Keoraines don Peryusunan Laporan Pengumpua Gata Bporan | Tersedanya ata Bporan | Jumah data Bporan keuangan | ;| FATIMATUZZATRA
o Kevpnean Ak Tabun SKED kevoron o tatun | kevpocon akbe tobun SKED 2k o SN
ersedanya Laporan Keuangan AKRE
Sasaran Tahun SKPD dan Laporan Hasl Penyusunan Bporan keuangan | Tersedanya aporan keuangan | Jumiah aporan keuargan akh | || FATIMATUZZAHRA
2 Koorcnas Penysunan Laporan 134855,000.00 ' aKhe tahun SKPD akhr tahun SKPD tahun SKPD H SE
Simiah Laporan Keuangan AW T
Indiator SKPD dan Laporan Hasi Koordnasi Koordnasidan falasi aporan | Tersednya bporan keuangan | Jumn Bporan kevangan okt | || FATIMATUZZAHRA
Penyusrn Laporan Keagan Aehe keuangan aKir tahun SKPD fialtahun SKPD
PSP I [ PengumpUn Gata Bporan | Tersedanya Bporan Keuangan | Jumah data kevangan perbak | 1y SR SURIANTINT,
00 Ko | | oo i) Tessorony cescrcon ceredl o sen) o
Tersedanya Laporan Keus
Sasaran Bulanan)Trinubnan/Semesteran SKPD Penyusunan Bporan keuangan | Tersedanya aporan keuangan | Jumih Bporan keuangan o |,
dan Laporan Koordnasi Penyusunan bulnan/triwlnan)/semesteran perci SKPD perock SKPD st
3 Larcwan tauanoan 14,250,000.00 7
3umih Laporan Keuangan Buknan/
Triauianan/ Semesteran SKPD dan Koordnasi dan penyampaian | Tersedanya laporan keuangan |  Jumish poran keuangan SRI SURIANTINI,
Indiator Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan 7
s poran keuangan perbdk SKPD perbdk fal SKPD B
Bukanan) Trinulanan/Semesteran SKPD
Peryedian e Penuong U Penyedean Jasa Komunkas, Sumber Pendataan kebutuhan Jasa | Terdentikashya kebutohan TALD MURAMAD
Kegatan meroiaban D SwbKegatan | |roip av i s ioomuaei 2 don iek | inca Lok i g | PORUMEN Pendataan kebutuhan| 1 |hp g
Teraksananya penyedazn jasa Kesuba Tersedenya Jasa Komunkas), Sumber Penyeciaan dan pembayaran | Terpendtinya kebutuhan jasa LALU MUHAMAD
Sasaran 2,760,154,080.00 100 cormmemenn | 1 Sasaran Daya Ar can Lstrk 1,604,194,080.00 12| jesa komuniasi ar, dan trkc | komunias ar, dan trk Buldipembayaran jasa 2z
dan Keuangan
Persentase pebksanaan kegatan Jumsh Laporan Penyedaan Jasa
Indiator | | perangkat daerah yang didukung oh Indiator Komunikasi, Sumber Daya AF dan Lstrk Monkorig dan peporan | Terkendalnya penggunazn J2s2| | ,pran penggunaan jasa 12 [UAL NUANAD
penggunaan josa Komunkas, ar, dan ktrk ZagLAN
c Jasa penunjang yang Dsedaian
oo Koo || Fevedeen asa Peyaran Umam ToertivasT Kebutchan pebyanar|  Termetakamya KeBURn | pormen cemtron voraon] 1AL MURAMAD
Kavtor i kaviee oebvaran i rter 286101
sosoran Tersedanya Jasa Pelyanan Umum Peksansan pebyanan umum | - Terblsaranya pebyanan | L [aw oo
2 Kantor 1,155,960,000.00 L umum kantor ELANI
Jumsh Laporan Penyedaan Jasa .
Indiator Petayanan Umum Kartor yang Evaliasidan pelporan | Tersusunnya Bporan peyanan| o e poran peyanan | 1 | AL MURAAD
pelyanan umu kantor ZaeLANI
Diedaten
b Unk Keja || Subog Umum dan Kepegawain Anggaran Target 73 Knera
o Pengadaan Barang Mk Derah .
st Gt artr st Penyusunan perencanaan Tersusunnya rencana Dolaumen perencanaan
Kegatan Pencning Unsen Pemereton 3,630,040,000.00 " subKegatan | [ergadoan ces oo | e 1 s
asubag
100 1 3,630,040,000.00
saoran Tetblsananya pengadaan barang Umum can sacoran Ty Gt oo s 2 Pebksanaan pengadaan | Tersedanya gedung/bangunan | Unk gedung/bangunan .
Kepegavain Bangunan Lo gedung/bangunan na terbangun
— Fersetase pengatn 57D o E— e Ut Gedung Fartoroas s Bl Iy— P
Gl TaET Kepegaraan P pymym _ SRt | |30 don Perobon Adnts e it SR | TSRS e STV o o oo | 1 |unonnt
ooz — ercenunion oo \onpeuion
Terbicananya manajemen Terblsananya Pendataan can FergeEnan an itaRhran | Termarinya data scmistas]
Sasaran v ) 100 Analis 1 Sasaran P A o 5,480,000.00 N o pem: s Dokumen hasi pengoiahan data 1 [unDasaRt
Kepegavain
Indiator Persentase yanan acmrirasi A Pertama Indiator Jumish Dokumen Pendataan can Penyusunan bporen administrasl|  Tersusunnya Bporan Laporan adminstrasi L uvonsant
kepeganaian yang dseksalan Pengohan Adminiras! Kepeganaan veen admistasi kepegavaan kepegavain
P fegmon | |Porevestarang ik Geeah o 900000 o S egman || oo eng i Geean TrVeGreas 6o | TEmVeNGrEaseya B0 B8 | patr pventane M0 T [rengos s
perancia ssubo oo
Terbksananya manajemen 100 ' Terbisananya Penatausahaan Barang | 3324,900.00 pencaaan den T
Sasaran _Terbksananya manajemen o Sasaran Terlsananya Perataus % 1 an Tettatanya adminstrasi BMD | Dokumen pembukuan BMD 1 [Penguns Barang
— Persentase vaidasi data aset — i apron Perottsareo e Feryimnan oo il Iy I [
S oo RimnstosLmum reragir 87900000 e S Ko i e = [ e— I
Temararys T Kasubag Terblsananya Penyeknggaraan Rapat Pelksanaan rapat koordnasi | Terblksananya fapat koordnasi
Sasaren sk e 100 perencanaan | 1 Sasaran Konsutasi SKPD 65214,000.00 2 n koot don kool Rapat terblsana 20 |unoasaRt
dan Keuangan
Indiator Persentase penyelesaan pekeriaan Indkator 3umiah Laporan Penyekenggaraan Rapat Penyusunan notukn dan Bporan| Terdokumentaskanmya st | [ A
Koordnasi dan Konsukasi SKPD o ropat
Dukngan PeRksanaan Setem TdentTias kebutuhan dukungan| T erdentfkashya ebutahan ARIEF MONANDAR,
SW0KGBEN | | oo anan oo Fbbtzoni nada <o <onr Dokumen dentfiasi SPOE R
Terbksananya Dukungan Pekksanaan
NI e . o | bt atuman o | e o Sy e | g R
o i
Samih Dok Dukngan PebTGaraan
Monkorig dan pelaporan Tersusunnya aporan ARIEF MUNANDAR,
Indkator
tom Pemrnaten eross Eronk Pt s e Laporan SPBE R
P— Penyemaan Peratan dan Perknghapan e Il [ e—— L R
3 Tersaiarys Pk G Ferengar| 68,425,000 Pengadaan perabtan dan | Tersedanya perabtan dan
Sasaren arice 0 cecknciiran Larice necoreiaron toniee | PRVt PerRbla/perngiopan | 1 [sukRiaDt
Jumish Paket Peraitan dan Trventarsasi dan pelaporan hasl] _ Tercatatnya perabtan dan
Indiator Jumh Paket perabtan dan ! et Laporan iventars 1 [sukunor
S Pemiaraan Barang MIK Dacrah
Penyedsan Jasa Pemelharaan, Baya Pendataan kondsidan | Terdentfkasinya kondsi abt
Kegatan Periaang Unisn Pemerniahan osus SubKegaton | - [Penvedaan Jasa Pemelraraan, Baye Pendataan konds)can Dokumen pendataan ait besar| 21 |KA UPT Perabtan
516,779,254.00 100 perencanaan | 1 Tersedanya Jusa Pemeharaan, Baya | 300.950,274.00 21 [[bisareonpemcitroan dn | Tepeboroma 3o oo ion
Sasaran Terbksananya pemelharaan BMD Pt Sasaran Tersedanya Jasa Pemelfaraan anaan per hararya At besar terpehara 21 |kAUPT perabtan
Indkator persentase BMD kondi bak Indiator Jumh Aat Besar yang Dpelfara dan Montorng dan ‘:"E“" Terkendalnya konds akt besar | Laporan pemelharaan st besar] 21| engurus Barang
Penyedsan Jasa bemelaraan, Bava
Sub kegatan | [ Pemelharean, dan Pajak Kendaraan Pendataan kendaraan dnas | Terentflasnya kendaraan | oy e s fendaraandinas| 12| apARUDIN
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas dnas
Tersedbrya Josa Pemetharaan, BBya
2 Pemekaraan dan Pajak Kendarsan 215,826,980.00 12 | Pemekaraan dan pembayaran | Tepelharanya kendaraan das
ran
Sosare Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas pajak kendaraan dnas dan terpenuinya pajpk | KN dhas tepehara | 12| JAPARUDIN
Jumish Kendaraan Perorangan Dias
Inditor Montorng Gan peporan | Tekendaiya fondstbendarean] L o s

atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
g Paialy

kendaraan dias

dinas
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ESELON III ESELON IV STAF/PELAKSANA
Unk Kerja Cpta Karya Anggaran Target P Kiera Sub Uk Keria Sub Uni Cpta Karya Anggaran Target P) Kneria Staf Pedlsana Anggaran Target Adivtas Sasaran Indiator Target P) Kierja
Program Program Penataan Bangunan Gedung
G boen Kobopmentiote, Pemebaraan, eravatan,éan
100 | xabid Coto ke Kegotan sl ioriomnivatind subKegotan | |Pemerksaan Bera Bangunan Gedung Pendataan dan perion kondsi | Terdentikasiya kondsi | Dokumen hasi penioan kondsi| | [LALU NATA TRESW
untuk Kepentingan Strategs Deerah Hangunan ecung sttegs | bangunan gecune stmegs ngunan HADI, ST
(IMB) dan Sertfcat Lak Fungsi
Kabupaten/Kota
: 11,879,990,770.00 Bangunan Gedung Fungsonal
Sasaran Meringiatnya kuakas bangunan gedung Teknic
A Termjudnya permohonan perznan | - 4,601,326,160.00 100 Banguran Dan| 1 Bangunan Gedung untuk Kepenthgan | - 4,505,741,160.00 1
Strateg Dacrah Kabupaten/Kota yang Peksanaan pemelharaan can | Terpelaranya bangunan Bangunan gedung yang LALU NATA TRESN
Sasaran bangunan gedung yang dproses Perumahan AN Sasaran 1
mendapatian Pemelharaan, Perawatan, peravatan bangunan gedung gedung strategs dpelhara can dravat HADI, ST
tepat waktu sesuai standar Byanan Muda
: dan Pemerksanaan Berkals
Tndictor Persentase kepatuhan PEG & SLF Tumleh Bangunan Gedung UMK
Persentase permhonan perznan Pemerksaan berkala dan
Kabupaten/Kota 100 Indiator Sangunan decing yang Goroses Indiator Kepentingan Strategs Kabupaten/Kota o e o | Terdokumentaskanya hast | Laporan pemerksazn berkah L [wnaaTesw
. [ocicvbriposmiic ol yons Dpere, Drova,dan Dpersa pltes pemerksaan bangunan gedung bangunan gedung HADI, ST
Persentase Bangunan Gedung dakm Kondsi Penyelenggaraan Penerbtan Persetujuan
ak Bangunan Gedung (PEG), Sertfiat Lai
Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemnikan
Bangunan Gedung (SBKEG), Rencana Verfiasi dan peniaian dokumen|  Tertanganinya permohonan | Dokumen permohonan yang LA BUDI
100 SubKegbtan | [Tekns Pembongiaran Bangunan Gedung rmohorian mebki SIMBG | perzian bangunan gedun 2 |Hermawan
(RT), Tm Profesi Ani (TPA), Tm per per gunan geding
Peniai Teknis (TPT), Penik, dan
Pendataan Bangunan Gedung meki
SIMBG
Propors fasitas pemerhtah dacrah yang Terselenggaranya Penerbtan
menggunakan EBT Persetujuan Bangunan Gedung (PEG),
Sertfiat Lai Fungsi (L), Surat Bukdi
Kepemikan Bangunan Gedung (SBKEG),
st N Sasaran e s 5,585,000.00 1 |Peian doumen 12 i, | Tertrya coumen prrn | Doumen PRG/SFISIKEGRTS| yy |y o
Bangunan Gedng (RTB), Tim Profesi . dan =ngunan gedung yang deerbitian
A (TPA), Tim Periai Tekns (TPT),
Penik, dan Pendataan Bangunan
(Gedung mebi STMEG
Konsums! stk per kapta Jumiah Penerbtan Persetujuan
Bangunan Gedung (PBG), Sertfiat Lak
Fungsi (SLF), Surat BuktiKepemnikan
Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Pendataan dan pelporan
7469 Indiator Tekris Pembongiaran Bangunan Gedung bangunan gedung mebii | T ¢3E4ana ata bongunan | Laporan pendataan bangunan |y (1AL NATATRESHY
(RTB), Tim Profesi A (TPA), Tim SIMBG gedung gedung d
Peniai Teknis (TPT), Penik, dan
Pendataan Bangunan Gedung melki
IMBG
Pengebaan dan Pengembangan Pertiasan Sitem Penyedaan Ar Mium Perencanaan teknis perbiasan | Tersusunnya rencana teknis | Dokumen perencanaan teknis MAHENDRA
Kegatan e e 1| semKegetan ] cspan) Jarngan Perpbaan jaringan perppaan SPAM eruasan SPAM Y T |sucanoH, sT
diDaerah Kabupaten/Kota Fungsonal gan Perpp Jarngan perpp o g
Teknk Sstem Penyedaan Ar Minum (SPAM)
5 Sasaran Tersedanya Unk SPAM yang | 4 9g6,825,000.00 100 Bangunan Dan Sasaran Jarngan Perppaan yang mendapation |  4986,825,00000 | 1000 | Penguan, serah terina, dan | Berfungsiya jargan perpbaan| oot cony | g [MAHENDRA
Beroperasi sesuai standar tekris fosicarbeliont sarngen ¥ peaporan hasi kegatan SeaM SUGANDHI, ST
Muda Sumiah Sambungan Rumah yang
Inciator Persentase Unt SPAM Non Perppaan Indictor terbyani oeh perluasan Stem Menyusun dokumen keuangan | Tersedanya dokumen | Jumih dokumen keuangan P
yang Beroperasi sesuai standar tekni Penyedaan Ar Minum (SPAM) Jarngan Bidang Cpta Karya kevangan Bidang Cpta Karya ng Cpta Karya RUKYATILWATL, S
2
Pengebaan dan Pengembangan Pengebian dan Pengembangan SEtem Pendataan dan GentHas cabn | TerdertiRasya COBn | poramen nost revcotann coom TALG WOGHAMAD.
Kegatan Sstem Ar Limbah Domestk dabm 1| subkegatan | |Ar Limbah Domestk dalam Daerah sambungan rumah SPALD penerima yanan SPALD Sambungan rumah 100 |HARISTA WIBAWA,
foriey Temucar Temcat o
Bartambannya Sambungan Rumah
Sasaran yang terayani oh Sctem Sasaran o Montorng dan pelporan Terdokumentasiannya Laporan montoring dan B vt
[ e i 2,291,839,610.00 100 KA UPT ALD - 2,280,980,000.00 100 d
Penekion A Limboh Domestk o Do o) Tt pengeban SPALD Terpusat | pengeloan SPALD Terpusat | pengeoiaan SPALD Terpusat js
Sambungan Rumah yang terkyani Sambungan Rumah yang teriyani okh
PP [k i e Tnttor | [Srom rrgebean i ek Meryuoncoumen imbetes| | Teredhrys coumen | Janeh coumen skt | g |gony
Domest (SPALD) Terpusat (SPALD) Terpusat 19 Cpra Kany 19 Cpra Kany 19 Cpra Kary
Fierycsun Laporan Peryedotan|  Tersusumnya poran
2| sukegatan | |Penvedasndesa Penyedotan Lumpur Tinja dan Laporan Survei | penyedotan Lmpur thja dan | 2mah BROran peyanan dan | g | ap pairer, s
Tria 2 dan Laporan Surve i survel kepuasan masyarakat
Sasaran Tersedanya Jasa Penyedotan Lumpur | 10,850 610,00 sgs | Menghoordnasian Operator | Tersananya operasonal | Jumh kegatan operasinal | 1. |2I8AN BAKHTIAR,
Trja Sarana penyedotan Trja penyedotan Lmpur tija penyedotan kmpur tnja
Indkator Jumiah Rumah Tangga yang Tertyani Melskukan survei spangan dan | Tersporkannya kondis Bpangan| Jumah aporan kondsi bpangan |, |LALU RIZaL
Jasa Penyedotan Lumpur Trja tugas admiistratf dan bporan acminstrat dan bporan adminstratt AHMADI
Unk Kea Bina Marge Angaaran Target P Kinere Sub Uk Kerla Sub Unt Bina Marga Anggaran Torget ?) Knera Staf Peblcans Anggaran Torget Adivtas Sasaran Indicator Target P Kinera
Penyeknggaraan Jan Menyusun Laporan Tersusunnya bporan | Jumsh Bporan pemelharaan VIVIN NOVITA
P Kegats 1
rogram Program Penyelenggaraan Jakn egatan Kabupaten/Kota - SubKegatan || Pemekaraan Rutn Jan Pemelharazn Rutin Jabn pemeharaan ruth jobn it jakn * [ ninesin, st
TekniJabn
Meringkatnya aksesbitas masyarakat yang | 27:609,777,563.00 | 76.788 | MargafFungsionai Teknk| A Bertambahnya Jabn Mantap | 27,609,777,563.00 1788 . 1,000,003,995.00 162 Mebiuan Pengavasan Terkendainya mutu Jumih kegatan pengaviasan
Sasaran nyaman dan aman Jalan dan jembatan Sasaran Kabupaten/Kota G embatan Sasaran Teraksananya Pemetharaan Ruth Jaen Pemelharaan Rutn Jabn | petksanaan pemeiharaan jan|  pemelaraan rutin jan 12 [AMRILLAH, ST
Indiator Persentase Peringiatan Jaan Mantap) Indictor Panjang Jakin yang Dpelhara Secara Menyusunnya dokumen Tersedanya dokumen | Jumah dokumen adminstrasi | (. KASPUL HADE, S
|ndiator Tingkat Kemantapan Jakn Kabupaten/Kota Rutin adminstrasi Bidang Bina Marga | adminstrasi Bidang Bna Marga Bidang Bina Marga Adm.
PeBksanaan pekeraan | TerBksananya penggantan | Jumiah jembatan yang diskakan VIVIN NOVITA
2| SwbKegatan | |Penggantan Jembatan recoratin mtatan Sernotan renceorton 2 g o
o 4,289,390,000.00 2 Pengavasan pebksanaan | Terfaminya kuakas pekerioan | Jumieh kegatan pengaviasan BUYUNG SASAKA
saran Teraksananya Penggantan Jembatan penggantion jembatan penggantisn jembatan penggantn jembatan 2 |agean, s.
— Panjang Jembatan yang dekukan Penyusunan Bporan Tersusunya Bporan Jumiah Bporan pengganten o Pengavas Jan dan
2 o oo i ol
Penyusunan Rencana, Keblakan, o
Strategidan Teknis Pengembangan Penyustnan dokumen Tersusunnya dokumen | 3,101 dokumen perencanaan VIVIN NOVITA
3| subKegaten perencanaan tekns an dan | perencancan teks jan dan 3
Jaringan Jatn serta Perencanaan Teknis teknis yang dsusun NINGSIH, ST
Jembatan Jembatan
Penyeknggaraan Jobn dan Jembaten
Tersusunnya Rencans, Kebjalan,
Sasaran Strategican Teknis Pengembangan Koordnasi dan pembahasan | Terkonsoldasnya dokumen | Jumih kegatan koordinasican | 1 [
Jarngan Jokn serta Perencanaan Tekris | 6,040,220.00 3 dokumen perencanaan perencanaan teknis pembahasan dokumen
Penyeknggaraan Jabin dan Jembatan
Jumieh Dokumen Rencana, Kebiakan,
Strategidan Tekns Pengembangan Menyusun dokumen keuangan | Tersedanya dokumen Jumih dokumen keuangan BAIQ ERNAWATI,
Indiator Jarhgan Jakin serta Perencanaan Tekois Bidang Cpta Karya Kevangan Bidang Cpta Karya Bidang Cipta Karya O Isses
Penyeknggaraan Jabn dan Jembatan 19 Chra Kary 1920 Bilang Cpra Kary 9 "
yang Deusun
o [ soxegman | |rerormeiomn i e e
22309,256,348.00 . Pengavasan pebksanaan | Tenaminya kiakas hasi | Jumeh kegetan penganasan LALU ARYA
Sasaran Teriksananya Rekonstruksi Jaan 125 ekt rokoncin kit okt 2 o o
— sargng b yong Drekorstet ey bpoon Tersusunnya Bporan Tomah Bporan rekonstrakst e
[ TS I P — Peblcandan s kot | TEwaengaraya suvelfondl] Farars oon danJenaan | 155 |LAL ARVA
Pengokhan dan anaks hast Tomiah dokumen hasi anaiss
Jalan/embatan yang mendapatian Tersedanya data kondsijatn DITYA EDWIN
sosan | e Somso000 | s | suneliondsisen don o femooton vt kondsi o dan t [Bovaw s
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-3 ESELON III ESELON IV STAF/PELAKSANA
]
=
Indkator Panjang Jakry Jembatan yang Durvey Penyusunan aporan hast survi Tersusunnya fporan hast survel]  Jumiah kporan hasi survei PR PP—
Kondiinya kondsi jaen dan jembatan | kondisijaian dan jembatan | kondsijakn dan jembatan
Uk Kerla Sumber Daya Ar ‘Anggaran Target P) Kinera Sub U Kera Sub Uni Bia Marga ‘Anggaran Target P) Kieria Stat Peiksana Anggaran Target Adivtas Sesaran Indator Target ?) Knerja
Pengembangan dan Pengeoaan
Sitem Irgasi Primer dan Sekunder . s Terpelharanya fungsi jaringan ;
Program Program Pengeloiaan Sumber Daya Af (SDA) 83,69 Kabid SDA A Kegatan pada Daerah Irgasi yang Luasnya di 1| subKegotan || Operastdan Pemetaraan Jarngan Peblanaan 0pas N | oo oemmiaan ewerangan | PRSI Rsivang | g [NURUL CHARAN
Baweh Ha dam (Satu) Daerah Fungsional 0 " jpaten Pe .
2,755,824,162.00 2,755,824,162.00 656 ik 0,586,662.00 2 e
o Betambatiya Prasara Iigasi ngaten cormn | [Beroperasican Temebaranya sangan ekicansan pemeiaran | LEPEROON0 WSS | oo rogan sgmsyang | |oRuL oo,
sasaran Menngkatnya akses masyarekat terhadap Figasi Permukaan yang Berfungsi Bak uda Ingasi Permukaan Jaringan igasi Hgas| permulaan kevenangan dpeknara 4 ST
TeTSENESe U TTgaST REREaTRaT
Persentase Prasarana Irgasi Panjang Jarigan Irgasi Permukaan yang Penyusunan kporan operasi dan| _ Tersedenya faporan OSP | Jumh Bporan ORP jarngan NURUL CHAERANT,
Indkator Indkator
Indictor Kab/kota PRGN vang Berfungs Bk Di i dan Dociarg P 1200 s sl 1 dokumen |7
Penguatan Kapaskas Kekmbagaan
Pembinaan kelembagaan Meningketnya kepastas | Jumah kelembagaan pengeb NURUL CHAERANI,
2| subKegotan | [Pengelos Irasi Kewenangan pengeloi Figasi kekmbagaan pengeh rigasi iigasi yang dbina st
Kelembagean Pengeba I7gas!
Fasikasi peringkatan kapastas | Meningkatnya kapastas SDM | Jumiah kegatan penigkatan NURUL CHAERANI,
44,170,000.00 2
Sasaran Kevenangan KabupatenKota yang o et o e 2 kegatan |1
Jumieh Lembaga Pengela Irgasi
Penyusunan kporan kegatan | Tersedanya laporan penguatan
Indiator
Kevenangan Kabupaten/Kota yang i e Jumiah bporan kegatan | 1 dokumen | NASRUL HASBY, ST|
3 | SubKegatan | [Penngiatan Jarngan Iigasi Permukaan Peaksanaan pennghatan | Menngkalnya kualtas jargan | Panjang Jarngan FGasiveng | 4,5 km | 2uLKIpLI, ST. MT.
Sasaran Meningkatnya Jarngan Irigasi Permukaan| ~ 885,427,000.00 42 | Pengendalan dan pengaviesan | Teriaminya MUt pekeraan | g mph kegatan pengawasan | 4 kel [NORIAN EKA
Indkator PariongJarogan 15es Pemtaan yorg Penyusunan aporan TSmO | sy oo kegotan | 1 dokumen|\URMAN BA
4 | oo kegan | |PEnvusunan Dukungan Teios biang Peryusunan dokumen dukungan] Tersusunnya dukungan teknis | Jumn dokumen Qukungan | 1 ool | NURUL CHAERAN,
con Rave tekrie itann Finaeidon e tekrie <
sasaran Tersusunnya Dukungan Tk bidng 29,090,000.00 12| Revew dan vaidasi dokumen | MENMKETY Kualtas dukingan| 3umah gokumen yang dreview | 12 dokumen] N URUL CHAERANI,
Indkator Jumsh Dukngan ek bidang Irgasi Penyusunan aporan kegatan | TErS€dRNY@ BP0ran dkUnGaN | 3y poran kegatan | 1 dokumen | ALY PATHUL
5 | SibKegstan | [Rerabkasiigan e Permtan PeGaraan ehabkas e | TerrabRashy g Fos| Fanens BTG RS ar | 35 n | sura, ST
Tersedanya dokumen
Terehabitasinya Jarngan Irgasi 1,566,548,500.00 N Menyusun dokumen keuangan Jumiah dokumen keuangan HENDRAWAN
90| | pomukaan 5665 5 | " Biang Sumber Daya Ar | Fevanoen Beng Sumber 0ava | “ging Gumer Daya Ar | 0| somceuTes
ndkator Frfang Srngan s Permulaan g Pty uran Bpan | Terscdanya BN S1a0Ka5 | i poran fegotan | 1 ddemen|SURAY, ST
Uk Keria Penataan Ruang ‘Anggaran Target P) Kineria b Unit Kerja Sub Unk Penataan Ruang Anggaran Torget P) Kieria Staf Pebksana Anggaran Torget Adivtas Sosaran Indkator Target P) Kneria
Penetapan Rencana Tata Ruang
program Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 100 | Kabid Penataan Ruang Kegatan Wiayah (RTRW) dan Rencana Rl 1| sukegatan | |penctapan RTRW Kabupaten/kota Penyusunan dokumen RTRW & Tersusunnya draft RTRW Jumih draft dokumen 1 [MAYAGITA
peta tematk kngkap PERTIWI, ST
314,723,000.00 Tota Ruang (RRTR)
Bertambahnya Rencana Tata Ruan g Tersedanya Perda RTRW Jumih Berta Acara Rapat ALDFI TRY
Menngkatnya kuakkas penyeenggaraan A Sosaran ¥ 9| 189,888,000.00 55,56 Penata Ruang Sasaran ny 189,888,000.00 1 Fositasirapat DPRD | Terbksana 3 rapat penetapan P 3 |suwanto,
Sasaran penataan ruang Kabupaten/Kota yang Dsahkan “AbiMda Kabupaten/Kota DPRD SUwANT
Tersedanya dokumen
Persentase Penyeksaian Kasus Peanggaran Indiator Persentase Rencana Tata Ruang Indkator Jumieh Perda RTRW Kabupaten/Kota Menyusun dokumen KEUaNGan | g gigang penataan | 2Mih dokumen keuangan 0 |sraRTATI
nciator Pemanfaatan Ruang di Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dsahkan Bidang Penatean Ruang Fumny Bidang Penataan Ruang
Sub Uni Kerja Sub Unit Penataan Ruang ‘Anggaran Target P) Kineria Staf Pelksana Anggaran Target Adivtas Sesaran Indkator Target P) Kneria
Koordnas! dan Srkronkas!
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaan Tertyaninya permohonan KKPR) DWI ARIYANTI
Kegatan Pemanfaatan Ruang Daerah 1| sumkegatn || e e pelayanan permononan kkpR_| 7YY Permononan K Jumih Byanan KPR | 600 yanan| DV
Terwjudnya Penerbian KPR Fungsonal e R oot Verfiasi can evaliasi doku T e Jumih dokumen KKPR oo |ALOHLTRY
Sasaran erwujudnya Penerbian KKPR seswalf o o0 o 10 Sasaran Persetujuan KKPR sesuai dengan 2,000,000.00 soo | Vertkasidan evabasidolumen | Terjaminya kesesuaan | Jumiah dokumen KPR yang i
B. Rencana Tata Ruan 000/ Ketentuan waktu yang berkku yatu 20 000/ KKPR pemanfaatan ruang dverfiasi dokumen d
Ahi Muda - SPWK
ALDHI TRY
Persentase Penerbian KKPR sesuai Jumieh eyanan Persetujuan KKPR sesuail Penyusunan lporan peayanan | Tersedanya aporan peyanan
Tndiator Rencana Tata Ruang Indiator dengan ketentuan waktu yang berkku KKPR KKPR Jumh aporen peByenan KKPR| 4 poren | SUMAITO,
Sub Unit Kerja Sub Uni Penataan Ruang Anggaran Target P) Kieria Staf Peaksana Anggaran Target divtas Target P) Kneria
Koordnasi dan Srkonsas!
Peiksanaan Survei Lapangan | Teriaksananya survei pangan | Jumiah Kegatan Survei (CAHYU RIESTYA
Kegatan 1
egatar Pengendaan Pemanfaatan Fuang . ‘ Sub Kegiatan | | Pelaksanaan Audt Tata Ruang Py ey Lhegatan |iion s bk
oo ungsional
Tersedanya Hasl Temuan Kasus
c 62,835,000.00 4 62,835,000.00 0 | 1dentfiasi ndkasi petnggaran | Terdentikasinya penggaran | Jumiah kasus indkasi | sesuai hasi | CAHYU RIESTYA
Sesaran IndhesiPengaran Pemarfaatan gt Sasaran Terbksananya Auck Tata Ruang peisareaic polonoedin o [ViANOn S P K
[ b Temuan s Todast — D o Tdkos pelnggaran Penysuran pran sl s | Trsedanya Bpcan 300 3 | i pora audt aa g | 1 poran | OO RSTVA
Uk Kera Penataan Ruang Anggaran Target P) Kinera Sub Unk Kera Sub Unlt Penataan Ruang Anggaran Torget P) Kineria Staf Pelksana Anggaran Torget Adivias Target P) Kneria
Peltian Tenaga Kerja Konstroker Persapan dan pebieanaan
Penyeknggaraan Pethan Tenaga Jumiah Peserta peathan yang BAIQ ERNAWATI,
Program Program Pengembangan Jasa Konstruksi ors g | 257 | e UPT 33 Ko Kegatan feciiiibisoniyil 1| subKesotan | |Kuafiasiabata Operator, Tl tau pestran teraga ke Tersedanya Data Peserta e e s |
Tenaga Kerfa Konstruke! Kuaikas! Jumbh peserta pebthan ya
A Sasaran Tersedanya peserta yang bis 33,975,220.00 100 KTU UPT Jasal Sasaran b fm Op’lmw ek stau Ansls 33,075,220.00 50 Fasiitasi materi dan instruktur | Meningkatnya kompetensi men;ﬁ:mn";am dzn"ﬂ 5 WIRAWAN
Sasaran Menngkatnya kompetensi tenaga konstruksi sertriasi kompetensi Konstrulsi Jabatan Operator, Tekns at: peathan tenaga kerja konstruksi
T N B Rre— | P PeTe R IO [PV R B,
Immm’ v sertfkasi kompetensi fhas Janaten g pelaksanaan pebtian peloksanaan pebtian pelatian
Praya,23 Januari 2026
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DOKUMEN KONSEPTUAL

PEMBUATAN SIPRAJA (SISTEM INFORMASI PENGUKURAN KINERJA)

DPUPR KABUPATEN LOMBOK TENGAH

I. LANDASAN PEMIKIRAN STRATEGIS

1.1 Paradigma Reformasi Kinerja Perangkat Daerah

Pemerintahan daerah saat ini tidak lagi dinilai dari besaran anggaran yang terserap,
tetapi dari keterukuran hasil (outcome), efektivitas program, serta kontribusi
terhadap target RPJMD dan RPJMN. Dalam konteks tersebut, DPUPR sebagai leading
sector infrastruktur wajib memiliki sistem yang:

Mampu menghubungkan perencanaan — penganggaran — pelaksanaan —
evaluasi.

Menyajikan data kinerja secara real-time dan terintegrasi.
Mendukung peningkatan nilai SAKIP dan maturitas SPBE.

Mendukung prinsip Satu Data Indonesia.

SIPRAJA dirancang sebagai instrumen manajemen kinerja berbasis digital yang
menjembatani kesenjangan antara dokumen perencanaan dan realisasi lapangan.

1.2 Permasalahan Eksisting yang Melatarbelakangi

Berdasarkan KAK, tantangan yang dihadapi antara lain:

1.

2
3
4,
5

Data kinerja tersebar di masing-masing bidang.

. Belum tersedia dashboard visual berbasis indikator.

. Monitoring masih manual dan tidak real-time.

Integrasi dengan SIPD dan dokumen perencanaan belum optimal.

. Pengambilan keputusan pimpinan belum sepenuhnya berbasis dashboard

analitik.

SIPRAJA hadir sebagai solusi sistemik, bukan sekadar aplikasi pelaporan.



I1I. TUJUAN STRATEGIS PEMBANGUNAN SIPRAJA
SIPRAJA tidak hanya bertujuan teknis, tetapi strategis:
1. Menguatkan akuntabilitas kinerja (SAKIP-oriented system).
2. Mendukung manajemen berbasis hasil (result-based management).
3. Mengintegrasikan data IKU, program, kegiatan, dan sub kegiatan.
4. Menyediakan early warning system terhadap deviasi target.
5

. Menjadi alat kendali pimpinan (executive control dashboard).

III. MUATAN YANG HARUS ADA DALAM SIPRAJA

Berikut adalah komponen substansi yang wajib termuat agar sistem benar-benar
strategis:

A. Modul Perencanaan Kinerja
Memuat:
o Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Renstra.
o IKU Perangkat Daerah.
« Cascading kinerja hingga level bidang.
o Target tahunan dan target triwulanan.
o Keterkaitan RPJMD — Renstra — Renja — PK.

Fungsi strategis:
Menjamin kesinambungan perencanaan dan akuntabilitas vertikal.

B. Modul Penganggaran dan Keterkaitan SIPD

Memuat:
o Program, kegiatan, sub kegiatan (kode Permendagri 90).
« Pagu anggaran.

« Realisasi anggaran.



« Efisiensi dan deviasi anggaran.

Fungsi strategis:
Menilai hubungan antara belanja dan capaian outcome.

C. Modul Input Realisasi Kinerja
Memuat:
o Realisasi fisik (%).
« Realisasi output.
« Realisasi indikator outcome.
o Dokumentasi pendukung (upload evidence).

Fungsi strategis:
Memastikan data kinerja berbasis bukti (evidence-based reporting).

D. Dashboard Visualisasi Eksekutif
Menampilkan:
1. Traffic light system (Hijau—Kuning—Merah).
2. Grafik tren capaian IKU.
3. Perbandingan target vs realisasi.
4. Ranking kinerja antar bidang.
5. Analisis deviasi dan rekomendasi otomatis.

Fungsi strategis:
Mendukung pengambilan keputusan cepat oleh Kepala Dinas.

E. Modul Analisis dan Evaluasi
Berisi:
o Analisis efektivitas.

o Analisis efisiensi.



« Rasio kinerja (Outcome/Anggaran).
o Indeks kinerja infrastruktur (jika dikembangkan).
o Monitoring kontribusi terhadap RPIJMD.

Fungsi strategis:
Menggeser sistem dari sekadar pelaporan menjadi alat analitik.

F. Hak Akses Berjenjang
Level:

1. Administrator

2. Operator bidang

3. Analis kinerja

4. Pimpinan

5. (Opsional) Viewer publik terbatas

Prinsip:
Role-based access control (RBAC).

G. Integrasi dan Interoperabilitas
Harus mendukung:

« Integrasi dengan SIPD.

» Integrasi data perencanaan.

e Prinsip Satu Data.

o API readiness untuk pengembangan lanjutan.

H. Dokumentasi dan Audit Trail
Fitur penting:
e Log perubahan data.

« Riwayat update.



Validasi berjenjang.

Backup sistem.

Hal ini penting untuk mendukung SPIP dan audit.

IV. ARSITEKTUR STRATEGIS SIPRAJA

SIPRAJA sebaiknya dikembangkan dengan pendekatan:

Web-based (Laravel sesuai KAK).

Database terstruktur.

Modular architecture.

Scalable untuk pengembangan jangka panjang.

Responsive (desktop dan tablet).

V. LANGKAH STRATEGIS PEMBANGUNAN SIPRAJA

Berikut tahapan strategis berbasis KAK yang diperluas secara manajerial:

Tahap 1 — Penguatan Fondasi Konseptual

1. Penyamaan persepsi antara teknis IT dan substansi kinerja.

2. Penyusunan peta proses bisnis pengukuran kinerja DPUPR.

3. Identifikasi indikator kritikal (critical performance indicator).

Output: Blueprint sistem.

Tahap 2 — Standardisasi dan Pembersihan Data

1. Sinkronisasi data Renstra dan Renja.

2. Harmonisasi indikator antar bidang.

3. Validasi baseline dan target.

Output: Data clean & validated.



Tahap 3 — Perancangan Sistem Berbasis Kebutuhan Pengguna
1. User requirement mapping.
2. Desain Ul yang sederhana dan informatif.
3. Penentuan format visualisasi sesuai kebutuhan pimpinan.

Prinsip: Dashboard harus menjawab pertanyaan manajerial.

Tahap 4 — Pengembangan dan Integrasi
1. Pengembangan modul inti.
2. Pengujian fungsional.
3. Uji coba terbatas (pilot testing).
4

. Perbaikan iteratif.

Tahap 5 — Implementasi dan Capacity Building
1. Pelatihan admin dan operator.
2. Pendampingan awal.

3. Evaluasi pasca implementasi.

Tahap 6 — Penguatan Keberlanjutan
1. Penunjukan pengelola tetap.
2. SOP penginputan dan validasi data.
3. Evaluasi sistem setiap semester.
4

. Pengembangan versi 2.0 berbasis kebutuhan baru.

VI. DAMPAK STRATEGIS YANG DIHARAPKAN
Jika SIPRAJA berjalan optimal, maka:



Monitoring kinerja menjadi real-time.
Deviasi dapat dideteksi lebih dini.

Nilai SAKIP berpotensi meningkat.

Pimpinan memiliki executive control system.
Kinerja lebih terukur dan terdokumentasi.

Keterkaitan anggaran dan hasil menjadi jelas.




